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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, 

Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 

telah menyusun Laporan Kinerja Kementerian  ESDM 

Tahun 2022, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian  ESDM 2020-2024. 

Laporan Kinerja Kementerian  ESDM Tahun 2022 merupakan wujud 

pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kementerian  ESDM untuk mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2022 

serta merupakan cermin komitmen dalam menjalankan visi dan misi Kementerian  ESDM. 

Di dalam Laporan Kinerja ini  terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap 

target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 dan 

juga perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun-tahun 

sebelumnya. Laporan Kinerja Kementerian  ESDM disusun dalam rangka memenuhi 

ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Kementerian  ESDM ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk 

menyampaikan hasil capaian kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, serta 

merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai institusi publik, Kementerian  ESDM bertanggung jawab melaksanakan 

tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja (LAKIN) Kementerian  ESDM 

merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Kementerian  yang di 

dalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas 

rencana kinerja tersebut, evaluasi atas capaian kinerja tahun ini terhadap target yang 

telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja Menteri ESDM tahun 2022, evaluasi capaian 

kinerja tahun 2022 dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya (2019, 2020, dan 

2021) serta realisasi anggaran. 

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja merupakan salah satu 

dari 4 (empat) komponen penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

disamping Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal. AKIP dibangun sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) dan sekaligus result oriented government. Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dengan 

pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-based Management) untuk 

penyediaan informasi kinerja yang berguna untuk pengelolaan kinerja. Dalam rangka 

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi 

pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir 

tahun. 

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Format dan Tata Cara 

dalam penyusunan Laporan Kinerja merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Penetapan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap 

awal tahun berjalan, tidak semata ditujukan untuk menggambarkan target capaian 

kinerja organisasi di akhir tahun namun juga dijadikan sebagai acuan manajemen 

dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling 

maksimal. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan target kinerja 

di tahun 2022 secara umum telah terlampaui, meskipun masih terdapat beberapa 

target kinerja yang masih memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk 

meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. 

Kegiatan di lingkungan Kementerian ESDM pada Tahun Anggaran 2022, 

dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian  Energi dan Sumber 

Daya Mineral. Tahun 2022 Pemerintah mencanangkan upaya pemulihan akibat 

pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia, serta berakibat pada 

mundurnya timeline pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat terselesaikan pada 

Tahun Anggaran 2022 dan juga adanya pencapaian yang tidak memenuhi target yang 

ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.  

Hambatan pandemi tersebut menjadi pelajaran berharga dalam kesinambungan 

pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang sebagai salah satu dasar upaya 

mengelola dampak yang ditimbulkan, sehingga diharapkan nantinya seluruh rencana 

kegiatan di tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik. 

1.2 Aspek Strategis 

Ketegangan geopolitik akibat konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 

2022 membawa dampak signifikan pada tingginya harga energi fosil dan terganggunya 

ketersediaan suplai energi dunia.  Hal ini telah mendorong semua negara untuk 

meningkatkan ketahanan energi dengan melakukan perubahan sistem energi ke arah 

yang lebih aman, andal, dan tangguh  dengan mengoptimalkan setiap jenis sumber 

energi yang ada. 

Pandemi global COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 juga  

telah memberikan dampak yang begitu besar bagi perekonomian nasional termasuk 

industri energi dan pertambangan nasional. Tingkat investasi dan penerimaan negara 

bukan pajak di sektor esdm sempat anlok dan kemudian bangkit kembali seiring 
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dengan upaya Pemerintah untuk memulihkan sektor perekonomian yang berfokus 

pada kegiatan produktif dengan tetap memberikan rasa aman dan nyaman ditengah 

pengendalian sebaran COVID-19 yang masih terus berlangsung meskipun dengan 

tingkat bahaya dan jumlah kematian yang lebih kecil dibandingkan tahun 2020 dan 

2021. 

Konflik Rusia dan Ukraina serta Pandemi COVID-19 telah memberikan kita 

pelajaran yang berharga tentang betapa pentingnya kemandirian dan ketahanan 

bangsa dalam menghadapi gejolak dan tantangan global di masa mendatang. Selain 

itu kita juga dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat ekonomi nasional ke arah 

ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan dan inklusif secara sosial.  

Sektor energi dapat mengambil peran penting melalui langkah yang inovatif dan 

sikap kolaboratif dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi dan 

mendukung pertumbuhan ekonomi hijau demi mewujudkan Visi Presiden 

ñTerwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian 

berlandaskan gotong royongò dan  9 (Sembilan) misi Presiden yang dikenal dengan 

Nawacita Kedua yaitu: 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

5. Kemajuan bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh 

warga; 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara kesatuan. 

Presiden RI telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam 

pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. 

Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, 

Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, 

dan Transformasi Ekonomi, yaitu: 
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1. Pembangunan SDM 

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu 

pengetahuan, dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dari talenta 

global. 

2. Pembangunan Infrastruktur 

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi 

dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, 

mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah 

perekonomian rakyat. 

3. Penyederhanaan Regulasi 

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law 

terutama menerbitkan dua UU yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. 

4. Penyederhanaan Birokrasi 

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur 

dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. 

5. Transformasi Ekonomi 

Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan sumber daya alam menjadi 

daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi 

kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Arahan Presiden tersebut telah dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 yang 

ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui 

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya 

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai 

wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing. Sasaran tersebut dilaksanakan melalui 7 agenda pembangunan Indonesia 

yaitu: 

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

berkeadilan; 

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin 

pemerataan; 

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; 

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 
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5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan 

dasar; 

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan 

iklim; dan 

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. 

Dalam mendukung visi dan misi Presiden, serta  melaksanakan 7 Agenda 

Pembangunan, Kementerian  ESDM telah menetapkan visi dalam periode 5 (lima) 

tahun mendatang yaitu ñMenjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui 

Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan 

Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merataò yang  akan dilakukan 

upaya sistematis melalui misi Kementerian ESDM sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian ESDM 

(Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti); 

2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral 

yang berkelanjutan; 

3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi 

energi; 

4. Menjamin ketersediaan energi nasional; 

5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh 

masyarakat; dan 

6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, 

gempa bumi, tsunami dan likuifaksi). 

Dalam pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah menggunakan kaidah 

pengelolaan energi yang optimal, dimana energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, 

namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan 

energi yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan 

rasionalisasi harga energi. Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya mineral 

dimana Pemerintah akan terus mengusahakan pembangunan infrastruktur 

pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk 

dalam negeri. 

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi 

secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber daya 

dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi 
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nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan 

serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung 

pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai 

keberhasilan pengelolaan energi adalah indikator ketahanan energi nasional. Dimana 

Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara 

berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata 

pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam jangka panjang dengan 

tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. 

Dalam rangka mewujudkan Agenda Pembangunan 2020-2024, Kementerian  

ESDM telah menyusun arah kebijakan dan strategi nasional khusus pada 5 (lima) 

Agenda Pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian  

ESDM,  yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 

2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi dimaksud, sebagai berikut: 

A. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk 

Pertumbuhan yang Berkualitas  

Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi beserta 

inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan ekonomi 

Indonesia. Arah kebijakan yang terkait dengan sektor ESDM adalah pengelolaan 

sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sedangkan strategi 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi 

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT yang 

akan dilaksanakan dengan strategi: 

ï Mempercepat pengembangan pembangkit energi terbarukan;  

ï Meningkatkan pasokan bahan bakar nabati;  

ï Meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;  

ï Meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; dan 

ï Mengembangkan industri pendukung EBT. 

b. Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubara untuk industri dan 

ketenagalistrikan ke depan akan difokuskan pada: 

ï Pemanfaatan dalam negeri baik sebagai sumber energi maupun bahan 

baku industri untuk meningkatkan nilai tambah; dan 

ï Peningkatan industri pengolahan batubara menjadi gas untuk kebutuhan 
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bahan baku industri dalam negeri. 

c. Pengembangan potensi EBT didukung dengan pemberian insentif fiskal 

terhadap industri EBT. 

2. Peningkatan nilai tambah ekonomi 

Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk 

melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; 

B. Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi 

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 

Pengembangan wilayah tahun 2020-2024 menekankan keterpaduan pembangunan 

dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi, 

dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap, skenario pembangunan nasional 

serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. 

C. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang 

berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, 

terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan 

pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan 

tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, 

peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, 

serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. 

Arah kebijakan dan strategi peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing antara 

lain: 

a. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi 

dan tepat sasaran mencakup integrasi penyaluran bantuan sosial pangan dan 

subsidi energi tepat sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 

bantuan melalui Program Sembako yang akan mengintegrasikan pemberian 

bantuan pangan dan energi (listrik dan LPG) ke dalam satu kartu; dan 

b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pendidikan dan pelatihan 

vokasi berbasis kerja sama industri, penguatan pendidikan tinggi berkualitas, 

peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi. Pengembangan SDM 

dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui: 

¶ Penguatan pelatihan sektor industri dengan target 89.814 orang. 

¶ Penguatan pelatihan ASN dengan target 31.493 orang, 
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¶ Penguatan pelatihan vokasi bagi masyarakat dengan target 5.461 orang 

¶ Penguatan sertifikasi kompetensi tenaga teknik dengan target 170.230 orang 

¶ Penguatan pendidikan tinggi berkualitas dengan target 8.784 mahasiswa 

Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) 

D. Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung 

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

Lima arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi 

dan tenaga listrik merata, andal, efisien dan berkelanjutan adalah:  

1. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, 

ditempuh melalui: 

a. Peningkatan pemanfaatan EBT seperti panas bumi, air, surya, biomassa, dan 

energi laut serta EBT lainnya; 

b. Pengembangan mini/mikro grid berbasis energi bersih; 

c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (energy 

storage system) termasuk baterai; dan 

d. Pemanfaatan energi surya atap (solar rooftop) dan PLTS terapung (floating 

solar power plant) beserta pengembangan industri sel surya dalam negeri. 

2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui:  

a. Pengembangan Energy Service Company (ESCO); 

b. Memperluas, merehabilitasi, dan peningkatan kapasitas sistem transmisi dan 

distribusi; 

c. Pengembangan sistem manajemen informasi dan kontrol data;  

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi jaringan cerdas (smart grid); dan  

e. Pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi (High Efficiency 

and Low Emission/HELE).  

3. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, ditempuh 

melalui:  

a. Pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas;  

b. Penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu;  

c. Dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) untuk listrik;  

d. Peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri;  

e. Peningkatan infrastruktur gas bumi khususnya seperti jaringan pipa transmisi 

gas dan distribusi non pipa khususnya LNG receiving terminal;  
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f. Pengembangan cadangan penyangga/operasional BBM dan LPG;  

g. Pembangunan jargas perkotaan, LPG, dan kompor bersih berbasis listrik; 

h. Peningkatan kemampuan rekayasa nasional untuk energi dan 

ketenagalistrikan yang didukung industri dalam negeri; 

i. Perluasan penyaluran BBM satu harga; dan 

j. Pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan bermotor listrik; 

4. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, melalui: 

a. Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan; 

b. Penguatan independensi operator sistem transmisi; dan 

c. Mendorong kebijakan harga/tarif energi dan penerapannya sehingga 

mencapai harga keekonomian secara bertahap. 

5. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, melalui: 

a. Pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi 

belanja;  

b. Penerapan penyesuaian tarif listrik dan harga energi;  

c. Memanfaatkan pembiayaan dengan persyaratan yang ringan dan wajar, 

alternatif instrumen, dan leverage asset; dan 

d. Pengembangan skema pendanaan yang sesuai dan berkesinambungan. 

Proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan energi ketenagalistrikan 

meliputi perbaikan efisiensi dan penurunan emisi. Sementara proyek prioritas 

mendukung akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan meliputi: 

1. Perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; 

2. Infrastruktur jargas kota untuk 4 juta sambungan rumah (Major Project); dan 

3. Pipa gas bumi Trans Kalimantan (Major Project). 

Adapun proyek prioritas mendukung kecukupan penyediaan energi dan 

ketenagalistrikan adalah peningkatan keandalan infrastruktur energi dan 

ketenagalistrikan termasuk di dalamnya dua Major Project yaitu 

1. Pembangkit listrik 27.000 MW, transmisi 19.000 kms dan gardu induk 38.000 

MVA; dan 

2. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak. 

Data lengkap terkait Major Project tersebut ditampilkan dalam dokumen Matriks 

Major Project RPJMN tahun 2020-2024 sektor ESDM pada halaman 501 Buku 

RPJMN 
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E. Agenda Pembangunan 6:  Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, 

meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim terdiri dari:  

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan strategi pemulihan pencemaran 

dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan dengan 

restorasi lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3; 

2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan strategi peringatan dini, baik 

melalui monitoring maupun peta kawasan rawan bencana geologi dan 

peningkatan iklim; 

3. Pembangunan rendah karbon dilakukan dengan strategi:  

a. Pembangunan energi berkelanjutan yang dilaksanakan melalui pengelolaan 

EBT dengan pengembangan pembangkit EBT, meningkatkan pasokan bahan 

baku rendah karbon, serta efisiensi dan konservasi energi; dan  

b. Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan melalui konservasi dan audit 

energi pada industri. 

1.3 Permasalahan Utama/Isu Strategis 

A. MINYAK DAN GAS BUMI 

Pemerintah terus mendorong produksi migas untuk dapat mencapai target 

sebesar 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030 dengan beberapa strategi 

seperti optimasi produksi, transformasi sumber daya ke produksi, percepatan 

Chemical Enhanced Oil Recovery dan eksplorasi besar-besaran serta pengembangan 

minyak dan gas non-konvensional. 

Apabila Pemerintah tidak melakukan usaha peningkatan produksi minyak, maka 

pada tahun 2060 produksi minyak hanya tinggal sebesar 81 MBOPD, sedangkan 

kebutuhan minyak terus bertambah mencapai 4.357 MBOPD, sehingga kebutuhan 

impor minyak bumi semakin membesar mencapai 4.276 MBOPD pada tahun 2060. 

Indonesia masih memiliki potensi migas yang masih berlimpah yang dapat 

mendukung ketahanan energi nasional, dimana masih terdapat 68 basin yang belum 

dieksplorasi. Saat ini cadangan minyak sebesar 2,4 billion bbl dan cadangan gas 

sebesar 42,9 TCF. Percepatan eksplorasi akan dilaksanakan pada 5 wilayah kerja di 

wilayah Timur Indonesia yaitu Buton, Timor, Seram, Aru-Arafura dan West Papua 

Onshore.  
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Saat ini terdapat beberapa proyek yang sangat potensial untuk meningkatkan 

produksi migas antara lain dari lapangan Abadi, Jambaran Tiung Biru, IDD Gendalo & 

Gehem, dan Tangguh Train-3, dengan total penambahan produksi minyak sebesar 

65.000 BOPD dan gas sebesar 3.484 MMSCFD. 

Meskipun target produksi migas masih memerlukan waktu yang panjang dalam 

pencapaiannya, Pemerintah berusaha merumuskan kebijakan yang tepat agar target 

tersebut dapat tercapai, dengan tetap mempertimbangkan tantangan sektor energi 

global yang bergerak menuju transisi energi dan net-zero emission. Kita harus 

menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemenuhan permintaan 

energi dan kepedulian terhadap lingkungan. 

Beberapa strategi untuk meningkatkan produksi migas antara lain Optimasi 

produksi lapangan eksisting dan percepatan pengembangan lapangan baru; 

Peningkatan kualitas dan kuantitas data; Penawaran WK yang berkesinambungan dan 

peningkatan eksplorasi (termasuk KP/KKP); Penerapan teknologi Enhanced Oil 

Recovery (EOR) dan Carbon Captured and Storage/Carbon Captured Utilization and 

Storage (CCS/CCUS). 

Untuk pencapaian target produksi migas diperlukan sinergi antara Pemerintah, 

industri dan akademisi, dalam hal ini Pemerintah telah melakukan beberapa terobosan 

kebijakan, melalui fleksibilitas kontrak (Cost Recovery atau Gross Split), perbaikan 

term & condition, insentif fiskal/non-fiskal, dan pengajuan izin secara online. 

Pemerintah juga sedang menyusun revisi Undang-Undang Migas tahun 2001 dengan 

beberapa pengaturan antara lain perbaikan fiscal term, assume and discharge, 

kemudahan berusaha, dan kepastian kontrak. 

Pada tahun 2022 beberapa proyek gas telah selesai pembangunannya dan telah 

mengalirkan gas. Proyek Jambaran Tiung Biru memiliki kapasitas produksi kotor 330 

MMSCFD dengan persentase CO2 sekitar 35% atau memproduksikan sales gas 192 

MMSCFD telah onstream pada 20 September 2022 dengan nilai investasi sebesar 

Rp22,5 triliun dan memberikan penerimaan negara sekitar Rp23,1 triliun selama 

proyek berjalan. Sedangkan Proyek Lapangan Gas MDA & MBH yang diproses di 

Floating Production Unit (FPU) dengan kapasitas 175 MMSCFD memproduksi sales 

gas 120 MMSCFD telah onstream pada 23 Oktober 2022 dengan nilai investasi 

sebesar Rp4,35 triliun dan memberikan penerimaan negara sekitar Rp17,4 triliun 

selama proyek berjalan. 
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Keberhasilan memproduksikan gas bumi kedua proyek tersebut akan 

meningkatkan pasokan gas secara signifikan untuk mendukung neraca migas nasional 

dan ketersediaan migas di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini 

dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan serta program 

Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan gas bagi industri domestik sehingga 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan penerimaan negara. 

Disamping itu, untuk menjamin akses energi yang terjangkau diperlukan 

infrastruktur yang memadai. Pemerintah juga membangun jaringan transmisi dan 

distribusi gas, jaringan gas kota, kilang LNG, Floating Storage Regasification Unit (b 

FSRU) untuk meningkatkan pemanfaatan gas bagi industri, bapembangkit dan rumah 

tangga.  

Proyek RDMP Kilang Pertamina memberikan sejumlah dampak positif bagi 

Indonesia. Selain meningkatkan kapasitas kilang minyak nasional dari 729 ribu barel 

per hari (saat ini) menjadi 1,4 Juta barel per hari, program ini akan meningkatkan 

kualitas BBM untuk mendukung Roadmap BBM Ramah Lingkungan dan penyediaan 

bahan baku. Pembangunan kilang minyak baru menjadi momentum yang tepat untuk 

menjaga ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan daya saing nasional 

terlebih secara global. 

 

B. KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN 

Indonesia berkomitmen untuk  mengatasi isu-isu terkait akses energi, teknologi 

cerdas dan bersih, dan pembiayaan di sektor energi sebagai langkah-langkah dalam 

mendukung pencapaian target Paris Agreement yaitu penurunan emisi Gas Rumah 

Kaca (GRK) sesuai dengan Nationally Determined Contributions (NDC) pada 2030.  

Pada bulan September 2022, Indonesia telah mengajukan Enhanced Nationally  

Determined Contribution (E-NDC) kepada The United Nations Framework Convention 

on Climate Change (UNFCCC) dengan target penurunan emisi meningkat dari 29% 

atau setara 835 juta ton CO2 menjadi 32% atau setara 912 juta ton CO2 pada tahun 

2030. Kontribusi sektor energi juga meningkat dari 314 juta ton CO2 menjadi 358 juta 

ton CO2. Hal tersebut diharapkan akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi 

pencapaian target Net Zero Emission pada tahun 2060. 

Untuk mencapai Net Zero Emission perlu dilakukan transisi energi menuju energi 

bersih dan ramah lingkungan. Pada Presidensi G20 Indonesia transisi energi telah 

menjadi salah satu isu prioritas.  
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KTT G20 telah menghasilkan ñG20 Bali Leadersô Declarationò yang terdiri dari 52 

paragraf. Terdapat dua poin yang khusus terkait sektor energi, yaitu: 

¶ Kesepakatan untuk mempercepat dan memastikan transisi energi berkelanjutan, 

adil, terjangkau, dan investasi inklusif. 

¶ Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali disepakati menjadi panduan untuk 

mencari solusi mencapai stabilitas pasar energi, transparansi, dan keterjangkauan.  

Adapun hasil konkret KTT G20 bidang energi adalah:  

¶ Adanya dukungan pendanaan mekanisme transisi energi sebesar sebesar USD20 

miliar melalui Just Energy Transition Program Partnership.  

¶ Prioritas pendanaan sebesar USD500 juta dalam Asia Zero Emission Community 

(AZEC) untuk mengimplementasikan program transisi energi dan memperluas kerja 

sama serta inisiatif dekarbonisasi publik-swasta. 

Kementerian ESDM telah menyusun Roadmap transisi energi untuk mencapai 

Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat melalui strategi antara lain dari 

sisi suplai adalah pengembangan EBT secara masif termasuk hidrogen dan nuklir; 

retirement PLTU; penggunaan teknologi bersih seperti CCS/CCUS; sedangkan dari 

sisi demand adalah pemanfaatan kendaraan listrik, kompor induksi, pengembangan 

jaringan gas rumah tangga, pemanfaatan biofuel, penerapan manajemen energi dan 

penerapan standar kinerja energi minimum.  

Direncanakan pada tahun 2060 penambahan pembangkit sebesar 708 GW. 

Penambahan pembangkit setelah tahun 2030 hanya berasal dari pembangkit energi 

baru dan terbarukan: 

¶ Mulai 2030 pengembangan Variable Renewable Energy (VRE) berupa PLTS 

semakin masif, diikuti oleh PLTB baik on shore maupun off shore mulai tahun 2037. 

¶ Pengembangan pembangkit panas bumi secara bertahap dimaksimalkan hingga 22 

GW, melalui pengembangan Advance Geothermal System dan pengembangan 

sistem panas bumi non-konvensional lainnya. 

¶ PLTA dioptimalkan dan listriknya dikirim ke pusat-pusat beban di pulau lain, selain 

itu PLTA juga memberikan balancing bagi pembangkit VRE. 

¶ Pembangkit listrik nuklir beroperasi secara bertahap mulai 2039 untuk menjaga 

keandalan sistem, di tahun 2060 mencapai 31 GW. 

¶ Pump storage mulai 2025, Battery Energy Storage System (BESS) mulai masif 

tahun 2034. Sedangkan  Hydrogen diproduksi dari tenaga listrik berbasis EBT 
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(Green Hydrogen) mulai 2031 dimana penggunaannya diperuntukan bagi sektor 

non pembangkit. 

Retirement PLTU dilakukan secara bertahap, baik PLN maupun non-PLN, 

berdasarkan kontrak maksimal 30 tahun. Kapasitas PLTU akan meningkat hingga 

tahun 2030 dan setelah itu tidak ada rencana penambahan PLTU. PLTU terakhir yang 

beroperasi berakhir pada 2058. Selain retirement PLTU untuk mengurangi emisi 

karbon, mulai diterapkan teknologi co-firing untuk dapat menurunkan penggunaan 

batu bara pada pembangkit yaitu dengan mengganti sebagian batubara dengan 

biomassa. Skema ini telah diimplementasikan pada 33 PLTU dari 48 pembangkit yang 

tengah diuji coba. 

Direncanakan juga pengembangan super grid dan smart grid untuk 

meningkatkan konektivitas antar sistem kelistrikan dan antar pulau untuk berbagi 

sumber energi terbarukan. Penerapan super grid diharapkan dapat mengatasi 

divergensi antara sumber energi terbarukan lokal dan lokasi permintaan energi listrik 

yang tinggi. Selain itu, pengembangannya akan mampu mengurangi dampak 

intermittency dari pembangkitan Variable Renewable Energy (VRE) yang semakin 

meningkat dan membuka peluang untuk mengekspor listrik ke negara-negara ASEAN 

lainnya. 

Untuk mendukung transisi energi, Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 

USD 1 Triliun pada tahun 2060 untuk pembangkit dan transmisi energi terbarukan. 

Kebutuhan akan dukungan finansial akan semakin meningkat khususnya untuk 

kebutuhan early retirement PLTU.  

Langkah kebijakan transisi energi pada sektor industri yang akan dilaksanakan 

antara lain: 

¶ Efisiensi energi peralatan dengan potensi penurunan konsumsi energi sebesar 50-

60%; 

¶ Strategi Elektrifikasi pada industri yang menggunakan low-temperature processes 

seperti makanan & minuman, tekstil dan kulit, perangkat elektronik; 

¶ Hidrogen sebagai substitusi Gas, Green hydrogen untuk menggantikan gas alam 

untuk proses pemanasan suhu tinggi mulai dari tahun 2041; 

¶ Substitusi biomassa menggantikan bahan bakar fosil untuk  proses pemanasan 

suhu tinggi, terutama pada industri semen, tetapi juga diterapkan di sub sektor lain 

dengan jumlah yang lebih kecil; 



 

16 
 

¶ Carbon Capture & Storage (CCS) untuk industri semen dan baja yang 

menggunakan batu bara dan gas, mulai dari tahun 2036.  

Sedangkan pada sektor transportasi, program yang sedang dan akan 

dilaksanakan antara lain: 

¶ Pemanfaatan Biofuel diproyeksikan sebesar 40%; 

¶ Penetrasi kendaraan listrik dalam transportasi; 

¶ Penggunaan hidrogen untuk truk;  

¶ Bahan bakar rendah karbon untuk shipping dimulai pada tahun 2036 dengan 

campuran e-amonia, hidrogen, dan biofuel; 

¶ E-fuel (berasal dari biosyngas dan green hydrogen) untuk kendaraan; 

¶ Electric vessels untuk jarak yang pendek dan/atau hybrid vessels; 

¶ Teknologi Efisiensi di sektor transportasi. 

Untuk di sektor rumah tangga dan komersial akan dilaksanakan penetrasi pada 

penggunaan kompor listrik/induksi, pengembangan jaringan gas kota dan penerapan 

program efisiensi energi termasuk mengoptimalkan manajemen energi, Standar 

Kinerja Energi Minimum. 

Dalam periode transisi energi, energi fosil masih memiliki peran penting untuk 

dikembangkan sebelum energi yang lebih bersih tersedia. Minyak Bumi masih sebagai 

energi utama untuk transportasi sebelum digantikan oleh kendaraan listrik. Gas bumi 

dimanfaatkan sebagai energi transisi sebelum tercapainya 100% EBT di pembangkit.  

Batubara masih menjadi sumber bahan bakar untuk pembangkit sebelum adanya 

energi pengganti yang lebih bersih. Pengembangan ke depan untuk batubara 

diarahkan untuk pemanfaatan di rumah tangga melalui pengembangan DME 

pengganti LPG. Adapun untuk mineral, dilakukan peningkatan nilai tambah melalui 

pengolahan dan pemurnian di dalam negeri guna mendukung pengembangan industri 

baterai yang terintegrasi. 

Critical mineral memiliki peranan yang penting dalam dalam mendukung transisi 

global ke energi bersih antara lain digunakan sebagai bahan baku pembangkit solar, 

angin dan nuklir, serta untuk transmisi dan distribusi, dan juga energy storage yang 

dapat digunakan pada industri baterai untuk kendaraan listrik. 

Indonesia memiliki banyak sumber daya mineral yang dapat digunakan untuk 

industri baterai, namun proses pengolahan dan pemurniannya masih perlu banyak 
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dikembangkan untuk dapat memproduksi baterai yang dapat digunakan untuk 

pengguna peralatan elektronik, kendaraan listrik, storage listrik. 

Salah satu faktor keberhasilan transisi energi adalah kesiapan dan ketersediaan 

teknologi. Saat ini teknologi yang sudah dimanfaatkan antara lain pembangkit EBT, 

biofuel, kendaraan listrik. Teknologi dalam proses pengembangan adalah CCS/CCUS, 

bio-avtur, energy storage, smart grid. Teknologi dalam perencanaan pengembangan 

antara lain nuklir,  hidrogen dan arus laut.  

Dalam rangka mempercepat pengembangan EBT, diperlukan regulasi yang 

komprehensif untuk menciptakan iklim pengembangan EBT yang berkelanjutan dan 

adil sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Oleh 

karena itu, DPR bersama DPD telah menginisiasi RUU Energi Baru dan Energi 

Terbarukan (EBET) yang nantinya akan berperan dalam memberikan kepastian 

hukum, perkuatan kelembagaan dan tata kelola, penciptaan iklim investasi yang 

kondusif dan pemanfaatan sumber EBT untuk pembangunan industri dan ekonomi 

nasional. 

Adapun substansi pokok yang masih dalam proses pendalaman antara lain 

terkait transisi peta jalan, sumber EBET, nuklir, perizinan berusaha, penelitian dan 

pengembangan, harga EBET, insentif, dana EBET, TKDN, pembagian kewenangan, 

pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat. 

Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang antara lain 

mengatur tentang harga EBT melalui Harga Patokan Tertinggi (HPT) dan Harga 

Kesepakatan; serta Mekanisme pengadaan yang mengatur tentang penunjukan 

langsung, pemilihan langsung, BOOT melalui B to B, periode kontrak, transaksi dalam 

rupiah, harga kesepakatan, dan evaluasi harga setiap tahun. 

Peluang dalam pengembangan pembangkit EBT antara lain harga yang semakin 

murah dan tersedianya fasilitas pembiayaan untuk infrastruktur EBT. Berdasarkan 

IRENA biaya pembangunan PLT EBT mengalami penurunan cukup signifikan secara 

global selama 10 tahun terakhir; dan Biaya operasi PLT EBT baru terutama PLTS dan 

PLTB (termasuk biaya integrasi) lebih murah dan dapat bersaing dengan PLTU 

Batubara skala 800 MW existing. Untuk pendanaan EBT dapat diperoleh dari Blended 

Finance, SDG Indonesia Bersatu, Tropical Landscape Finance Facility, Investasi 

Anggaran Non Pemerintah dan Skema PPP/KPBU. 
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Sebagai upaya akselerasi pengembangan EBT oleh Industri dan Swasta, maka 

diterapkan ESG (Environmental, Social and Governance): 

¶ Environmental: bagaimana perusahaan merespon terhadap perubahan lingkungan 

dan iklim. 

¶ Social: bagaimana perusahaan menjalin hubungan dengan karyawan, supplier, 

pelanggan dan komunitas. 

¶ Governance: bagaimana perusahaan menangani leadership, audit, kontrol internal, 

dan hak pemilik. 

Dukungan pemerintah atas implementasi ESG sebagai berikut: 

¶ Secara aktif meluncurkan kerangka regulasi untuk memperkuat institusi EBTKE 

¶ Menetapkan program yang fokus pada peningkatan partisipasi swasta dalam 

implementasi EBT, seperti REBID, REBED, dan PLTS Atap. 

¶ Mendorong dan mempromosikan transisi energi oleh swasta, yaitu lewat program 

manajemen energi, PLTS atap, dan sebagainya 

Agar transisi energi dapat berjalan secara optimal dibutuhkan dukungan semua 

pihak melalui mekanisme pentahelix yaitu sinergi dan kolaborasi Pemerintah, BUMN 

dan Swasta, Akademisi, Masyarakat dan Media untuk dapat menjawab tantangan 

pengembangan EBT yang antara lain meliputi keekonomian dan teknologi, TKDN, 

Supply and Demand dan pelaksanaan proyek. 

Hal lain yang dapat dilakukan oleh badan usaha untuk mempercepat transisi 

energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca, antara lain adalah : 

¶ Badan Usaha Migas melalui pengembangan pembangkit EBT (PLTS, PLTP, 

PLTBiogas), biofuel, energi efisiensi dan pemanfaatan flare gas, green refinery dan 

pemanfaatan CCUS;  

¶ Badan Usaha Mineral dan Batubara melalui reklamasi lahan bekas tambang untuk 

kebun energi dan PLTS, penggantian bahan bakar dengan biodiesel untuk 

transportasi tambang, dan pembangkit EBT untuk suplai listrik smelter;  

¶ Badan Usaha Ketenagalistrikan melalui pemanfaatan Clean Coal Technology atau 

CCS/CCUS, penerapan co-firing, pengembangan pembangkit EBT, konversi PLTD 

ke Pembangkit EBT, dan retirement PLTU;  

¶ Badan Usaha Industri melalui pemasangan PLTS Atap, pemanfaatan pembangkit 

EBT, CCS dan penerapan thermal energy efficiency dan electricial energy 

efficiency. 
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C. MINERAL DAN BATUBARA 

BATUBARA 

Sejarah pertambangan batubara di Indonesia dimulai sejak abad ke-17 yang 

dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda. Kebangkitan pertambangan batubara 

Indonesia dimulai tahun 1967 sejak terbitnya UU yang mengatur tata niaga batubara, 

sehingga berdiri perusahaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara (PKP2B).  

Investasi dan produksi batubara terus meningkat seiring dengan meningkatnya 

harga minyak dunia pada tahun 1974. Pada saat era reformasi tahun 1999, 

Pemerintah Daerah diberikan wewenang mengelola sumber daya nasional yang 

tersedia di wilayahnya dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

Pada tahun 2013, produksi batubara naik sampai 474 juta ton, selanjutnya sejak 

2014 mengalami penurunan karena harga batubara yang terus menurun, dan produksi 

mulai meningkat pada tahun 2018 ketika harga batubara tinggi dan mencapai 

puncaknya pada tahun 2019 sebesar 616 juta ton. Pandemi Covid-19 mengakibatkan 

produksi batubara kembali turun, namun setelah recovery, produksi kembali 

meningkat sebesar 614 juta ton pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 

produksi batubara mencapai 687,4 juta ton. 

Demikian halnya dengan ekspor batubara yang terus meningkat seiring 

meningkatnya produksi, namun pada tahun 2017 ekspor menurun karena tren harga 

batubara yang rendah. Pada tahun 2019 ekspor kembali meningkat karena untuk 

membantu menyeimbangkan defisit neraca perdagangan.  

Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan batubara dalam negeri 

khususnya untuk kebutuhan pembangkit dan industri. Pada tahun 2018 tercatat 

pemanfaatan batubara domestik sebesar 115 juta ton dan pada tahun 2019 meningkat 

menjadi 138 juta ton namun pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 

berdampak pada penurunan pemanfaatan domestik pada tahun 2020 menjadi 132 juta 

ton. Pada tahun 2021 pandemi Covid-19 mulai mengalami penurunan dimana hal ini 

memberikan pengaruh positif bagi peningkatan konsumsi batubara untuk kebutuhan 

domestik yang mengalami kenaikan menjadi 133 juta ton dan di tahun 2022 seiring 

dengan dimulainya masa pemulihan dampak pandemic konsumsi batubara untuk 

kebutuhan domestik meningkat signifikan menjadi 206 juta ton, dimana hal ini 

melampaui target tahun 2022 sebesar 166 juta ton (124% dari target). 
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Potensi sumberdaya dan cadangan batubara di Indonesia sebesar 136 miliar ton, 

tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.  

Hilirisasi batubara tetap akan dilakukan untuk menghasilkan jenis energi yang 

dapat dimanfaatkan di dalam negeri dalam rangka mengurangi impor energi dan 

meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Produk-produk dari 

hilirisasi batubara antara yaitu gasifikasi batubara untuk menghasilkan Dimethyl Ether 

(DME), Syngas, coking coal, ekstraksi batubara, briket dan coal upgrading.  

Dari sisi pemanfaatan, DME nantinya akan dimanfaatkan sebagai subtitusi 

penggunaan LPG untuk mengurangi ketergantungan impor LPG, dimana saat ini lebih 

dari 80% pasokan LPG berasal dari impor. Sedangkan Syngas berkontribusi dalam 

pemenuhan kebutuhan gas alam, sementara itu produk seperti coking coal dan hasil 

ekstraksi batubara dimanfaatkan untuk industri dalam negeri.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Batubara sebagai 

kelanjutan operasi PKP2B wajib melaksanakan kegiatan pengembangan dan/atau 

pemanfaatan batubara di dalam negeri dan diberikan perpanjangan selama 10 tahun 

setiap kali perpanjangan bagi yang melaksanakan kewajiban pengembangan dan/atau 

pemanfaatan batubara secara terintegrasi (mulai dari proses penambangan sampai 

dengan pengolahan batubara). Istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru ada sejak 

UU 4/2009 diterbitkan. Pada peraturan pendahulunya yaitu UU 11/1967, istilah yang 

digunakan ialah Kuasa Pertambangan (KP). 

Semangat hilirisasi batubara juga telah tercantum sebelumnya di Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dimana 

pemanfaatan batubara diarahkan sebagai sumber energi melalui kegiatan 

peningkatan nilai tambah batubara untuk gasifikasi dan likuifaksi. 

Gasifikasi batubara dalam hal ini DME merupakan salah satu upaya untuk 

mengurangi impor LPG. Adapun keunggulan dari DME adalah dapat diproduksi dari 

berbagai sumber energi; mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon; nyala 

api yang dihasilkan lebih stabil; tidak menghasilkan polutan particulate matter (PPM) 

dan nitrogen oksida (NOx); tidak mengandung sulfur; dan pembakaran lebih cepat dari 

LPG. 

Disamping itu, dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan batubara bersih dan 

hilirisasi batubara, dilakukan upaya antara lain optimalisasi PLTU eksisting dan 
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tambahan PLTU yang telah tercantum dalam RUPTL dengan penerapan Clean Coal 

Technology dan CCUS. 

MINERAL 

Sejarah pertambangan mineral di Indonesia dimulai sejak abad ke-16 yaitu 

penambangan emas di Sambas dan Mandai Kalimantan Barat dan bijih timah di 

Bangka Belitung yang dilakukan oleh pendatang dari China. Pada tahun 1915 bijih 

nikel ditemukan di sekitar Sorowako oleh Pemerintah Belanda. Pertambangan mineral 

terus berkembang, sehingga pada tahun 1960 diterbitkan UU tentang pertambangan. 

Seiring dengan kemajuan zaman maka pada tahun 2020 diterbitkan UU tentang 

Mineral dan Batubara.  

Indonesia memiliki potensi mineral yang beragam. Potensi nikel merupakan yang 

terbesar yaitu 22,92 miliar ton, selanjutnya adalah  tembaga, emas, timah, perak, 

bauksit dan besi. 

Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah mineral antara lain berupa 

katoda tembaga, logam emas, logam perak, timah batangan, feronikel, nickel pig iron 

dan nickel matte,  yang memberikan kontribusi yang signifikan sebagai komoditas 

ekspor. Ekspor mineral terbesar adalah feronikel tercatat pada tahun 2020 sebesar 

1,2 juta ton, lalu logam perak sebesar 296 ribu ton.  

Beberapa cadangan dan produksi nikel Indonesia menempati posisi 10 besar 

dunia, khususnya nikel yang menempati posisi pertama yaitu sebesar 22% cadangan 

dunia dan 36% dari produksi dunia. 

Mineral memiliki peranan yang penting dalam mendukung transisi global ke 

energi bersih antara lain digunakan sebagai bahan baku pembangkit solar, angin dan 

nuklir, serta untuk transmisi dan distribusi, dan juga energy storage yang dapat 

digunakan pada industri baterai untuk kendaraan listrik. 

Berdasarkan UU Minerba No. 3 tahun 2020, Pemerintah menerapkan pelarangan 

ekspor untuk mineral dan mewajibkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian 

mineral di dalam negeri dalam rangka meningkatkan nilai tambah. 

Sumber daya dan cadangan nikel banyak terdapat di wilayah timur Indonesia, 

khususnya di Pulau Sulawesi, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan 

cadangan nikel terbesar di dunia setara dengan Australia, dan dengan produk terbesar 

di dunia.    

Saat ini industri nikel global didominasi oleh Stainless Steels sebesar 71%, 

namun pada 20 tahun mendatang industri baterai mulai berkembang mencapai 30% 
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seiring perkembangan mobil listrik dan pembangkit EBT. Indonesia merupakan 

produsen nikel terbesar di dunia, namun belum dapat mengambil peran dalam supply 

chain industri hilir untuk mendukung clean energy. 

Industri nikel di Indonesia diprioritaskan pada pemanfaatan nikel kadar rendah 

sebagai bahan baku baterai. Dari sisi suplai, Indonesia memiliki potensi yang besar 

dan dari sisi pemanfaatan saat ini berada pada momentum yang sangat tepat 

sehingga dapat melengkapi rantai suplai industri nikel yang berbasis sumber daya 

alam. 

Rencana strategis pengelolaan nikel Indonesia antara lain: 

¶ Mendorong kegiatan eksplorasi pada greenfield area maupun eksplorasi lanjutan 

pada brownfield area untuk menemukan potensi mineral strategis, khususnya nikel. 

¶ Melaksanakan hilirisasi nikel di dalam negeri dengan adanya larangan ekspor bijih 

nikel ke luar negeri. 

¶ Membatasi smelter teknologi pirometalurgi nikel (NPI, FeNi, dll) dan mendorong 

pertumbuhan teknologi hidrometalurgi nikel (nikel MHP, nikel sulfat) untuk 

memanfaatkan bijih nikel kadar rendah dalam rangka mendukung perkembangan 

industri ñenergi hijauò di dalam negeri. 

¶ Memberikan keringanan royalti kepada pemilik IUP nikel yang memasarkan bijih 

nikel kadar rendah sebagai bahan baku industri kendaraan bermotor listrik berbasis 

baterai.   

Industri hilir nikel di Indonesia masih perlu ditingkatkan, masih banyak kebutuhan 

produk nikel yang belum ada industrinya, padahal produk tersebut dibutuhkan antara 

lain untuk bidang konstruksi, perkapalan, automotive, defense, railway maupun rumah 

tangga.  

Indonesia memiliki banyak sumber daya mineral yang dapat digunakan untuk 

industri baterai, namun proses pengolahan dan pemurniannya masih perlu banyak 

dikembangkan untuk dapat memproduksi baterai yang dapat digunakan untuk 

pengguna peralatan elektronik, kendaraan listrik, storage listrik. 

Untuk mendorong pemanfaatan baterai dalam negeri, pengurangan konsumsi 

BBM dan penurunan emisi gas rumah kaca, Kementerian ESDM sejak tahun lalu, telah 

mengembangkan program konversi motor BBM ke motor listrik. Pada tahun 2030 

Kementerian ESDM menargetkan melakukan konversi sebanyak 6 juta motor, 

diharapkan program ini dapat memberikan multiplier effect pada ekonomi. 
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Kementerian ESDM telah menyusun Roadmap transisi energi untuk mencapai 

Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat melalui strategi antara lain 

dari sisi suplai adalah pengembangan EBT secara masif termasuk hidrogen dan nuklir; 

retirement PLTU; penggunaan teknologi bersih seperti CCS/CCUS; sedangkan dari 

sisi demand strategy yang digunakan adalah pemanfaatan kendaraan listrik, kompor 

induksi, pengembangan jaringan gas rumah tangga, pemanfaatan biofuel, penerapan 

manajemen energi dan penerapan standar kinerja energi minimum.  

Peran mineral sangat mendukung transisi energi di Indonesia, namun industri 

hilirisasi belum semuanya dapat dilakukan di Indonesia. Harapannya, semua industri 

hilir dapat mulai dibangun dan dikembangkan, dan untuk industri yang sudah ada 

dapat dilakukan lebih ke hilir lagi untuk mengoptimalkan manfaat dari eksploitasi 

mineral. 

1.4  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi  

Sehubungan dengan kebijakan penggabungan Badan Penelitian dan 

Pengembangan pada setiap Kementerian  dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional 

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, maka 

organisasi Kementerian  ESDM yang sebelumnya ditetapkan Berdasarkan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kementerian 

Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral, diubah menjadi Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Kementerian  ESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di 

bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

Kementerian  ESDM menyelenggarakan fungsi:  

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, 

ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi 

energi, dan geologi; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral 

dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;  

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral; 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral;  
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5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang 

minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi 

terbarukan, konservasi energi, dan geologi;  

6. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber 

daya mineral; 

7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian  Energi dan Sumber 

Daya Mineral; dan 

8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian ESDM, Menteri ESDM 

didukung organisasi yang terdiri dari : 

1. Sekretariat Jenderal, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian  Energi dan Sumber Daya 

Mineral. 

2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi. 

3. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan; 

4. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan di bidang mineral dan batubara. 

5. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, yang  

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bidang energi baru, energi 

terbarukan, dan konservasi energi. 

6. Inspektorat Jenderal, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan 

intern di lingkungan Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral. 

7. Badan Geologi, yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan 

pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana 

geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi. 
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8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya 

Mineral, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya 

manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, 

serta energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi. 

9. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis, yang mempunyai tugas memberikan 

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan 

bidang perencanaan strategis. 

10. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, yang mempunyai tugas memberikan 

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan 

bidang hubungan kelembagaan. 

11. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, yang mempunyai tugas 

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait 

dengan bidang ekonomi sumber daya alam  

12. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, yang mempunyai tugas 

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait 

dengan bidang lingkungan hidup, pengendalian emisi, dan tata ruang. 

Disamping itu, pada Kementerian  ESDM terdapat beberapa Unit Pelaksanaan Teknis 

(UPT) dan Lembaga Non Struktural, sebagai berikut: 

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

a. Di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 

Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi 

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Balai Besar Pengujian 

Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional 

dan/atau tugas teknis penunjang di bidang minyak dan gas bumi. 

b. Di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara 

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara, Balai Besar Pengujian 

Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional 

dan/atau tugas teknis penunjang di bidang mineral dan batubara. 

c. Di Lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi 

Energi 
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Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, 

dan Konservasi Energi 

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, 

Terbarukan, dan Konservasi Energi, Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, 

Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas 

melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di 

bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. 

d. Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan 

Sumber Daya Mineral. 

1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah 

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah  , Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah mempunyai tugas teknis 

operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang pendidikan dan 

pelatihan tambang bawah tanah. 

2) Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas) 

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas , Politeknik Energi dan 

Mineral Akamigas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, 

pendidikan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

energi dan sumber daya mineral. 

3) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung 

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Politeknik Energi 

dan Pertambangan Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan 

pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

energi dan sumber daya mineral. 

e. Di Lingkungan Badan Geologi 

1) Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi 

(BPPTKG) 

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi, BPPTKG 

mempunyai tugas melaksanakan mitigasi bencana Gunung Merapi, 
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pengembangan metode, teknologi, dan instrumentasi, dan pengelolaan 

laboratorium kebencanaan geologi. 

2) Museum Geologi 

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi, Museum 

Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyelidikan, 

pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi 

geologi. 

3) Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah 

Sulawesi dan Maluku. 

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi, Balai 

Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan 

Maluku mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan 

gunung api, dan mitigasi bencana gerakan tanah. 

4) Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa 

Tenggara 

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi, Balai 

Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa 

Tenggara mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan 

gunung api, dan mitigasi bencana gerakan tanah. 

5) Balai Konservasi Air Tanah 

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi, Balai 

Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kondisi 

air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada 

Cekungan Air Tanah, serta pengembangan teknologi konservasi air tanah. 

6) Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan 

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan, Balai Besar 

Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan mempunyai tugas melaksanakan 

tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang geologi 

kelautan. 
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2. Lembaga Non Struktural 

a. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 

Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) 

Tugas Sekretariat BPH Migas berdasarkan Permen ESDM Nomor 21 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan 

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yaitu melaksanakan pemberian 

dukungan administrasi kepada Badan Pengatur, serta koordinasi pelaksanaan 

tugas, dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur dan 

Direktorat.   

b. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 

Pembentukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diamanatkan dalam 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, secara khusus disebutkan 

pada Pasal 16 ñDalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu 

oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.ò 

Lebih lanjut terkait dengan kedudukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi 

Nasional, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 pasal 7 ayat 2 

disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berada di 

lingkungan instansi Pemerintah yang membidangi energi. Kemudian pada ayat 3 

disebutkan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional 

bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional, dan secara administratif 

bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi energi. 

Tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berdasarkan Peraturan 

Menteri ESDM nomor 37 tahun 2021 adalah memberikan dukungan teknis dan 

administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok 

Kerja.  

3. Organisasi yang berada di bawah pembinaan Kementerian ESDM 

a. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

(SKK Migas) 

Tugas SKK Migas berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi yaitu melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu 

minyak dan gas bumi berdasarkan agar pengambilan sumber daya alam minyak 
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dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang 

maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

b. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) 

Tugas BPMA berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yaitu melakukan 

pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap KKS kegiatan usaha hulu agar 

pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di 

darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan 

penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

 

Gambar 1.Struktur Organisasi Kementerian  ESDM Tahun 2022  

Dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, Kementerian  ESDM pada tahun 2021 

didukung Sumber Daya Aparatur sebanyak 5.369 pegawai dengan jumlah pegawai 

wanita sebanyak 1.546 pegawai dan pria sebanyak 3.823 pegawai. Kekuatan SDM 

Kementerian  ESDM berdasarkan jumlah pegawai per unit Eselon I, sebagaimana 

digambarkan dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 1. ASN Kementerian  ESDM Tahun 2022 

 

Berdasarkan komposisi tingkat pendidikan ASN Kementerian ESDM didominasi 

oleh ASN dengan tingkat Pendidikan S1/DIV. Secara rinci komposisi ASN 

Kementerian ESDM sesuai tingkat pendidikan adalah sesuai tabel berikut: 

Tabel 2. ASN Kementerian ESDM  tahun 2022 berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan S3 S2 S1/DIV DIII DIII ke bawah 

Jumlah 102 1.437 2.725 273 831 

 

Berdasarkan golongan, pada tahun 2022 lebih dari 60% ASN Kementerian 

ESDM berada pada golongan III, sedangkan lebih dari 50% dari seluruh ASN 

Kementerian ESDM memiliki jabatan Fungsional. 

Tabel 3. ASN Kementerian ESDM tahun 2022 berdasarkan golongan 

Golongan IV III II I 

Jumlah 814 3.955 575 21 

 

 

UNIT ESELON I 
PEGAWAI 

LAKI PEREMPUAN TOTAL 

Sekretariat Jenderal 391 226 617 

Direktorat Jenderal Migas 473 217 690 

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 207 70 277 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 915 310 1225 

Direktorat Jenderal Energi Baru 
Terbarukan dan Konservasi Energi 

266 120 386 

Inspektorat Jenderal 112 83 195 

Badan Geologi 811 228 1039 

Badan Pengembangan SDM ESDM 473 191 664 

Sekretariat Jenderal Dewan Energi 
Nasional 

55 40 95 

BPH Migas 120 61 181 

Total 3823 1546 5369 
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Tabel 4. ASN Kementerian ESDM berdasarkan jabatan 

 

1.5 Sistematika Penyajian Laporan 

Penyajian Laporan Kinerja Kementerian  ESDM mengacu pada Peraturan 

Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Kementerian  ESDM berisikan 5 (lima) bab utama yang terdiri dari: (1) 

Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; (4) Tindak Lanjut 

Evaluasi Kementerian  PAN-RB dan success story Kementerian ESDM, dan (5) 

Penutup. 

Bab I Pendahuluan   

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai Nawacita kedua terkait sektor 

ESDM, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian  ESDM, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi dan tantangan yang sedang dihadapi 

serta Kekuatan Pegawai Kementerian  ESDM. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Bab ini merupakan penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai selama tahun 

2022 dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian  ESDM 2020-2024, 

Rencana Kerja (Renja) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta 

Perjanjian Kinerja (PK) Menteri  ESDM Tahun 2022 yang dilengkapi dengan 

penjelasan atas seluruh indikator kinerja. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Bab III merupakan inti dari Laporan Kinerja Kementerian  ESDM, dimana di dalamnya 

terdapat penjelasan mengenai capaian-capaian kinerja organisasi Kementerian  

ESDM sesuai dengan Sasaran Strategis yang terdapat pada Renstra Kementerian  

ESDM 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Kementerian  ESDM, Perjanjian Kinerja 

Kementerian  ESDM tahun 2022, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta 

analisis efektivitas dan analisis efisiensi. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan 

mengenai analisis keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian target pelaksanaan 

Jabatan Struktural Fungsional Pelaksana 

Jumlah 140 3.051 2177 
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program dan kegiatan Kementerian  ESDM berikut dengan berbagai tantangan dan 

hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya yang diharapkan dapat 

dijadikan feedback untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. 

Bab IV Success Story & Tindak Lanjut Evaluasi Kementerian  PAN RB 

Pada bab ini dijelaskan mengenai success story pelaksanaan program dan kegiatan 

Kementerian ESDM yang tidak tercantum dalam Sasaran Strategis maupun Indikator 

Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Menteri ESDM tahun 2022 berikut dengan 

berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya. 

Disamping itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai hasil evaluasi Kementerian  PAN 

RB terhadap pelaksanaan AKIP Kementerian  ESDM beserta rekomendasinya yang 

tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP terakhir yang disampaikan oleh 

Kemen PAN RB kepada Kementerian ESDM serta tindak lanjut yang sedang dan telah 

dilakukan oleh Kementerian  ESDM terhadap rekomendasi atas hasil evaluasi 

tersebut. 

Bab V Penutup   

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya 

perbaikan kinerja.  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Rencana Strategis 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, 

terdapat 4 tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 5 tahunan. Masing-masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau 

skala prioritas yang berbeda-beda. Tema RPJMN tahun 2020-2024 atau RPJMN ke-

4, adalah ñMewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui 

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang 

kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saingò. Dalam rangka mewujudkan 

tema tersebut, telah ditetapkan RPJMN tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024 pada tanggal 20 Januari 2020 yang menjadi landasan bagi 

setiap K/L untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). 

 

Gambar 2. Tema RPJMN Dalam RPJPN 2005-2025 
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Kementerian  ESDM telah menetapkan Renstra KEMENTERIAN  ESDM Tahun 

2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Strategis Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, yang 

mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024. Renstra Kementerian  ESDM mencakup 

Kondisi Umum, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, 

Regulasi dan Kerangka Kelembagaan serta Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. 

Dalam mewujudkan arah dan kebijakan strategis nasional sebagaimana 

tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, 

Kementerian  ESDM mendukung khususnya 5 (lima) Agenda Pembangunan yang 

terkait dengan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral, yaitu : 

1. Agenda Pembangunan 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 

yang Berkualitas dan Berkeadilan;  

2. Agenda Pembangunan 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi 

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;  

3. Agenda Pembangunan 3 : Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;   

4. Agenda Pembangunan 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung 

Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;  

5. Agenda Pembangunan 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 

Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.  

Dalam  melaksanakan 5 (lima) Agenda Pembangunan tersebut, Kementerian  

ESDM mempunyai visi untuk ñMenjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional 

Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal demi Terwujudnya Kemandirian dan 

Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merataò  yang  akan 

dilaksanakan secara sistematis melalui misi KEMENTERIAN  ESDM sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian  ESDM 

(Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti); 

2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral 

yang berkelanjutan; 

3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi 

energi; 

4. Menjamin ketersediaan energi nasional; 

5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh 

masyarakat; dan 
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6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, 

gempa bumi, tsunami dan likuifaksi). 

Visi dan Misi Kementerian  ESDM ditetapkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan 

Kementerian  ESDM yaitu: 

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi; 

2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka 

meningkatkan nilai tambah; 

3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor 

ESDM; dan 

4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan 

geologi yang cepat dan akurat. 

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana 

disebutkan di atas, Kementerian  ESDM menetapkan 12 sasaran strategis sebagai 

berikut: 

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional; 

2. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral; 

3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi; 

4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM; 

5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan; 

6. Layanan sektor ESDM yang optimal; 

7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas; 

8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif; 

9. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; 

10. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul; 

11. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan 

12. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal. 

Arah kebijakan pembangunan ESDM berpedoman pada paradigma bahwa 

sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai 

modal pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. 

Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan 

memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri; dan 

2. Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi  

(availability), akses masyarakat terhadap energi (accessibility) pada harga yang 
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terjangkau (affordability) dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

perlindungan terhadap lingkungan hidup (acceptability). 

Untuk periode 2020-2024 kebijakan sektor ESDM difokuskan pada 

pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri. Adapun arah 

kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan 

pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada 

ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang 

ramah lingkungan. 

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi 

Strategi Kementerian  ESDM dalam rangka mendukung arah kebijakan sektor 

ESDM yang mencakup dalam 5 (lima) agenda pembangunan adalah sebagai berikut: 

A. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk 

Pertumbuhan yang Berkualitas  

Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi 

beserta inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan ekonomi 

Indonesia. Arah kebijakan yang terkait dengan sektor ESDM adalah pengelolaan 

sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sedangkan strategi 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi 

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT yang 

akan dilaksanakan dengan strategi: 

ѐ Penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 9,1 GW dalam periode 

2020-2024, sehingga porsi kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT 

terhadap total pembangkit meningkat dari tahun 2020 sebesar 15% menjadi 

20% pada tahun 2024; 

ѐ Akselerasi pengembangan BBN melalui pemanfaatan biofuel untuk domestik 

sebesar 17,4 juta kL;  

ѐ Meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi dengan target 

intensitas energi primer mencapai 133,8 SBM/Rp Miliar (konstan 2010) dan 

penurunan intensitas energi final rata-rata sebesar 0,9 SBM/Rp Miliar per 

tahun; dan 
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ѐ Mengembangkan industri pendukung EBT melalui pemanfaatan tingkat 

komponen dalam negeri sektor pembangkit EBT, dengan rincian target untuk 

PLTS 40%, PLTB 40%, PLTA 70%, bioenergi 40% dan panas bumi 35%. 

b. Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubara untuk industri dan 

ketenagalistrikan akan difokuskan pada: 

ѐ Sumber daya gas bumi dilaksanakan dengan memperhitungkan seluruh 

potensi pasokan gas bumi dan memperhatikan metodologi pada demand. 

Produksi gas bumi tahun 2024 ditargetkan sebesar 1.314 ribu BOEPD dan 68% 

digunakan untuk alokasi dalam negeri. 

ѐ Pemanfaatan batubara harus lebih mengutamakan kebutuhan energi dalam 

negeri dengan mengurangi ekspor batubara secara bertahap, dan tetap 

memperhatikan optimalisasi penerimaan negara. Untuk menjamin keamanan 

pasokan batubara dalam negeri, Pemerintah telah menetapkan kewajiban 

perusahaan pertambangan batubara untuk mengalokasikan sebagian 

produksinya untuk kebutuhan batubara bagi pengguna dalam negeri/DMO 

dengan target sebesar 187 juta ton pada tahun 2024. 

2. Peningkatan nilai tambah ekonomi 

Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui: 

a. Peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan smelter;  

Program peningkatan nilai tambah mineral dan pencapaian pembangunan 

infrastruktur pengolahan dan/atau pemurnian hingga tahun 2021, sebanyak 21 

smelter sudah dibangun dalam rangka mendorong multiplier effect ekonomi dan 

kesejahteraan rakyat. Selanjutnya untuk terus meningkatkan industrialisasi 

berbasis hilirisasi mineral dalam total smelter yang akan dibangun sampai 

dengan tahun 2024  sebesar 48 smelter komoditas tembaga, nikel, bauksit, besi, 

mangan, timbal dan seng. 

b. Penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara untuk 

peningkatan nilai tambah, melalui : 

- Pengembangan dan penelitian pembuatan super magnet dari bahan baku 

bauksit residu; 

- Pengembangan skandium untuk material ringan dan energi; 

- Pengembangan galium oksida untuk solar cell dan lithium karbonat untuk sel 

baterai; 
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- Kajian implementasi kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan 

pengelolaan pertambangan rakyat; 

- Pengembangan teknologi pirolisis batubara untuk produksi syncrude oil, coke 

oven gas (COG) dan batubara kualitas tinggi; 

- Pengembangan katalis sintetik untuk proses sintesis DME dari syngas 

batubara; 

- Pembuatan prekursor karbon dari residu destilasi ter batubara sebagai 

material penyimpan energi dan elektroda smelter; 

- Pengembangan teknologi eksploitasi UCG; dan 

- Kajian pre-feasibility study hilirisasi batubara. 

c. Fasilitasi percepatan hilirisasi mineral skala kecil melalui karakterisasi sumber 

daya dan cadangan mineral meliputi:  

ѐ Kegiatan fasilitasi percepatan hilirisasi mineral skala kecil melalui karakterisasi 

sumber daya dan cadangan mineral, dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

ada beberapa potensi/sumber daya komoditi seperti emas, pasir besi, mangan, 

timbal, tembaga, pasir kuarsa, dolomit, grafit, tidak bisa diusahakan dalam 

skala industri besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan non 

teknis antara lain model endapan/cebakan, karakteristik bijih, kuantitas 

sumber daya/cadangan, kondisi sosial/lingkungan. 

ѐ Selain itu, penambangan skala kecil, baik yang mempunyai Izin 

Pertambangan Rakyat (IPR) maupun tidak ada izin, hampir di seluruh lokasi 

tidak mempunyai data sumber daya ataupun cadangan, sehingga tidak 

mungkin melakukan good mining practices dan AMDAL yang baik, sedangkan 

data ini adalah salah satu syarat IPR dan IUP. 

ѐ Evaluasi hasil penelitian dan penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Badan 

Geologi, dengan menambah kajian dari beberapa aspek baik teknis maupun 

non teknis terhadap keterdapatan beberapa komoditi mineral, sehingga 

pengusahaan dan pengelolaannya dapat dilakukan oleh penambang skala 

kecil, dengan tetap memperhatikan good mining practices dan terciptanya 

pemberdayaan masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan yang sesuai 

aturan yang berlaku. Kegiatan ini sejalan dengan program Pemerintah terkait 

industrialisasi di luar Pulau Jawa dan hilirisasi sumber daya alam untuk 

tercapainya kemandirian ekonomi dengan menggerakkan Usaha Menengah 
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Kecil dan Mikro (UMKM) dalam bidang industri mineral sebagaimana 

tercantum dalam RPJMN 2020-2024. 

d. Dukungan pengembangan geopark untuk pariwisata.  

ѐ Pengembangan bertumpu pada aspek konservasi, pendidikan, pembangunan 

yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan 

ekonomi lokal; 

ѐ Menyelaraskan antara pengelolaan geoheritage dengan keanekaragaman 

hayati dan budaya; 

ѐ Melakukan identifikasi dan penetapan geoheritage sebagai dasar 

pembentukan geopark di seluruh Indonesia; 

ѐ Bersama-sama dengan Komite Geopark Indonesia dan Jaringan Geopark 

Indonesia dalam mengembangkan potensi geoheritage daerah untuk dikelola 

melalui konsep geopark; dan 

ѐ Membangun 15 Pusat Informasi Geologi pada periode 2020-2024 di dalam 

beberapa kawasan Geopark. 

B. Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi 

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 

Pengembangan wilayah dilakukan dengan 2 (dua) strategi utama yaitu strategi 

pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan 

koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah kepulauan. Secara 

umum arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan pada sektor ESDM 

adalah pemenuhan kebutuhan energi untuk menjamin pemerataan melalui konversi 

BBM ke BBG untuk nelayan dan petani sasaran serta pemberian bantuan konverter 

kit untuk nelayan dan mesin pompa air bagi petani. 

Pemberian bantuan berupa konverter kit merupakan upaya Pemerintah untuk 

mengurangi penggunaan BBM pada kapal nelayan kecil, dengan mengalihkan dari 

konsumsi BBM dalam hal ini premium yang lebih mahal ke LPG yang lebih murah 

dan bersih. Melalui pembagian konverter kit, nelayan kecil dapat melakukan 

penghematan biaya melaut, menaikkan daya beli masyarakat nelayan, 

menumbuhkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas SDM nelayan kecil, 

menghemat biaya operasional sebesar Rp30.000-Rp50.000/hari, mengurangi 

konsumsi BBM, serta penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan aman. 

Penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan ditargetkan sekitar 

100.000 paket pada periode 2020-2024 dengan sebaran lokasi pemberian bantuan 
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konverter kit untuk nelayan antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 

Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan 

Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi 

Utara.  

Sedangkan penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk petani sebanyak 

50.000 paket pada periode 2020-2024 dengan sebaran lokasi pemberian bantuan 

konverter kit untuk petani antara lain Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. 

Perubahan target penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani 

disebabkan keterbatasan APBN sebagai salah-satu dampak pandemi COVID-19.  

Pemberian bantuan untuk petani dan nelayan dilaksanakan melalui strategi: 

1. Menyaring data nelayan yang mempunyai kapal dengan bobot kurang atau sama 

dengan 5 (lima) Gross Tonnes dan menggunakan mesin penggerak dengan daya 

paling besar 13 Horse Power (HP) berbahan bakar Bensin; 

2. Menyaring data petani yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektar, kecuali 

untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 (dua) hektar, dan 

melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki 

mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 HP;  

3. Penugasan BUMN untuk penyediaan dan pendistribusian paket konverter kit. 

C. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan berdaya Saing 

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang 

berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, 

terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan 

pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan 

tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, 

peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, 

serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. 

Arah kebijakan dan strategi peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing 

antara lain: 

1. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi 

dan tepat sasaran mencakup integrasi penyaluran bantuan sosial pangan dan 

subsidi energi tepat sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
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bantuan melalui Program Sembako yang akan mengintegrasikan pemberian 

bantuan pangan dan energi (listrik dan LPG) ke dalam satu kartu. Kebijakan 

tersebut akan dilaksanakan melalui: 

a. Alokasi subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan dengan target 

78.190 GWh pada tahun 2024; dan 

b. Alokasi LPG 3 kg untuk masyarakat, usaha makro, nelayan dan petani sasaran 

dengan target 8.614-8.870 juta metrik ton pada tahun 2024; 

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pendidikan dan pelatihan vokasi 

berbasis kerja sama industri, penguatan pendidikan tinggi berkualitas, peningkatan 

kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi. Pengembangan SDM dalam 5 (lima) tahun 

ke depan melalui: 

a. Penguatan pelatihan sektor industri dengan target 89.814 orang. 

b. Penguatan pelatihan ASN dengan target 31.493 orang, 

c. Penguatan pelatihan vokasi bagi masyarakat dengan target 5.461 orang 

d. Penguatan sertifikasi kompetensi tenaga teknik dengan target 170.230 orang 

e. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas dengan target 8.784 mahasiswa 

Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) 

D. Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung 

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

Lima arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses, pasokan 

energi dan tenaga listrik merata, andal, efisien dan berkelanjutan adalah:  

1. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, 

ditempuh melalui: 

a. Peningkatan EBT seperti panas bumi, air, surya, biomassa, dan energi laut 

serta EBT lainnya; 

b. Pengembangan mini/mikro grid berbasis energi bersih; 

c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (energy 

storage system) termasuk baterai; dan 

d. Pemanfaatan energi surya atap (solar rooftop) dan PLTS terapung (floating 

solar power plant) beserta pengembangan industri sel surya dalam negeri. 

2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui:  

a. Pengembangan Energy Service Company (ESCO); 

b. Memperluas, merehabilitasi, dan peningkatan kapasitas sistem transmisi dan 

distribusi; 
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c. Pengembangan sistem manajemen informasi dan kontrol data;  

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi jaringan cerdas (smart grid); dan  

e. Pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi (High Efficiency 

and Low Emission/HELE).  

3. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, ditempuh 

melalui:  

a. Pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas;  

b. Penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu;  

c. Dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) untuk listrik;  

d. Peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri;  

e. Peningkatan infrastruktur gas bumi khususnya seperti jaringan pipa transmisi 

gas dan distribusi non pipa khususnya LNG receiving terminal;  

f. Pengembangan cadangan penyangga/operasional BBM dan LPG;  

g. Pembangunan jargas perkotaan, LPG, dan kompor bersih berbasis listrik; 

h. Peningkatan kemampuan rekayasa nasional untuk energi dan 

ketenagalistrikan yang didukung industri dalam negeri;  

i. Perluasan penyaluran BBM satu harga; dan 

j. Pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan bermotor listrik. 

4. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, melalui: 

a. Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan; 

b. Penguatan independensi operator sistem transmisi; dan 

c. Mendorong kebijakan harga/tarif energi dan penerapannya sehingga 

mencapai harga keekonomian secara bertahap. 

 

5. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, melalui: 

a. Pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi 

belanja;  

b. Penerapan penyesuaian tarif listrik dan harga energi;  

c. Memanfaatkan pembiayaan dengan persyaratan yang ringan dan wajar, 

alternatif instrumen, dan leverage asset; dan 

d. Pengembangan skema pendanaan yang sesuai dan berkesinambungan. 
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E. Agenda Pembangunan 6:  Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, 

meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim terdiri dari:  

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan strategi pemulihan pencemaran 

dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan dengan 

restorasi lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3; 

2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan strategi peringatan dini, baik 

melalui monitoring maupun peta kawasan rawan bencana geologi dan 

peningkatan iklim; 

3. Pembangunan rendah karbon dilakukan dengan strategi:  

a. Pembangunan energi berkelanjutan yang dilaksanakan melalui pengelolaan 

EBT dengan pengembangan pembangkit EBT, meningkatkan pasokan bahan 

baku rendah karbon, serta efisiensi dan konservasi energi; dan 

b. Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan melalui konservasi dan audit 

energi pada industri. 

2.3 Perjanjian Kinerja Kementerian  ESDM Tahun 2022 

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada dokumen 

pelaksanaan anggaran sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Sejak 

berlakunya Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2021 Tentang Kementerian Energi Dan 

Sumber Daya Mineral, fungsi penelitian dan pengembangan yang sebelumnya diampu 

oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian ESDM untuk selanjutnya 

diintegrasikan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal ini berdampak pada hilangnya 

Sasaran Strategis 9 yaitu Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM yang Produktif 

dengan Indikator Kinerja Utama berupa Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang sehingga  

Perjanjian Kinerja Menteri ESDM Tahun 2022 memiliki 12 sasaran strategis dengan 

19 indikator kinerja beserta targetnya. Target kinerja ini mempresentasikan nilai 

kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran 

strategis, program maupun tingkat kegiatan, dan merupakan acuan bagi proses 

pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.  

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;  
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2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;  

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;  

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai 

Sasaran strategis disusun berdasarkan Metode Balanced Scorecard dengan 

empat perspektif yaitu stakeholders perspective, customer perspective, internal 

process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Peta Strategi KEMENTERIAN  ESDM 

1. Stakeholders Perspective:  

a. Sasaran Strategis - 1 : Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi 

Nasional dengan indikator kinerja : 

- Indeks Kemandirian Energi Nasional dengan nilai target 59,95 : penilaian 

terhadap kondisi penyediaan energi nasional berdasarkan jenis dan sumber 

energi yang digunakan untuk menentukan kemampuan bangsa secara mandiri 

dalam menyediakan energi dan tidak tergantung hanya pada beberapa jenis 

energi saja. 

- Indeks Ketahanan Energi Nasional dengan nilai target 72,44 : penilaian 

terhadap ketahanan energi dengan menggunakan aspek 4A (Availability, 

Affordability, Accessibility, dan Acceptability). Aspek Availability adalah 

ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri. 

Aspek Affordability adalah keterjangkauan biaya khususnya keterjangkauan 
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konsumen terhadap harga energi. Aspek Accessibility adalah kemampuan 

untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk 

tantangan geografik dan geopolitik. Aspek Acceptability adalah penggunaan 

energi yang peduli lingkungan (darat, laut dan udara) termasuk penerimaan 

masyarakat. 

b. Sasaran Strategis ï 2 : ñOptimalisasi Ketersediaan Produk Mineralò, dengan 

indikator kinerja: 

- Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri 

dengan nilai target 77,63 : penilaian terhadap ketersediaan mineral untuk 

memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya, 

dengan memperhitungkan (1) Rasio jumlah mineral untuk diproses dalam 

negeri terhadap produksi untuk mengukur seberapa besar mineral yang dapat 

diolah di dalam negeri dalam rangka peningkatan nilai tambah dibandingkan 

dengan total produksi dari jenis mineral tersebut; (2) Utilisasi kapasitas 

smelter/fasilitas pengolahan/pemurnian untuk mengukur perbandingan jumlah 

mineral yang diolah dengan kapasitas maksimum smelter.  (3) Persentase 

TKDN Sub sektor mineral untuk mengukur tingkat kemampuan dalam 

menyerap komponen (tenaga kerja, teknologi, barang dan jasa) yang berasal 

dari dalam negeri; dan (4) Nilai tambah dari raw material (ore) ke produk hasil 

pengolahan/ pemurnian untuk mengukur tingkat kemampuan Pemerintah 

dalam mengolah bahan mentah mineral menjadi bahan setengah jadi 

(intermediate product). 

c. Sasaran Strategis ï 3 : Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi, 

dengan indikator kinerja : 

- Indeks Mitigasi Bencana Geologi dengan nilai target 60,49 : penilaian terhadap 

pemantauan potensi bencana geologi meliputi pemantauan gunung api, sesar 

aktif, gerakan tanah, likuifaksi, penurunan muka tanah, dan kemungkinan 

tsunami akibat dari longsoran dan/atau patahan (megathrust), serta pengaruh 

dari kebencanaan geologi lainnya. 

d. Sasaran Strategis ï 4 : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

dengan indikator kinerja : 

- Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional dengan nilai 

target 60.012 orang : penilaian terhadap penyiapan SDM sektor energi yang 

lebih profesional dan kompeten melalui  Pelatihan Sektor Industri; Pelatihan 



 

47 
 

Aparatur Sipil Negara; Pelatihan Vokasi Bagi Masyarakat; Sertifikasi 

Kompetensi Tenaga Teknik Sektor ESDM; dan  Pendidikan Mahasiswa 

Politeknik. 

2. Customer Perspective: 

a. Sasaran Strategis ï 5 : Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung 

Jawab dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja : 

- Persentase realisasi PNBP dengan nilai target 92% : pengukuran tingkat 

keberhasilan capaian dari target PNBP dalam tahun yang sama. Sumber 

PNBP sektor ESDM berasal dari minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, 

panas bumi serta layanan umum lainnya.  

- Persentase realisasi investasi dengan nilai target 87% : pengukuran tingkat 

keberhasilan capaian dari target realisasi investasi sektor ESDM yang 

ditetapkan satu tahun sebelumnya. Investasi sektor ESDM berasal dari minyak 

dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan EBTKE. 

b. Sasaran Strategis ï 6 : Layanan Sektor ESDM yang Optimal, dengan Indikator 

Kinerja: 

- Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM dengan nilai target 3,3 : pengukuran 

kualitas pelayanan yang telah diberikan Kementerian  ESDM kepada 

masyarakat dan stakeholders terkait, baik internal maupun eksternal, sesuai 

Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik yang ditetapkan 

berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari 

pelayanan yang diberikan. 

 

3. Internal Process Perspective : 

a. Sasaran Strategis ï 7 : Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang 

Berkualitas, dengan indikator kinerja : 

- Indeks Kualitas Kebijakan dengan nilai target 70: penilaian kualitas perumusan 

kebijakan dan regulasi Sektor ESDM dengan memperhitungkan komponen : 

(1) Perencanaan Kebijakan, untuk mengetahui proses identifikasi terhadap isu 

dan urgensi dari penyusunan sebuah kebijakan (2) Pelaksanaan Kebijakan,   

untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. 
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- Indeks Implementasi Kebijakan dengan nilai target 75,6 : pengukuran respons 

masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian  

ESDM yang menyentuh langsung kalangan masyarakat yang terpengaruh, 

meliputi kesadaran masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan; 

manfaat langsung yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut; 

jangkauan manfaat dimana kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh 

masyarakat baik langsung maupun tidak langsung; dan dampak terhadap 

kebijakan, apakah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara langsung 

atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan. 

b. Sasaran Strategis ï 8 : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor 

ESDM yang efektif, dengan indikator kinerja : 

- Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan dengan nilai target 77,5 : 

penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan pada proses dari 

seluruh bidang usaha sektor ESDM. Metode penilaian Indeks Efektivitas 

Pembinaan dan Pengawasan melalui survei terhadap Badan Usaha yang 

bergerak di sektor ESDM (minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, 

ketenagalistrikan, dan EBTKE) dengan mengambil sampel pada setiap jenis 

usaha pada masing-masing Sub sektor. 

- Tingkat Maturitas SPIP dengan nilai target 3,7:  penilaian atas tingkat 

maturitas penyelenggaraan SPIP melalui proses yang integral pada tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan 

Pemerintah pusat dan daerah. 

- Nilai SAKIP ESDM dengan nilai target 81,0 : penilaian terhadap pelaksanaan 

manajemen kinerja berupa rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, 

dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan 

berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Kementerian / Lembaga sesuai 

dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, serta 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 
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4. Learning and Growth Perspective  

a. Sasaran Strategis ï 9 : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan 

Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja : 

- Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai target 85,5 : Penilaian terhadap 

Indeks Reformasi Birokrasi KEMENTERIAN  ESDM  dilakukan oleh 

Kementerian  PAN RB dengan berbasis pada Nilai Akuntabilitas Kerja, Survei 

Internal Integritas Organisasi, Survei Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, 

dan Survei Eksternal Pelayanan Publik. 

b. Sasaran Strategis ï 10 : Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia yang 

Unggul, dengan indikator kinerja : 

- Nilai Evaluasi Kelembagaan dengan nilai target 74 : penilaian evaluasi 

kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi 

kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi 

Kementerian  ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan 

menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan 

lingkungan strategisnya. 

- Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dengan nilai target 75 : penilaian IP ASN 

berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IP ASN adalah ukuran statistik 

yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi 

pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam 

melaksanakan tugas jabatannya. 

c. Sasaran Strategis ï 11 : Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi, 

dengan indikator kinerja : 

- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai target 

4,1 : pengukuran peningkatan layanan sektor ESDM terkait dengan 

penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Penilaian Indeks SPBE 

dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 59 Tahun 2020 

Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

d. Sasaran Strategis ï 12 : Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, dengan 

indikator kinerja : 

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan nilai target 90,5 : 

indikator yang ditetapkan Kementerian  Keuangan selaku Bendahara Umum 
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Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi 

kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi 

pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. 

- Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian  ESDM dengan target 

WTP : Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas 

laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan 

Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan 

opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 

laporan keuangan. 

Perjanjian Kinerja disusun dengan memasukkan sasaran strategis dan indikator 

kinerja yang termuat dalam Renstra Kementerian  ESDM Tahun 2020-2024 serta telah 

disesuaikan dengan Renja Kementerian ESDM tahun 2022 dan DIPA Induk 

Kementerian ESDM tahun 2022. Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, 

indikator kinerja, dan target Kementerian  ESDM di tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Ringkasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target Kementerian  

ESDM tahun 2022 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

1 

Meningkatnya 
Kemandirian dan 
Ketahanan Energi 
Nasional 

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional 59,95  

2. Indeks Ketahanan Energi Nasional 72,44 

2 
Optimalisasi Ketersediaan 
Produk Mineral 

Indeks Pasokan Mineral untuk 
Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri 

77,63 

3 
Meningkatnya Pelayanan 
Mitigasi Bencana Geologi 

Indeks Mitigasi Bencana Geologi 60,49 

4 
Meningkatnya Kompetensi 
SDM 

Jumlah Pengembangan SDM yang 
Kompeten dan Profesional 

60.012 
Orang 

5 

Optimalisasi Kontribusi 
Sektor ESDM yang 
Bertanggung Jawab dan 
Berkelanjutan 

1. Persentase Realisasi Penerimaan 
PNBP 

92% 

2. Persentase Realisasi Investasi 87% 

6 
Layanan Sektor ESDM 
yang Optimal 

Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM 
3,3 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

7 
Perumusan Kebijakan dan 
Regulasi Sektor ESDM 
Yang Berkualitas 

Indeks Kualitas Kebijakan  70 

Indeks Implementasi Kebijakan 75,6 

8 
Pembinaan, Pengawasan, 
dan Pengendalian Sektor 
ESDM yang Efektif 

1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan 
Pengawasan  

77,5 

2. Tingkat Maturitas SPIP 3,7 

3. Nilai SAKIP ESDM 81,0 

9 

Terwujudnya Birokrasi 
yang Efektif, Efisien, dan 
Berorientasi Layanan 
Prima 

Indeks Reformasi Birokrasi 85,5 

10 
Organisasi yang Fit dan 
SDM Unggul 

1. Nilai Evaluasi kelembagaan 74 

2. Indeks Profesionalitas ASN 75 

11 
Optimalisasi Teknologi 
Informasi yang 
Terintegrasi 

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik) 

4,1 

12 
Pengelolaan Sistem 
Anggaran yang Optimal 

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA)  

90,5 

2. Opini BPK RI atas laporan keuangan 
Kementerian  ESDM 

WTP 

 

2.4. Alokasi Anggaran 

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Perjanjian kinerja 

disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan 

anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Disamping 

itu Perjanjian Kinerja (PK) dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi 

perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran. 
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Pada tanggal 25 November 2021 telah dilaksanakan penyerahan DIPA oleh 

Presiden RI kepada Menteri ESDM, dan pada tanggal 27 November 2021 telah 

dilaksanakan penyerahan DIPA oleh Menteri ESDM kepada para Pimpinan Eselon I 

dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian ESDM. Perjanjian Kinerja Menteri 

ESDM, para Pimpinan unit Eselon I dan Satuan Kerja (Satker) di lingkungan 

Kementerian ESDM tahun 2022 telah ditandatangani pada tanggal 27 Desember 

2021 di uang Sarulla, Gedung Chairul Saleh, Kementerian ESDM. 

Tabel 6. Anggaran Kementerian  ESDM Tahun 2022 

Eselon I Kementerian  ESDM 
Alokasi Anggaran 

Dokumen PK TA 2022 

02001 | Setjen KEMENTERIAN  ESDM 288.234.741.000  

02002 | Itjen KEMENTERIAN  ESDM 66.341.497.000  

02004 | Ditjen Migas  2.359.290.213.000  

02005 | Ditjen Ketenagalistrikan 242.397.821.000  

02006 | Ditjen Minerba 478.557.754.000  

02007 | Setjen DEN 49.231.837.000  

02012 | BPSDM Kementerian  ESDM 545.705.608.000  

02013 | Badan Geologi 406.035.853.000  

02014 | BPH Migas 249.700.000.000  

02015 | Ditjen EBTKE 671.731.998.000  

02016 | BPMA 72.272.037.000  

TOTAL 5.886.225.715.000 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Kementerian  ESDM melakukan pemantauan pencapaian kinerja organisasi secara 

periodik, diukur secara triwulan/tahunan dan diperhitungkan sesuai karakteristik Indikator 

Kinerja Utama (IKU) dimaksud. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut 

dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kerja 

tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan target perencanaan strategis 

organisasi, serta melakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta strategi solusi penyelesaiannya untuk peningkatan kualitas pengelolaan kinerja 

utama di lingkungan Kementerian  ESDM. 

Capaian IKU Kementerian  ESDM Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 7. Capaian IKU Kementerian  ESDM tahun 2022 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 

Renstra 2022 
Capaian 

2020 
Capaian 

2021 
Target 
2022 

Capaian 
2022 

% 
Capaian 

Meningkatnya 
Kemandirian dan 
Ketahanan Energi 

Indeks Kemandirian 
Energi Nasional 

59,95 61,96 61,59 59,95 61,04 101,81% 

Indeks Ketahanan Energi 
Nasional 

72,44 69,1 79,83 72,44 78,58 108,47% 

Optimalisasi 
Ketersediaan 
Produk Mineral 

Indeks Pasokan Mineral 
untuk Peningkatan Nilai 
Tambah Dalam Negeri 

77,63 80,8 74,84 77,63 77,07 99,27% 

Meningkatnya 
Pelayanan Mitigasi 
Bencana Geologi 

Indeks Mitigasi Bencana 
Geologi 

57,66 56,21 60,49 60,49 62,20 102,82% 

Meningkatnya 
Kompetensi SDM 

Jumlah Pengembangan 
SDM yang Kompeten 
dan Profesional 

60.012 orang 
64.162 
orang 

69.011 
orang 

60.012 
orang 

77.704 
orang 

129,48% 

Optimalisasi 
Kontribusi Sektor 
ESDM yang 
Bertanggung Jawab 
dan Berkelanjutan 

Persentase Realisasi 
Penerimaan PNBP  

92% 120,5% 151,6% 92% 138,2% 150,21% 

Persentase Realisasi 
Investasi 

87% 79,21% 86,64% 87% 86,74% 99,7% 

Layanan Sektor 
ESDM yang Optimal 

Indeks Kepuasan 
Layanan Sektor ESDM 

3,3 3,5 3,46 3,3 3,48 105,45% 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 

Renstra 2022 
Capaian 

2020 
Capaian 

2021 
Target 
2022 

Capaian 
2022 

% 
Capaian 

Perumusan 
Kebijakan dan 
Regulasi Sektor 
ESDM yang 
Berkualitas 

Indeks Kualitas 
Kebijakan 

70 62 69,28 70 82,81 118,3% 

Indeks Implementasi 
Kebijakan 

75,6 64,9 64,9 75,6 64,9 85,84% 

Pembinaan, 
Pengawasan, dan 
Pengendalian 
Sektor ESDM yang 
Efektif 

Indeks Efektifitas 
Pembinaan dan 
Pengawasan 

76,5 82,47 83,98 77,5 84,2 108,64% 

Indeks Maturitas SPIP 3,7 3,485 4,302 3,7 3,679 99,43% 

Nilai SAKIP Kementerian 
ESDM 

81 78 77,2 81 78,39 96,97% 

Terwujudnya 
Birokrasi yang 
Efektif, Efisien, dan 
Berorientasi 
Layanan Prima 

Indeks Reformasi 
Birokrasi 

85,5 80 83,08 85,5 86,15 100,76% 

Organisasi yang Fit 
dan SDM Unggul 

Nilai Evaluasi 
Kelembagaan  

74 73,25 74,13 74 74,13 100,17% 

Indeks Profesionalitas 
ASN 

75 79,97 83,83 75 81,71 108,95% 

Optimalisasi 
Teknologi Informasi 
yang Terintegrasi 

Indeks SPBE (Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik) 

4,1 3,9 2,99 4,1 3,51 85,61% 

Pengelolaan Sistem 
Anggaran yang 
Optimal 

Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) 

90,5 94,63 94 90,5 91,25 100,82% 

Opini BPK RI atas 
Laporan Keuangan 
KEMENTERIAN  
ESDM 

WTP WTP WTP WTP WTP 100% 

Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2022 105,41% 
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I. Capaian Kinerja 

Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE 

3.1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional 

Sasaran Strategis I Kementerian  ESDM adalah ñMeningkatnya Kemandirian dan 

Ketahanan Energi Nasionalò. Sasaran Strategis I didukung 2 (dua) indikator yaitu:  

a. Indeks Kemandirian Energi Nasional; dan  

b. Indeks Ketahanan Energi Nasional. 

Tabel 8. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi 

Nasional 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Renstra 
Capaian 

2020 
Capaian 

2021 
Target 
2022 

Capaian 
2022 

% Capaian 

Indeks Kemandirian Energi 
Nasional 

Indeks 59,95 61,96 61,59 59,95 61,04 101,81% 

Indeks Ketahanan Energi 
Nasional 

Indeks 72,44 69,10 79,83 72,44 78,58 108,47% 

 

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional 

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan 

energi secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari 

sumber daya dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan 

kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan 

sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor 

energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi.  

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan energi dengan 

memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber daya dalam negeri, maka 

ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur 

untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Indeks Kemandirian Energi Nasional, yang 

terdiri dari dua indikator yaitu (1) Kemandirian Sumber Suplai Energi; dan (2) 

Kemandirian Industri Energi.  

Salah satu hal terpenting dalam metode perhitungan Indeks Kemandirian 

Energi Nasional adalah penentuan bobot setiap indikator yang digunakan, hal ini 
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sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari Indeks Kemandirian Energi. Untuk itu 

dalam menentukan bobot masing-masing indikator, dilakukan survei terhadap para 

pakar/pelaku di bidang energi, badan usaha, stakeholders dan pimpinan 

Kementerian  ESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep 

kemandirian energi. Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode 

Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk dapat menyaring pendapat dari responden 

dalam hal konsistensi dan lainnya. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter 

dalam indikator tersebut dianggap sama/setara. 

Sumber data untuk mengukur nilai Indeks Kemandirian Energi Nasional 

berasal dari Pusdatin ESDM, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat 

Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan 

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Indeks 

Kemandirian Energi Nasional disusun dalam hierarki sub-indeks/dimensi, indikator 

dan parameter.  Secara umum, tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan Struktur Hierarki (sub-indeks/dimensi, indikator, dan 

parameter) Indeks Kemandirian Energi Nasional. 

Proses penentuan dimensi, indikator, dan parameter dimulai dari studi literatur 

dokumen terkait indeks kemandirian energi baik nasional maupun internasional. 

Hasil studi literatur ini kemudian didiskusikan di tingkat tim teknis Biro 

Perencanaan Kementerian ESDM dan selanjutnya dikonsultasikan dengan unit-

unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM untuk memperoleh kesepakatan. 

b. Pengumpulan Data Realisasi/capaian tiap parameter. 

Sumber data yang digunakan untuk setiap parameter adalah data 

aktual/realisasi, yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: 

 Data yang tersedia pada domain publik, seperti Handbook of Energy and 

Economic Statistics of Indonesia (HEESI). 

 Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal 

Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat 

Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. 

 Data dari institusi/lembaga antara lain dari PLN, Pertamina, BPS, dan Institusi 

Riset. 

c. Penentuan Nilai Maksimum dan Minimum masing-masing parameter. 

Penentuan skor tiap parameter pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) 

pendekatan, yaitu: (i) di indeks-kan dengan tahun dasar, (ii) menggunakan nilai 
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maksimum-minimum.  Namun, pendekatan dengan tahun dasar mengandung 

kelemahan dimana fluktuasi nilai dari tahun ke tahun tidak dapat menjadi patokan 

apakah angka yang diperoleh di tahun tertentu merupakan capaian terbaik atau 

mendekati target. Dengan kata lain, pendekatan ini hanya menunjukkan 

kecenderungan atau tren saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kisaran angka 

yang dapat dipakai untuk menjadi tolok ukur apakah capaian di tahun tertentu 

sudah mencapai, mendekati, di bawah standar atau melampaui target. Sehingga, 

pendekatan dengan nilai maksimum dan minimum dipakai untuk menjawab 

kekurangan metode yang mengacu kepada nilai indeks tahun dasar tertentu. 

Nilai minimum dan maksimum merupakan nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, 

baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi tersebut. Fungsi 

yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai parameter-parameter indeks 

ketahanan dan kemandirian energi. Nilai minimum menggambarkan kondisi 

terburuk (paling tidak ideal) untuk setiap parameter sedangkan nilai maksimum 

menggambarkan kondisi terbaik (ideal) untuk setiap parameter.  Referensi yang 

menjadi acuan dalam penentuan nilai minimum dan maksimum parameter 

ketahanan dan kemandirian energi di antaranya adalah Rencana Umum Energi 

Nasional (RUEN), Renstra Kementerian  ESDM, HEESI, Statistik Migas, Annual 

Report SKK Migas, Statistik Ketenagalistrikan, data PLN dan RUPTL, 

kesepakatan pada saat konsultasi dengan unit-unit di lingkungan Kementerian  

ESDM, dan sumber data lainnya yang relevan. 

d. Penentuan Skor Relatif tiap parameter terhadap nilai maksimum dan 

minimum 

Setiap parameter memiliki nilai capaian setiap tahunnya. Dari nilai capaian ini, 

kemudian ditentukan nilai relatifnya terhadap nilai maksimum dan minimum yang 

telah ditentukan sebelumnya. Nilai relatif tersebut ditentukan berada antara 0 dan 

100. 0 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi 

terburuk, sedangkan 100 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut 

berada pada kondisi terbaik. Perlu dicatat bahwa untuk menentukan skor relatif 

suatu parameter, perlu memperhatikan sifat alamiah (nature) parameter tersebut. 

Sebagai contoh, parameter Reserve to Production ratio (R/P), semakin besar 

skor parameter ini maka semakin bagus. Sedangkan pada parameter Intensitas 

Energi Final, maka semakin kecil skor parameter ini maka semakin bagus.  
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e. Penentuan Bobot Dimensi, Indikator dan Perhitungan Composite  

Setelah skor ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan bobot setiap 

dimensi dan indikator. Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan metode 

Analytic Hierarchy Process (AHP). Untuk menentukan bobot dengan metode ini, 

setiap dimensi dan indikator akan di bandingkan satu dengan yang lain (pairwise 

comparison) yaitu dengan menggunakan kuesioner.  

2. Indeks Ketahanan Energi Nasional  

Ketahanan Energi Nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses 

masyarakat terhadap energi dengan harga yang terjangkau dalam jangka panjang 

dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk 

mengukur hal tersebut, maka ditentukan sub indeks, indikator, dan parameter yang 

merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian Indeks Ketahanan 

Energi. Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan utama 

Kementerian  ESDM yaitu Ketersediaan (Availability), Aksesibilitas (Accessibility), 

Keterjangkauan (Affordability), dan Penerimaan Masyarakat (Acceptability), maka 

ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur 

untuk mencapai sasaran tersebut. 

Sumber data untuk mengukur nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional berasal 

dari Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM (Pusdatin), Direktorat Jenderal 

Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal 

Mineral dan Batubara,  Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan 

Konservasi Energi, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 

dan BPH Migas. 

Indeks Ketahanan Energi Nasional disusun dalam hierarki sub-

indeks/dimensi, indikator dan parameter, dengan tahapan penyusunan yang sama 

dengan Indeks Kemandirian Energi. 

3.1.1 Indeks Kemandirian Energi Nasional 

Indikator pertama pada Sasaran Strategis I, yaitu Indeks Kemandirian Energi 

Nasional. 
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Tabel 9. Indikator Pertama Pada Sasaran Strategis I 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Renstra
2022 

Capaian 
2020 

Capaian 
2021 

Target 
2022 

Capaian 
2022 

Persentase 
Capaian 

Indeks Kemandirian Energi 
Nasional 

Indeks 59,95 61,96 61,59 59,95 61,04 101,81% 

Indikator kinerja Indeks Kemandirian Energi Nasional terdiri dari 2 parameter, 

yaitu: 

- Kemandirian sumber suplai energi (bobot 54,8%) 

- Kemandirian Industri energi (bobot 45,2%) 

Indeks Kemandirian Energi Nasional 

Pada tahun 2022, capaian Indeks Kemandirian Energi Nasional adalah 61,04, 

lebih besar dari target PK dan Renstra yaitu 59,95, dengan persentase capaian 

sebesar 101,81%. Dibandingkan capaian tahun 2021 realisasi Indeks Kemandirian 

Energi Nasional mengalami penurunan sebesar 0,55. Hal ini dapat dijelaskan 

berdasarkan adanya perubahan capaian dari beberapa parameter maupun sub 

parameter penyusun Indeks, yaitu: 

1. Kemandirian Sumber Suplai Energi (bobot 54,8%) 

Parameter Kemandirian Sumber Suplai Energi terdapat 6 (enam) sub 

parameter, masing-masing sub parameter berbobot 17%. Semakin kecil jumlah 

impor sebuah komoditas dibandingkan dengan jumlah kebutuhan komoditas 

tersebut, maka akan semakin bagus realisasinya. Hal ini dapat dijadikan sebagai 

tolok ukur keberhasilan Pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dalam 

negeri secara mandiri, dan menggunakan sumber energi yang dihasilkan sendiri.  

Berikut 6 (enam) sub parameter yang terdapat pada Kemandirian Sumber 

Suplai Energi : 

a. Rasio Impor Minyak Mentah Terhadap Kebutuhan Minyak Mentah 

Sub parameter rasio impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak 

mentah merupakan perbandingan antara jumlah impor komoditas minyak 

mentah terhadap kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Dengan dilakukan 

perbandingan antara kedua indikator tersebut dapat dihitung seberapa besar 
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ketergantungan parameter Kemandirian Sumber Suplai Energi terhadap suplai 

energi yang bersumber dari impor. 

Perang Rusia dan Ukraina yang terjadi pada tahun 2022 ini memberikan 

akibat yang sangat serius terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. 

Dampak perang Rusia-Ukraina ini dapat dilihat dari melonjaknya harga minyak. 

Melonjaknya harga minyak hanya akan menambah tekanan inflasi  disaat 

dampak kuat permintaan akan minyak mulai meningkat di masa pemulihan akibat 

pandemi covid-19. Sebagai negara net importer, dampak perang Rusia-Ukraina 

sangat dirasakan oleh negara Indonesia yaitu harga produk olahan minyak 

mengalami kenaikan, inflasi meningkat, beban subsidi negara meningkat dan 

juga tentunya melonjaknya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.  

Disaat pemulihan pandemic Covid-19 mulai berangsur membaik, mobilitas 

penduduk pun mulai meningkat dan kembali berjalan normal seperti keadaan 

semula. 

 

Gambar 4. Grafik Impor Minyak Mentah tahun 2015-2022 (dalam juta BBL) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Impor Minyak Mentah 136,67 148,36 141,62 113,05 75,30 65,96 89,97 104,72
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Gambar 5. Grafik Kebutuhan Minyak Mentah Untuk Kebutuhan Kilang Minyak 

tahun 2015-2022 (dalam Juta Barrel) 

Pada tahun 2022, impor minyak mentah mencapai 104,72 Juta BBL, naik 

dibandingkan impor tahun 2021 sebesar 89,97 juta BBL. Sejak tahun 2020, impor 

minyak mentah menunjukkan tren kenaikan yang disebabkan semakin 

meningkatnya kebutuhan minyak di Indonesia seiring dengan kembalinya 

aktivitas masyarakat setelah pemulihan Covid-19 

Kebutuhan akan minyak tidak diiringi dengan kemampuan produksi minyak 

dalam negeri yang mengakibatkan adanya ketimpangan antara kebutuhan dan 

produksi minyak sehingga untuk impor minyak mentah pun dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan minyak nasional. Kebutuhan minyak mentah ini adalah 

jumlah total dari jumlah minyak bumi produksi nasional dan minyak bumi yang 

diimpor (Crude Domestic dan Import). 

Realisasi impor minyak mentah tahun 2022 adalah sebesar 104,72 Juta 

barel dan kebutuhan minyak mentah yang akan digunakan kilang minyak (crude 

oil intake refinery) adalah sebesar 304,07 Juta barel, maka realisasi rasio impor 

minyak mentah dibandingkan dengan kebutuhan minyak mentah adalah 34,44%. 

Hal ini menggambarkan kondisi tahun 2022, bahwa tingkat kemandirian dalam 

pemenuhan kebutuhan minyak mentah di dalam negeri baru mencapai 65,56%. 
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Tabel 10. Realisasi rasio impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak 

mentah tahun 2022 

No Indikator Realisasi Realisasi Rasio Rasio Kemandirian 

1 impor minyak mentah 104,72 juta barrel 

34,44% 65,56% 
2 kebutuhan minyak 

mentah 
 304,07 juta barrel 

 

b. Rasio Impor Gas Terhadap Kebutuhan Gas Bumi 

Sub parameter rasio impor gas terhadap kebutuhan gas bumi merupakan 

perbandingan antara jumlah impor komoditas gas terhadap kebutuhan gas bumi. 

Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, dapat dihitung 

seberapa besar kebergantungan parameter Kemandirian Sumber Suplai Energi 

terhadap suplai energi yang bersumber dari impor. 

  

Gambar 6. Grafik Pemanfaatan Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik 

Produksi gas bumi sudah sebagian besar dipakai untuk kebutuhan 

domestik yaitu sebesar 68%. Pemanfaatan gas domestik paling besar adalah 

untuk industri, hampir satu pertiga produksi gas bumi nasional digunakan untuk 

mendorong terus industri dalam negeri agar semakin tumbuh.  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Domestik (BBTUD)  BBTUD1.48 1.46 1.51 2.34 2.52 2.91 3.32 3.37 3.26 3.55 3.77 3.63 3875 3997 3880 3995 3985 3593 3688 3686

Ekspor (BBTUD)  BBTUD 4.39 4.41 4.20 4.00 3.82 3.77 3.69 4.33 4.07 3.63 3.40 3.23 2964 2860 2736 2669 2155 2108 2047 1759
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Gambar 7. Grafik Pemanfaatan Gas Bumi Per Sektor Kebutuhan Tahun 2022 

(dalam BBTUD) 

Pada tahun 2022 tidak terdapat target impor gas, hal ini disebabkan 

Indonesia dapat memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri sebesar 3,6 juta 

MMSCF secara mandiri, sehingga tidak diperlukan impor gas dari luar negeri. 

Dikarenakan tidak adanya target impor gas maka realisasi rasio impor gas 

terhadap kebutuhan gas bumi di tahun 2022 adalah 0%. Dengan kata lain, tingkat 

Kemandirian dalam hal pemenuhan kebutuhan gas bumi dalam negeri adalah 

100%. Detail mengenai rasio impor gas terhadap kebutuhan gas bumi terdapat 

di tabel di bawah ini 

Tabel 11. Realisasi rasio impor gas terhadap kebutuhan gas bumi tahun 2022 

No Indikator Realisasi Realisasi Rasio Rasio Kemandirian 

1 Impor gas bumi 0 MMSCF 

0% 100% 
2 Kebutuhan gas 

bumi 
3,6 Juta 
MMSCF 

 

c. Rasio Impor BBM Terhadap Kebutuhan BBM 

Sub parameter rasio impor BBM terhadap kebutuhan BBM merupakan 

perbandingan antara jumlah impor komoditas BBM terhadap kebutuhan BBM. 

Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut dapat dihitung 

seberapa besar ketergantungan parameter Kemandirian Sumber Suplai Energi 

terhadap suplai energi yang bersumber dari impor.   

Penyediaan BBM merupakan realisasi produksi dalam negeri ditambah 

kuota impor dan dikurangi kuota ekspor. Pengukuran ketersediaan BBM 

bertujuan untuk mengukur ketersediaan pasokan BBM untuk memenuhi 
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kebutuhan domestik, yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun 

impor migas. Selain itu, dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam 

negeri dan mengendalikan impor migas untuk mengurangi defisit neraca migas. 

 

Gambar 8. Impor BBM 2015-2022 (dalam juta KL) 

Pada tahun 2022, angka realisasi Impor BBM adalah 27,86 Juta KL. Angka 

kebutuhan BBM merupakan hasil penjualan BBM jenis JBU, JBT, JBKP yang 

jumlahnya sebesar 78,05 juta KL. 

 

Gambar 9. Kebutuhan BBM tahun 2015-2022  

Terdapat 4 jenis kategori BBM yang didistribusikan di dalam negeri yaitu: 

1. Jenis BBM Tertentu (JBT) antara lain Solar dan Minyak Tanah.  
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BBM jenis ini disubsidi oleh pemerintah dan didistribusikan ke seluruh wilayah 

Indonesia. Tahun 2022, jumlah BBM JBT yang didistribusikan ke seluruh wilayah 

Indonesia yaitu 18,08 Juta KL (17,59 Juta KL Solar/Biosolar dan 0,49 Minyak 

Tanah). 

2. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) antara lain Premium dan Pertalite. 

BBM jenis ini merupakan jenis Non Subsidi dan hanya didistribusikan di wilayah 

penugasan dan berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 

tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan bahwa Pertalite menjadi bahan 

BBM JBKP menggantikan bensin RON 88 (Premium). Pada tahun 2022, jumlah 

BBM JBT yang didistribusikan ke wilayah penugasan yaitu 29,49 Juta KL (29,49 

Juta KL Pertalite dan tidak ada Premium yang didistribusikan). 

3. Jenis BBM Umum(JBU) antara lain Premium Jamali, Perta Series (Pertalite, 

Pada tahun 2022, jumlah BBM JBU yang didistribusikan di seluruh wilayah 

Indonesia yaitu 30,47 Juta KL (Avtur 3,3 Juta KL, Premium Non Subsidi (RON 

88) 0,02 Juta KL, Pertalite Non Subsidi (RON 90) 0,19 Juta KL, Pertamax (RON 

92) 5,78 Juta KL, dan Pertamax Plus & Turbo (RON 95 & RON 98) 0,32 Juta KL 

serta Non Migas (Solar, Diesel, Kerosene, Minyak Bakar) 20,87 Juta KL. 

Pada tahun 2022, kebutuhan BBM nasional sebesar 78,05 juta KL sedikit 

meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 70,24 juta KL .  

Salah satu usaha pengendalian impor BBM yang dilakukan adalah dengan 

mendorong Badan Usaha untuk melakukan negosiasi atau mengecek 

ketersediaan BBM yang dapat diberikan oleh PT Pertamina. Apabila PT Pertamina 

tidak dapat menyediakan jenis BBM yang dimaksud (avgas, avtur, migas, diesel), 

maka Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi terhadap volume yang 

direkomendasikan untuk diimpor oleh Badan Usaha. Kendala utama yang sering 

dihadapi adalah terdapat ketidakcocokan antara harga ataupun spesifikasi dari 

BBM yang diminta oleh Badan Usaha Niaga.  

Dalam upaya pengendalian impor BBM di tahun selanjutnya, Kementerian 

ESDM akan tetap berupaya mengarahkan Badan Usaha yang memiliki Izin Impor 

BBM untuk melakukan negosiasi dengan PT Pertamina terlebih dahulu sebelum 

mengajukan impor. Kementerian ESDM akan memfasilitasi pertemuan sesuai 

ketentuan dari pelaksanaan negosiasi ini sehingga negosiasi tidak memakan 

waktu yang lama dan Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Migas dapat 

memperoleh kepastian usahanya.  
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Selain itu, Kementerian  ESDM turut mendukung dan mengawasi proyek 

Grass Root Refinery (GRR) dan Refinery Development Master Plan (RDMP) PT 

Pertamina. Diharapkan proyek tersebut dapat turut mengurangi kegiatan impor 

BBM dan juga meningkatkan kualitas BBM yang diproduksi oleh PT Pertamina. 

 

Gambar 10. Perkembangan rasio impor BBM terhadap kebutuhan BBM 

Tabel 12. Rasio impor BBM terhadap kebutuhan BBM tahun 2022 

No Indikator Realisasi Realisasi Rasio Rasio Kemandirian 

1 Impor BBM 27,86 juta KL 

35,7% 64,3% 
2 Kebutuhan 

BBM 
78,05 juta KL 

 

Untuk menaikkan tingkat/rasio kemandirian BBM dalam negeri, diperlukan 

penambahan kapasitas kilang BBM dalam negeri dan upaya-upaya konversi 

BBM ke Bahan Bakar Gas maupun dari sumber energi terbarukan. Diharapkan 

dengan adanya penambahan kapasitas kilang BBM dalam negeri yang dibarengi 

dengan konversi BBM ke Bahan Bakar Gas, Konversi BBM ke Energi Listrik 

ataupun ke sumber energi terbarukan, rasio impor BBM dalam negeri dapat 

diturunkan sehingga akan tercapai kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan 

BBM dalam negeri yang berasal dari produksi kilang di dalam negeri. 
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d. Rasio Impor LPG Terhadap Kebutuhan LPG 

Sub parameter rasio impor LPG terhadap kebutuhan LPG, merupakan 

perbandingan antara jumlah impor komoditas LPG terhadap kebutuhan LPG. 

Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, dapat dihitung 

seberapa besar ketergantungan parameter Kemandirian Sumber Suplai Energi 

terhadap suplai energi yang bersumber dari impor.   

 

Gambar 11. Produksi LPG tahun 2015-2022 (dalam juta MT) 

Permintaan LPG yang terus meningkat setiap tahun, namun produksi yang 

tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan LPG yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun sehingga menyebabkan sebagian LPG diimpor. Seperti yang 

dapat dilihat dari chart di atas, bahwa produksi LPG nasional tidak begitu banyak 

berubah, yaitu sekitar 1,98 Juta MT tiap tahunnya. 

 

Gambar 12. Kebutuhan LPG domestik tahun 2015-2022 
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Akan tetapi permintaan akan LPG terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu 

rata-rata meningkat sebesar 4,1% setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah 

kebutuhan LPG mencapai 8,56 Juta MTon. Kebutuhan LPG tahun 2022 sedikit 

meningkat bila dibandingkan pada tahun 2021 dengan kebutuhan LPG sebesar 

8,36 Juta Mton. 

 

Gambar 13. Impor LPG 2015-2021 

Angka realisasi Impor LPG tahun 2022 adalah 6,74 Juta MTon. Angka 

kebutuhan LPG atau penjualan LPG adalah 8,56 Juta Mton, sehingga realisasi 

rasio Impor LPG terhadap Kebutuhan LPG di tahun 2022 adalah 78,93%, dengan 

demikian rasio kemandirian menjadi 21,26%, hal ini berarti ketergantungan LPG 

impor masih sangat tinggi.  

Salah satu program Kementerian  ESDM yang berkontribusi terhadap 

penurunan volume impor LPG yaitu pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas). 

Dengan peningkatan jumlah sambungan rumah (SR) setiap tahunnya, konsumsi 

LPG di masyarakat yang telah tersambung dengan jargas akan mengalami 

penurunan. Upaya untuk menurunkan konsumsi LPG adalah program, kompor 

induksi dan penggunaan Dimethyl Ether (DME). 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Impor LPG (Juta Mton) 4,24 4,48 5,46 5,57 5,71 6,40 6,34 6,74

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Ju
ta

 M
T



 

70 
 

 

Gambar 14. Perkembangan Rasio Impor LPG terhadap Kebutuhan LPG 

Tabel 13. Rasio impor LPG terhadap kebutuhan LPG tahun 2021 

No Indikator Realisasi Realisasi 
Rasio 

Rasio 
Kemandirian 

1 Impor LPG 6,74 juta MT 

78,74% 21,26% 
2 Kebutuhan 

LPG 
8,56 juta MT 

 

e. Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara 

Sub parameter rasio impor batubara terhadap kebutuhan batubara 

merupakan perbandingan antara jumlah impor komoditas batubara terhadap 

kebutuhan batubara. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator 

tersebut, dapat dihitung seberapa besar ketergantungan parameter Kemandirian 

Sumber Suplai Energi terhadap suplai energi yang bersumber dari impor.   

Pada tahun 2022 Indonesia tidak melakukan impor batubara untuk 

memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri khususnya untuk pembangkit listrik 

atau sumber energi. Kebutuhan batubara ditargetkan sebesar 165,7 Juta Ton, 

sedangkan prognosa realisasi kebutuhan batubara adalah 198,451 Juta Ton. 

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, kebutuhan batubara mengalami 

peningkatan sebesar 65,47 juta ton.  Kenaikan kebutuhan batubara yang tidak 

terlalu besar ini disebabkan karena konsumsi batubara yang belum pulih 

seluruhnya akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang masih melanda 
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Indonesia, disamping itu terdapat upaya pengalihan energi primer untuk 

menghasilkan energi listrik dari yang semula dihasilkan dari pembangkit listrik 

berbahan bakar batubara menjadi pembangkit listrik EBT maupun gas bumi. 

Pemerintah telah berhasil mempertahankan pemenuhan kebutuhan 

batubara dalam negeri secara mandiri, sehingga tidak diperlukan impor batubara 

dari luar negeri, hal ini mengakibatkan realisasi rasio 0% sehingga rasio 

kemandirian energi untuk pemenuhan batubara adalah 100%.  

Tabel 14. Rasio impor batubara terhadap kebutuhan batubara 

No Indikator Realisasi Realisasi 
Rasio 

Rasio 
Kemandirian 

1 Impor batubara 0 Juta Ton 

0 % 100% 
2 Kebutuhan batubara 

domestik 
198,51 Ton 

 

f. Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik 

Sub parameter rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik merupakan 

perbandingan antara jumlah impor komoditas listrik terhadap kebutuhan listrik. 

Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, dapat dihitung 

seberapa besar ketergantungan parameter Kemandirian Sumber Suplai Energi 

terhadap suplai energi yang bersumber dari impor.   

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 

menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah di bidang 

ketenagalistrikan adalah penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara. Jual 

beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan 

tenaga listrik berdasarkan izin Pemerintah. Jual beli tenaga listrik lintas negara 

dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan tenaga listrik. Pembelian 

tenaga listrik lintas negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut 

dapat dilakukan dengan syarat: 

a. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat; 

b. Hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat; 

c. Tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan 

kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi; 

d. Untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat; 
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e. Tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik 

dalam negeri; dan 

f. Tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri. 

Penjualan tenaga listrik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2009 dapat dilakukan apabila: 

a. Kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi; 

b. Harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan 

c. Tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat. 

Impor listrik adalah pembelian tenaga listrik lintas negara. Sampai dengan 

tahun 2022, hanya transaksi impor listrik di wilayah pengusahaan PT PLN 

(Persero) yang tercatat oleh Kementerian ESDM. 

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 

(Persero) Tahun 2021-2030, sebagai bagian dari rencana penyediaan tenaga 

listrik di Provinsi Kalimantan Barat, skema impor dari Sistem Sarawak dilakukan 

sebagai antisipasi keterlambatan proyek PLTU di Kalimantan Barat. Setelah 

ketersediaan energi di Kalimantan Barat sudah dapat dipenuhi secara mandiri, 

skema impor dapat diganti dengan energy exchange yang memanfaatkan 

perbedaan waktu beban puncak antara Sistem Khatulistiwa di Kalimantan Barat 

dengan sistem kelistrikan Sarawak. Skema ini memungkinkan sistem kelistrikan 

Kalimantan Barat untuk mengimpor listrik pada waktu beban puncak dan 

mengekspor listrik di luar waktu beban puncak. Saat sistem Khatulistiwa memiliki 

cadangan pembangkit yang cukup guna memasok listrik untuk kebutuhan sendiri 

dan dengan memanfaatkan perbedaan waktu beban puncak di Sistem 

Kalimantan Barat dan Sistem Sarawak, maka skema energy exchange dapat 

dilaksanakan. Skema ini dapat mengoptimalkan operasi di kedua sistem. Untuk 

Sistem Khatulistiwa sendiri, skema ini dapat membantu peningkatan indeks 

kekuatan sistem dan keandalan sistem. 

PT PLN (Persero) melakukan pembelian tenaga listrik dari Sarawak melalui 

transmisi interkoneksi 275 kV Bengkayang (Kalimantan Barat) ï Mambong 

(Sarawak). Interkoneksi Kalimantan Barat-Sarawak ini berdampak pada 

penurunan biaya pokok produksi dengan menggantikan pembangkit BBM dan 

meningkatkan keandalan sistem Khatulistiwa dalam upaya memenuhi kebutuhan 

tenaga listrik sampai pembangunan proyek pembangkit non BBM di Kalimantan 

Barat selesai. Suplai daya sebesar 230 MW dari Sarawak beroperasi 100 MW 
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pada saat beban dasar dan tambahan 130 MW pada saat beban puncak. 

Sebagai antisipasi kekurangan daya jangka pendek telah dibangun Mobile Power 

Plant (MPP) 3 x 100 MW Pontianak. MPP dapat direlokasi jika daya dari 

pembangkit pada sistem Khatulistiwa sudah mencukupi. PLTU Parit Baru Site 

Bengkayang (FTP-2) 2x50 MW dan PLTU Kalbar-1 2x100 MW juga turut 

berkontribusi terhadap perkuatan suplai daya pembangkit di sistem Khatulistiwa. 

Pembelian tenaga listrik dari Sarawak dengan daya kontrak pembelian 

hingga 230 MW di amandemen menjadi 170 MW pada tahun 2019 seiring 

dengan beroperasinya PLTU skala besar di wilayah pengusahaan PT PLN 

(Persero). PT PLN (Persero) mengimpor tenaga listrik untuk memenuhi 

kebutuhan energi listrik sebesar 110 MW sampai dengan tahun 2021. Kontrak ini 

dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan skema 

power exchange (ekspor-impor). Skema power-exchange dimungkinkan jika 

kedua sistem dalam kondisi oversupply (kelebihan pasokan daya) pada waktu 

yang berbeda sehingga dapat saling mengisi kekurangan pasokan. Oleh karena 

itu, kepastian dan ketepatan waktu beroperasinya PLTG/GU 3 x 100 MW 

Pontianak Peaker di Sistem Khatulistiwa menjadi hal yang sangat krusial. Selain 

itu, upaya penyelesaian proyek terkendala PLTU 1 Kalbar Parit Baru (FTP-1) 2 x 

50 MW dan PLTU 2 Kalbar Pantai Kura-Kura (FTP-1) 2 x 27,5 MW juga tetap 

dilakukan agar secara regional balance sistem ini semakin handal dan Biaya 

Pokok Penyediaan (BPP) Sistem Khatulistiwa semakin menurun. Dari sisi 

penyaluran, cross-border interconnection antara Kalimantan Barat dan Sarawak 

yang sudah beroperasi saat ini akan meningkatkan keandalan dan efisiensi 

operasi sistem tenaga listrik di Kalimantan Barat. 
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Gambar 15. Trend Realisasi Impor Tenaga Listrik (kWh) dari SESCO ke Sistem 

Khatulistiwa Tahun 2021 dan 2022 

Dari gambar di atas terlihat bahwa trend realisasi impor tenaga listrik dari 

sistem Sarawak ke sistem Khatulistiwa semakin menurun dari tahun 2021 ke 

tahun 2022, yang mana dapat dikatakan bahwa sistem Khatulistiwa semakin kuat 

untuk menyediakan energi listriknya untuk kebutuhan daerah yang dilayaninya. 

Pemenuhan kebutuhan energi listrik untuk daerah terpencil di perbatasan 

antara Kalimantan Barat dan Sarawak masih terkendala sulitnya penyediaan 

infrastruktur ketenagalistrikan sementara kondisi sistem tenaga listrik di wilayah 

Sarawak jauh lebih baik. Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan yang cukup 

signifikan. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, PT PLN (Persero) sudah 

melakukan pembelian tenaga listrik skala kecil untuk 3 (tiga) sistem isolated di 

daerah perbatasan, yaitu Sistem Sajingan sebesar 800 kW, Sistem Badau 

sebesar 400 kW, dan Sistem Entikong sebesar 1.200 kW sampai kondisi sistem 

setempat dapat terpenuhi melalui interkoneksi dengan Sistem Khatulistiwa dan 

dapat berubah apabila ada kebijakan lain dari Pemerintah. Ketergantungan ke 

Sistem Sarawak akan diberhentikan dengan dibangunnya gardu induk-gardu 

induk yang akan mensuplai sistem-sistem tersebut. Sistem Badau kedepannya 

akan disuplai dari Gardu Induk (GI) Badau dan untuk Sistem Entikong akan 

disuplai dari GI Sekayam sedangkan untuk Sistem Sajingan akan dilakukan 

perkuatan jaringan distribusi. 
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Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio impor listrik terhadap 

kebutuhan listrik adalah sebagai berikut: 

ὙὥίὭέ Ὅάὴέὶ ὒὭίὸὶὭὯ ὝὩὶὬὥὨὥὴ ὑὩὦόὸόὬὥὲ ὒὭίὸὶὭὯ Ὀὥὰὥά ὔὩὫὩὶὭ Ϸ

ὐόάὰὥὬ Ὅάὴέὶ ὝὩὲὥὫὥ ὒὭίὸὶὭὯ ὋὡὬ

Ὕέὸὥὰ ὑὩὦόὸόὬὥὲ ὒὭίὸὶὭὯ Ὠὥὰὥά ὔὩὫὩὶὭ ὋὡὬ
ρππϷ 

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 dan 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024, 

mulanya kebutuhan listrik dalam negeri didefinisikan sebagai penjualan tenaga 

listrik Indonesia oleh PT PLN (Persero). Berdasarkan hasil rapat tanggal 20 April 

2021, terdapat penyesuaian definisi kebutuhan listrik dalam negeri menjadi 

produksi tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) dengan 

mempertimbangkan definisi impor dalam komposisi energi mix pembangkitan 

yang tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero). Dalam perhitungan baseline 

Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (baseline tahun 2019), target Rencana 

Strategis Tahun 2020-2024, dan pelaporan kinerja tahun 2020, kebutuhan listrik 

dalam negeri masih didefinisikan sebagai penjualan tenaga listrik sedangkan 

tahun 2021 dan seterusnya kebutuhan listrik dalam negeri didefinisikan sebagai 

produksi tenaga listrik. Namun demikian, perubahan definisi ini tidak 

mempengaruhi perencanaan rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik dalam 

negeri (%) tahun 2020-2024 secara signifikan. 
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Gambar 16. Trend Kebutuhan Listrik Dalam Negeri (GWh) 

Dengan rumus dan definisi yang sudah dijabarkan di atas, diperoleh target, 

realisasi, dan persentase capaian dari rasio impor listrik terhadap kebutuhan 

listrik dalam negeri sebagai berikut: 

Tabel 15. Realisasi rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik tahun 2022  

No Indikator Realisasi Realisasi 
Rasio 

Rasio 
Kemandirian 

1 Impor listrik 797,5778 GWh 

0,0026 99,74% 2 Kebutuhan listrik 304.331,50 
GWh 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Target RUPTL PLN Tahun 2019-2028 282.065 301.755 321.446 343.201 365.436 387.926

Target RUPTL PLN Tahun 2021-2030
(Skenario Optimal)

290.477 304.405 319.401 336.061

Target APBN 265.824 300.447,04

Realisasi 275.904 271.802 286.256 304.331,50
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Gambar 17.  Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Rasio Impor Listrik 

Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri 

Tabel 16. Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik Dalam Negeri Tahun 2022 

Indikator Target Realisasi Persentase 
Capaian 

Rasio Impor 
Listrik Terhadap 
Kebutuhan Listrik 

Dalam Negeri 

0,54% 0,26% 151,64% 

 

Dari gambar di atas, memperlihatkan bahwa indikator kinerja rasio impor 

listrik terhadap kebutuhan listrik dalam negeri di tahun 2022 melebihi ekspektasi 

target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 151,64%. 

Apabila dilihat trend dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, persentase 

capaian kinerja menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hal ini menunjukkan 

upaya pemerintah bersama dengan mitra kerjanya dalam meningkatkan 

kemandirian akan suplai energi listrik di dalam negeri berjalan dengan 

memberikan impact yang positif. 

Terkait dengan jual beli tenaga listrik lintas negara yang akan dilakukan oleh 

PT PLN (Persero) kedepannya, RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030 

telah menyebutkan potensi interkoneksi antara negara seperti ke Malaysia dan 

Singapura. Rencana interkoneksi Sumatera-Malaysia merupakan salah satu 

potensi proyek strategis yang dapat meningkatkan keandalan pasokan serta 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Target 0,58% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54%

Realisasi 0,70% 0,64% 0,34% 0,26%

Persentase Capaian 79,10% 81,89% 137,30% 151,64%
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meningkatkan utilitas pembangkit, mengingat terdapat perbedaan Waktu Beban 

Puncak (WBP) di kedua sistem. Dalam perhitungan neraca daya, interkoneksi 

tersebut sudah diperhitungkan pada tahun 2030 menggunakan sistem HVDC 

500 kV. Pemilihan interkoneksi menggunakan DC adalah untuk memperkecil 

risiko interaksi gangguan stabilitas dari kedua sistem sehingga gangguan 

stabilitas di sistem Malaysia tidak dirasakan oleh Sistem Sumatera, serta 

sebaliknya. Interkoneksi ini dikoneksikan langsung dengan jalur backbone 500 

kV Sumatera yang terdekat dengan Malaysia, yaitu SUTET 500 kV Perawang-

Rantau Prapat  atau GITET Perawang, sehingga dari sisi kualitas daya tidak ada 

kendala. Berdasarkan joint study sebelumnya, transmisi yang menghubungkan 

ke Malaysia adalah menggunakan SUTT HVDC dan submarine cable dengan 

kapasitas 600 MW serta switching station di sisi Indonesia berada di Pulau 

Rumpat. Kapasitas interkoneksi 600 MW tersebut masih dapat ditingkatkan 

sesuai kesepakatan selanjutnya (dengan dasar joint study terbaru) selama 

mendapatkan nilai keekonomian di kedua belah pihak. 

Terdapat juga potensi interkoneksi sistem Sumatera ke sistem Singapura. 

Dengan rencana tambahan pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di 

Sistem Sumatera sebesar 52% serta potensi pembangkit EBT sampai 10 GW 

EBT, maka transfer energi ke Singapura dapat diklaim sampai dengan 100% EBT 

jika memang dibutuhkan. Interkoneksi ke Singapura direncanakan menggunakan 

sistem HVDC 500 kV. Jalur interkoneksi ini akan berbeda dengan jalur 

interkoneksi HVDC ke Malaysia sehingga biaya fasilitas untuk interkoneksi ini 

dapat lebih terukur (hanya recovery cost dan maintenance cost saja). Diperlukan 

kepastian lebih lanjut dengan skema B to B yang saling menguntungkan kedua 

belah pihak. Berdasarkan kondisi geografis interkoneksi yang terdekat antara 

Sumatera dan Singapura adalah pada jalur SUTET 500 KV Perawang-Peranap 

ataupun GITET Perawang/Peranap.  

Selain untuk menjangkau potensi beban di Singapura, jalur ini juga 

dimungkinkan untuk menjangkau potensi beban di Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) di Pulau Bintan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan skema B to B yang 

saling menguntungkan dan berbagi risiko beberapa pihak terkait. Selama 

keekonomiannya tercapai dan adanya kesepakatan untuk sharing recovery 

investment yang adil maka tidak menutup kemungkinan juga dibuat station 

converter di Sistem Bintan.  
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Sesuai dengan Masterplan sistem kelistrikan di Pulau Kalimantan, 

backbone Kalimantan akan menggunakan tegangan 500 KV dengan jalur 

transmisi diusulkan ada 3 (tiga) alternatif, yaitu Jalur Utara, Jalur Selatan, dan 

Jalur Ring serta terdapat interkoneksi antara Tanjung Redep (Kalimantan Utara) 

dengan Sabah (Malaysia). Sebagai bagian dari rencana pengembangan dan 

peningkatan penjualan tenaga listrik di Kalimantan Utara, saat ini PT PLN 

(Persero) sedang melakukan studi bersama dengan TNB dan Sabah Electricity 

SDN terkait potensi penjualan tenaga listrik ke Sabah (Malaysia) dengan tetap 

memprioritaskan penyediaan pasokan listrik untuk daerah setempat. Dengan 

adanya potensi penjualan tenaga listrik ini, diharapkan akan meningkatkan 

rencana pengembangan energi listrik dan memaksimalkan pengembangan 

sumber energi primer yang terdapat di Kalimantan Utara. 

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat daerah yang berbatasan 

dengan negara tetangga Timor Leste. Dalam rangka menjamin ketersediaan 

pasokan listrik pada daerah-daerah terluar dan yang berbatasan langsung 

dengan Timor Leste, dipertimbangkan penambahan kapasitas pada pembangkit 

setempat sesuai kebutuhan. Penambahan kapasitas pembangkit di daerah 

perbatasan ini sangat penting untuk menjaga integritas NKRI. Selain itu, sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di daerah 

perbatasan dengan Timor Leste, tengah dilakukan kerja sama antara PT PLN 

(Persero) dengan perusahaan listrik Timor Leste (EDTL). Pada tahap awal, jika 

memungkinkan jaringan distribusi PT PLN (Persero) yang berada di daerah 

perbatasan akan disambung dengan jaringan distribusi EDTL. 

Saat ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM bersama PT PLN 

(Persero) sedang bekerja sama dengan ASEAN Centre for Energy (ACE) dalam 

penyusunan studi tekno-ekonomi interkoneksi antar pulau Indonesia maupun 

antar negara dengan Singapura dan Malaysia. Hasil outcome project ini 

diharapkan dapat memperkuat urgensi kebutuhan power exchange antar negara 

dan menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk implementasi interkoneksi antar 

negara tersebut. Studi interkoneksi Indonesia-Malaysia akan berfokus pada 

Interkoneksi Sumatera-Semenanjung Malaysia yang telah dijelaskan pada 

RUPTL PLN 2021-2030 dan Kalimantan Utara-Sabah dengan memanfaatkan 

potensi PLTA yang cukup besar di Kalimantan Utara. Sedangkan, Interkoneksi 
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Indonesia-Singapura akan berfokus pada Interkoneksi Sumatera-Batam-

Singapura. 

2. Kemandirian Industri Energi (bobot 45,2%) 

Di dalam parameter Kemandirian Industri Energi terdapat 4 (empat) sub 

parameter di dalamnya, masing-masing sub parameter berbobot 25%. Semakin 

tinggi realisasi persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), maka 

realisasi sub parameter akan semakin baik. Hal ini dapat dijadikan alat ukur 

keberhasilan Pemerintah dalam mengembangkan teknologi di sektor energi dan 

sumber daya mineral. Kedepannya diharapkan Pemerintah semakin giat untuk 

mengembangkan teknologi di sektor ESDM, sehingga dalam kegiatan produksi 

energi, Pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan teknologi buatan Indonesia 

dan tidak bergantung terhadap teknologi dari luar negeri.   

Penjelasan mengenai 4 (empat) sub parameter tersebut, beserta dengan 

realisasi di tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

a. TKDN Sub sektor Minyak dan Gas Bumi 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Pemberdayaan Industri, disebutkan bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri 

adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan 

Barang dan Jasa.  

Berdasarkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan 

Produk Dalam Negeri, Kementerian ESDM senantiasa mendorong penggunaan 

produk dalam negeri untuk menjadi prioritas dalam kegiatan operasi hulu migas. 

Kementerian ESDM melakukan penilaian kemampuan produk dalam negeri yang 

dituangkan dalam buku Apresiasi Produk Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi 

(APDN Migas) sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta 

menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan, melaksanakan verifikasi 

TKDN pada kegiatan usaha hulu migas, dan pemberian penghargaan kepada 

kontraktor, produsen dalam negeri, dan penyedia barang dan/atau jasa atas 

kinerja penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas 

beserta sanksi bagi yang tidak mencapai. 

Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur berdasarkan : 

a. Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada 

Kegiatan Usaha Hulu Migas; 
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b. Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan 

Usaha Hulu Migas; 

c. Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan 

barang operasi hulu migas; 

d. Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi 

standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit; 

e. Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan 

KKKS. 

Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur untuk melihat 

sejauh mana KKKS memanfaatkan TKDN pada kegiatan usaha hulu migas 

sebagai bentuk dukungan dalam menumbuhkembangkan perusahaan-

perusahaan penunjang migas nasional. 

Pada kegiatan usaha hulu migas mengacu pada peraturan sebagai berikut: 

¶ Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri 

pada Kegiatan Usaha Hulu Migas; 

¶ SK Dirjen Migas No. 181K/10/DJM.S/2014 tentang Pedoman Verifikasi 

Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Kualifikasi Verifikator Tingkat 

Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 

¶ SK Dirjen Migas No. 306K/06/DJM.S/2016 tentang Pedoman Pelaporan dan 

Bentuk Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;  

¶ SK Dirjen Migas No. 0159K/10/DJM.B/2019 tentang Pedoman Pelaporan dan 

Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada 

Kontrak Bagi Hasil Gross Split; 

¶ Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 04) oleh 

SKK Migas. 
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Gambar 18. Grafik TKDN 2016-2021 

Nilai seluruh pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022 sebesar 

USD6.129 Juta dengan nilai komponen biaya sebesar USD5.721 Juta dan Nilai 

Komitmen TKDN USD 3.704 dan realisasi capaian persentase TKDN selama 

periode tahun 2022 sebesar 64,75% (cost basis) meningkat dibandingkan 

capaian 2021 sebesar 58,95%.  

Nilai capaian TKDN 2022 menunjukkan bahwa industri hulu migas terus 

didorong dan dibina dalam penyerapan barang dan jasa agar bisa berkembang, 

namun terdapat beberapa kendala di lapangan sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 17. Kendala di lapangan terkait implementasi TKDN 

No Fokus Kendala  Tantangan 

1 Daerah 
operasi 

Pergeseran tren operasi darat 
dan laut dangkal ke frontier dan 
laut dalam 

Kebutuhan barang operasi yang 
berteknologi tinggi 

2 Sarana dan 
Prasarana 

Keterbatasan capital, teknologi, 
riset dan perkembangan 
produsen dalam negeri 

Barang operasi produksi dalam negeri 
harus kompetitif dari segi kualitas, 
kuantitas dan harga 

3 Operasional Keterlambatan operasi akibat 
terlambatnya distribusi barang 
operasi 

Optimalisasi tata waktu distribusi barang 
operasi melalui koordinasi antara 
pengguna dan penyedia barang dan 
jasa 

Tantangan yang terbesar dihadapi dalam meningkatkan nilai TKDN sub sektor 

migas ini antara lain sebagai berikut: 

1. Kemampuan industri penunjang migas dalam negeri belum optimal, karena: 

¶ Belum meningkatnya kapasitas teknologi berbasis research and development; 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jasa (Juta US$) 6.496,00 3.999,00 3.091,00 4.786,00 4.017,00 3.317,00 5.205,92

Barang (Juta US$) 3.699,00 1.627,00 1.300,00 1.144,00 827,00 749,00 923,06

%TKDN 55,00% 58,00% 63,00% 60,00% 56,73% 58,95% 64,75%
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¶ Belum tersedianya industri bahan baku;  

¶ Kapasitas atau industri dalam negeri masih rendah;  

¶ Spesifikasi produk belum sesuai. 

2. Masih terbatasnya Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terjadi karena 

kebutuhan modal besar dan peralatan berteknologi tinggi serta akses pasar yang 

terbatas, baik dalam negeri maupun luar negeri; 

3. Sebagian besar teknologi berasal dari luar negeri. 

Saat ini pengaruh nilai investasi dan TKDN pada kegiatan usaha hulu migas 

lebih dipengaruhi faktor eksternal (kondisi pandemi, politik, sosial). Beberapa upaya 

yang dapat dilakukan adalah tetap menjaga proses bisnis perizinan dan kebijakan 

pengutamaan produk dalam negeri agar tetap se-efisien mungkin, memaksimalkan 

penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, 

dan tetap melanjutkan metode pemberian insentif berupa preferensi harga kepada 

penyedia barang jasa dalam negeri agar dapat lebih mengutamakan produk dalam 

negeri. 

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya dalam peningkatan nilai TKDN sub sektor 

migas antara lain: 

1. Menetapkan target TKDN yang harus dicapai kontraktor; 

2. Membina kontraktor yang memenuhi target penggunaan TKDN; 

3. Memberi informasi kepada publik tentang rencana pengadaan barang atau 

jasa; 

4. Melakukan koordinasi dengan kontraktor dalam usaha bersama untuk 

meningkatkan TKDN. 

Kementerian ESDM juga telah menyusun strategi agar nilai TKDN dapat 

mengalami peningkatan antara lain sebagai berikut: 

1. Evaluasi kemampuan produsen dalam negeri; 

2. Koordinasi KKKS dan produsen untuk proyeksi demand dan supply; 

3. Pembinaan upaya optimalisasi substitusi Barang Operasi impor; 

4. Pemantauan Tumbuh Kembang  kemampuan produsen dalam negeri; 

5. Mendorong Produsen Menjalin Kerjasama dengan dunia akademisi, badan 

penelitian, dan badan standarisasi; 

6. Peningkatan Penggunaan produk dalam negeri dan penggunaan produk impor 

secara ketat/selektif. 



 

84 
 

b. TKDN Sub sektor Batubara 

Pada hakikatnya tujuan akhir dari program TKDN adalah pemanfaatan 

produk dalam negeri dan tumbuh kembangnya industri nasional yang merupakan 

perwujudan dari penguasaan dan kemajuan teknologi atas barang/jasa. TKDN 

sektor batubara merupakan sebuah formula untuk menghitung perbandingan 

antara penggunaan teknologi Indonesia dengan teknologi yang berasal dari luar 

negeri dalam kegiatan pertambangan sub sektor batubara.  

Realisasi TKDN sub sektor batubara tahun 2022 adalah sebesar 47%, lebih 

besar dari target sebesar 14% sehingga realisasi mencapai 336% dan capaian 

tahun 2021 sebesar 35,22%. 

Belanja barang sub sektor pertambangan batubara saat ini didominasi oleh 

belanja domestik dengan realisasi yang meningkat setiap tahunnya, yaitu 

sebesar 97% di tahun 2022. Namun demikian belanja domestik ini tidak benar-

benar menggambarkan belanja atas Produk Dalam Negeri (PDN) dimana PDN 

ditentukan   berdasarkan   besaran komponen  dalam   negeri  pada   setiap   

barang dan/atau jasa   yang ditunjukkan  dengan  nilai Tingkat Komponen Dalam 

Negeri (TKDN). TKDN tahun 2022 sebesar 47% meningkat cukup signifikan 

dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan data belanja barang yang 

disampaikan perusahaan. Hal ini antara lain disebabkan semakin masifnya 

kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait P3DN-TKDN baik kepada 

perusahaan tambang batubara dan vendor pemasok barang dengan 

mengundang instansi terkait.  

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan TKDN pada sub sektor 

pertambangan batubara antara lain: 

o Mendorong Industri Nasional agar siap dan mampu menyediakan kebutuhan 

barang modal,barang operasi, peralatan dan bahan baku pada sub sektor 

pertambangan batubara baik dari segi spesifikasi, harga, waktu penyerahan 

serta layanan purna jual sehingga keberadaan industri pertambangan mampu 

mendorong perekonomian nasional; 

o Penguatan kerjasama antara lembaga riset Pemerintah, lembaga riset 

perguruan tinggi dan industri yang mampu menciptakan inovasi teknologi 

sehingga kebutuhan belanja barang sub sektor pertambangan batubara dapat 

dipenuhi oleh industri nasional. 
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o Penguatan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam 

kegiatan usaha pertambangan batubara  melalui implementasi belanja barang 

ber-TKDN. 

Data TKDN barang modal sub sektor pertambangan batubara harus dapat 

digunakan sebagai basis dalam pengembangan industri nasional penunjang 

kegiatan usaha pertamnbangan batubara. 

Partisipasi produsen dan/atau vendor-vendor pemasok barang perusahaan 

tambang batubara untuk mengajukan sertifikat TKDN pada setiap item barang 

yang digunakan di kegiatan usaha pertambangan batubara melalui Kementerian 

Perindustrian atau menghitung sendiri TKDN. Perhitungan sendiri (self 

assessment) dapat dibantu oleh surveyor yang ditunjuk oleh Kementerian 

Perindustrian. 

c. TKDN Sub sektor Ketenagalistrikan  

Dalam Permen Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang 

Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur 

Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa setiap pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib menggunakan barang dan / 

atau jasa produksi dalam negeri. Setiap pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan mempertimbangkan kualitas barang dan jasa sehingga dapat 

beroperasi sesuai dengan umum teknis yang direncanakan. Barang tersebut juga 

harus dipabrikasi secara utuh oleh produsen dalam negeri. Hal ini berlaku 

terhadap setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan 

oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta (BUS) atau Koperasi atas biaya APBN 

/ APBD / Hibah / Pinjaman Luar Negeri. TKDN terkait sub sektor ketenagalistrikan 

adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan gabungan barang dan 

jasa pada suatu rangkaian barang dan jasa pada setiap pembangunan 

infrastruktur ketenagalistrikan. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2017 

Tahun 2017 tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 

54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri 

Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, meliputi: 

a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); 

b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); 
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c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); 

d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); 

e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU); 

f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan 

g. Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Jaringan Distribusi Listrik 

Dalam praktiknya, regulasi dan aturan terkait yang mengatur terkait TKDN 

untuk sub sektor ketenagalistrikan, yaitu: 

a. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 

b. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

c. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga 

Listrik 

d. PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 

e. Kepmen ESDM Nomor 1953 K/06/MEM/2018 tentang Penggunaan Barang 

Operasi, Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku, dan Bahan Pendukung 

Lainnya yang Diperoleh di Dalam Negeri Pada Sektor Energi dan Sumber 

Daya Mineral; 

f. Permen Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang  

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-

IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri 

Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; 

g. Permen Perindustrian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tentang 

Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor 

Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur 

Ketenagalistrikan; 

h. KEPPRES Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri; 

i. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Selaku Ketua Tim 

Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri; 

j. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 263/K20/DJL.1/2015 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan dan Penandasahan 

Rencana Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau 
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Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan 

Umum; 

k. PMK Nomor 66/PMK.010/2015 Tahun 2015 tentang Pembebasan Bea Masuk 

atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan 

Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum; 

l. Permen Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/2/2010 Tentang 

Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan 

atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal; dan 

m. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman 

dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. 

Ketentuan kewajiban penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam 

negeri dalam setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus 

dicantumkan dalam: 

a. Dokumen lelang/penawaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 

b. Kontrak pelaksanaan. 

Pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal: 

a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; 

b. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi 

persyaratan; dan/atau 

c. Jumlah produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. 

Pernyataan ketidakmampuan harus dikeluarkan oleh pabrikan/asosiasi. 

Dalam setiap penetapan pemenang lelang oleh pengguna infrastruktur 

ketenagalistrikan paling sedikit harus memenuhi besaran TKDN barang dan/atau 

jasa sebagaimana diatur dalam Permen Perindustrian Nomor 05/M-

IND/PER/2/2017. 

Gambaran pemakaian komponen lokal pada pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 19. Pemakaian Komponen Lokal pada Pembangunan Infrastruktur 

Ketenagalistrikan 

Kementerian ESDM telah melakukan sinkronisasi data capaian TKDN 

sektor ketenagalistrikan bersama PT Surveyor Indonesia, PT SUCOFINDO, dan 

PT PLN (Persero) tanggal 12 Januari 2023. Hasil sinkronisasi tersebut 

menghasilkan data capaian TKDN sub sektor ketenagalistrikan sebagai berikut: 

a. TKDN pembangkitan tenaga listrik antara 22,4%-30,74%, dengan rata-rata 

TKDN pembangkitan tenaga listrik sebesar 30,32%; 

b. TKDN transmisi tenaga listrik 17,43%-87,72%, dengan rata-rata TKDN 

transmisi tenaga listrik sebesar 62,52%; 

c. TKDN gardu induk tenaga listrik 35,15%-75,36%, dengan rata-rata TKDN 

gardu induk tenaga listrik sebesar 49,80%; 

d. TKDN distribusi tenaga listrik 27,75%-82,81%, dengan rata-rata TKDN 

distribusi tenaga listrik sebesar 60,56% 

Sehingga, diperoleh rata-rata TKDN sub sektor ketenagalistrikan nasional 

di tahun 2022 sebesar 42,43%. Rata-rata TKDN sub sektor ketenagalistrikan 

nasional ini menunjukan realisasi kinerja yang baik karena melebihi dari target 

kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022, yaitu 35%. Jika dibandingkan antara 

target kinerja dan realisasi kinerja TKDN sub sektor ketenagalistrikan di tahun 

2022, dihasilkan persentase capaian kinerja sebesar 121,23%. 

Capaian tahun 2022 meningkat 10,48% dibandingkan dengan capaian 

tahun 2021 sebesar 31,95%. 
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Terjadi peningkatan nilai capaian TKDN Triwulan IV dibandingkan dengan 

capaian TKDN Triwulan III di tahun 2022. Hal ini terjadi karena meningkatnya 

pembelanjaan dalam negeri dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pada transmisi tenaga listrik terjadi peningkatan sebesar 99,26% 

b. Pada gardu induk tenaga listrik terjadi peningkatan sebesar 37,85% 

c. Pada distribusi tenaga listrik terjadi peningkatan sebesar 61% 

d. Pada pembangkit tenaga listrik masih menggunakan data yang sama dengan 

Triwulan III Tahun 2022 

Berdasarkan hasil tersebut, walaupun secara rata-rata TKDN sub sektor 

ketenagalistrikan nasional sudah melebihi target kinerja tahun 2022, dapat dilihat 

bahwa nilai TKDN pembangkit tenaga listrik sebesar 30,32% masih di bawah 

target tahun 2022 sebesar 35%. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu: 

a. Terjadi penundaan proyek yang berakibat ikut tertundanya belanja modal 

dalam negeri. 

b. Pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian berupa optimalisasi 

pembangkit berpotensi menurunkan capaian nilai TKDN sub sektor 

ketenagalistrikan. 

c. Harga beberapa jenis barang pabrikan lokal lebih mahal dari barang impor 

karena biaya produksi di dalam negeri yang lebih tinggi. 

Tabel 18. Realisasi TKDN Sub sektor Ketenagalistrikan Tahun 2022 

Jenis 
Realisasi TKDN Tahun 2022 

TW I TW II TW III TW IV 

Pembangkitan 30,78% 30,32% 30,32% 30,32% 

Transmisi 57,78% 60,23% 58,63% 62,52% 

Gardu Induk 53,35% 51,56% 52,52% 49,80% 

Distribusi 72,41% 56,85% 40,53% 60,56% 

Rata-Rata TKDN Sub sektor 
Ketenagalistrikan 

34,55% 38,52% 39,86% 42,43% 

 

Untuk meningkatkan kinerja kedepannya, berikut beberapa usulan upaya 

yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM: 

a. Melakukan pemberian bimbingan teknis pemenuhan TKDN bagi BUMN, 

BUMD, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Badan Usaha 

Lainnya yang melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 
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b. Fasilitasi manufaktur dalam negeri dan UMK untuk ikut berpartisipasi 

memasok mesin, peralatan, komponen, dan jasa bagi proyek-proyek 

infrastruktur ketenagalistrikan berkoordinasi dengan Kementerian 

Perindustrian dan Kementerian Investasi/BKPM. 

 

Gambar 20. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Persentase 

TKDN Sub sektor Ketenagalistrikan 

Tabel 19. Persentase TKDN Sub sektor Ketenagalistrikan Tahun 2022 

Indikator Target Realisasi Persentase 
Capaian 

Persentase 
TKDN Sub sektor 
Ketenagalistrikan 

35% 42,43% 121,23% 

 

d. TKDN Sub sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 

TKDN sub sektor EBT dihitung dari perbandingan antara belanja investasi 

yang digunakan dan pembelian produk lokal sub sektor EBT. TKDN EBT terdiri 

dari TKDN PLTA/M, TKDN PLT Bayu, TKDN PLTS, TKDN PLT Panas Bumi , 

dan TKDN PLT Bioenergi.  

Capaian nilai TKDN dari PLTS, PLTA/M, PLT Bioenergi ,PLT Panas Bumi 

masing-masing sebesar 44,14%, 77,05%, 52%, dan 69,38%. Sedangkan nilai 

TKDN PLT Bayu tahun 2022 tidak ada, karena pada tahun 2022 tidak ada 

pembangunan PLTB. Target TKDN EBT tahun 2022 adalah 55,45%, sedangkan 

capaiannya sebesar 50,42%, capaian tersebut merupakan rekapitulasi TKDN 

rata-rata dari capaian TKDN masing-masing klaster pembangkit. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Target 33% 34% 35% 36% 37%

Realisasi 36,60% 35,01% 31,95% 42,43%

Persentase Capaian 106,09% 93,97% 121,23%
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Salah satu keuntungan yang didapat dalam pengembangan teknologi di 

sektor energi adalah, tidak bergantungnya Indonesia kepada teknologi negara 

lain dalam kegiatan produksi energi Indonesia. Apabila teknologi sektor energi 

yang telah dikembangkan Pemerintah memiliki daya saing dan dapat 

diaplikasikan dengan kondisi di luar negeri, maka Pemerintah dapat mengekspor 

teknologi sektor ESDM ke luar negeri. Salah satu kunci untuk dapat 

mengembangkan teknologi sektor ESDM adalah bekerja sama dengan institut 

litbang atau perguruan tinggi yang memiliki fokus dalam pengembangan 

teknologi sektor ESDM 

Produk modul surya dalam negeri belum menjadi pilihan utama di 

Indonesia. Komponen modul surya dalam negeri belum kompetitif dibandingkan 

dengan modul impor, baik dari segi kualitas, harga, dan kapasitas produksi. 

Diperlukan adanya dukungan terhadap industri modul surya dalam negeri, serta 

perlu adanya revisi regulasi dengan menyesuaikan kemampuan industri dalam 

negeri. 

Upaya yang akan dilakukan yaitu Berkoordinasi dengan Kementerian 

Perindustrian untuk melakukan revisi regulasi terkait TKDN serta diperlukan 

dukungan pihak-pihak terkait (Kementerian Keuangan, BKPM, BRIN) untuk 

mendorong pengembangan industri modul surya  dalam negeri.  

Dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai target: 

- Dukungan dari Kementerian Perindustrian agar industri PLTS terutama modul 

surya dapat mencapai TKDN sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

- Dukungan dari Kementerian Perindustrian agar industri PLTS dalam negeri 

dapat memenuhi kebutuhan pasar pengembangan PLTS di Indonesia.  

Capaian TKDN PLT Bioenergi pada tahun 2022 tercatat sebesar 52% 

berdasarkan laporan yang masuk dari PLT Biomassa Off Grid. Masih banyak 

kendala dalam pengumpulan data TKDN PLT Bioenergi On Grid dari Badan 

Usaha yang ditargetkan COD pada Tahun 2022. Dalam pelaksanaan monitoring 

TKDN, ditemui terdapat Badan Usaha yang belum melaporkan capaian TKDN-

nya dikarenakan beberapa tantangan, diantaranya: 

- Perhitungan yang sangat detail membuat Badan Usaha kesulitan dalam 

melakukan perhitungan TKDN secara mandiri, sedangkan jika menggunakan 

konsultan menyebabkan penambahan biaya yang memberatkan Badan 

Usaha. 



 

92 
 

- Badan Usaha belum memahami cara perhitungan TKDN. 

- Capaian TKDN  sangat bergantung pada realisasi COD PLT Bioenergi, 

sehingga jika tidak ada penambahan kapasitas pembangkit pada tahun 

tersebut mengakibatkan TKDN menjadi 0. 

Tindak Lanjut: 

- Bimbingan teknis perhitungan TKDN kepada Badan Usaha 

- Rapat monitoring 

- Pengawasan lapangan ke lokasi PLT bioenergi 

- Konsinyering finalisasi data TKDN 

- Reviu SOP terkait TKDN 

Upaya yang akan dilakukan: 

- Peningkatan dan pelaporan TKDN dengan menyiapkan formulir tata cara 

perhitungan TKDN PLT Bioenergi.  

- Melakukan sosialisasi teknis kepada badan usaha terkait kebijakan 

peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan tata cara perhitungan 

TKDN PLT Bioenergi.  

- Melakukan rapat koordinasi dengan badan usaha ataupun asosiasi 

pengembang PLT Bioenergi. 

- Melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi untuk membangun 

sinergi pengawasan TKDN terhadap PLT Bioenergi yang berada di daerah. 

Dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai target yaitu Kajian batas minimum 

TKDN PLT Bioenergi. 

Kendala dan tantangan dalam pengembangan Proyek PLTP, yaitu: 

- Penggunaan barang impor masih mendominasi: 

¶ Kualitas: spek teknis untuk karakteristik dan resiko di panas bumi 

(temperatur, pressure & karakteristik fluida) 

¶ Harga: volume industri panas bumi masih terbatas 

¶ Waktu Pengiriman: delivery/lead time untuk kegiatan pengeboran dapat 

memenuhi ketidakpastian sumber daya. 

- Belum tersedia produsen dalam negeri untuk komponen utama  pembangkit 

seperti turbin, generator dan lainnya serta bahan baku hulu (drilling) panas 

bumi seperti casing seamless, wellhead dan lainnya.  

- Kebutuhan tenaga ahli di bidang hulu dan hilir Panas Bumi belum dapat 

sepenuhnya dipenuhi oleh tenaga kerja nasional.  
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- Tertundanya beberapa proyek PLTP karena persyaratan TKDN sementara 

pembiayaan proyek menggunakan loan dari ADB/JICA dimana tidak ada 

pembatasan pengadaan baik dari dalam maupun luar negeri 

Tindak Lanjutnya adalah Permohonan pengecualian/waiver TKDN PLTP. Upaya 

yang akan dilakukan, yaitu perlu dilakukan pembahasan lanjutan dengan 

mengundang Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi dalam rangka dukungan permohonan 

pengecualian/waiver TKDN PLTP. 

Dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai target, yaitu tidak adanya 

pembatasan TKDN untuk proyek EBT khususnya PLTP. 

Tabel 20. Realisasi TKDN sektor ESDM 

No Indikator Capaian 
2020 

Capaian 
2021 

Capaian 
2022 

1 TKDN sektor minyak dan gas bumi 57% 59% 64,75% 

2 TKDN sektor batubara 36% 35% 47% 

3 TKDN sektor ketenagalistrikan 35% 31,95% 42,43% 

4 TKDN sektor EBT 60% 56% 50,42% 

 

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter 

dan sub parameter pada Indeks Kemandirian Energi Nasional. 

Tabel 21. Capaian Indeks Kemandirian Energi Nasional tahun 2022  

No Indikator Target Capaian % capaian 

I 

Indeks Kemandirian Energi Nasional 59,95 61,04 101,81% 

1 

Kemandirian Sumber Suplai Energi (bobot 
54,81%) 

    

a 

Rasio Suplai dari sumber energi dalam 
negeri (masing-masing sub indikator 
berbobot 17%) 

Target Realisasi 
Rasio 

Kemandirian 

- 
Rasio impor minyak mentah terhadap 
kebutuhan minyak mentah 

X 34,44% 65,56% 

- 
Rasio Impor Gas Terhadap Kebutuhan 
Gas Bumi 

X 0% 100% 

- 
Rasio impor BBM terhadap kebutuhan 
BBM 

X 35,7% 64,3% 

- Rasio impor LPG terhadap kebutuhan LPG X 78,74% 21,26% 

- 
Rasio impor batubara terhadap kebutuhan 
batubara 

X 0 % 100% 

- 
Rasio Impor Listrik terhadap Kebutuhan 
Listrik 

X 0,003 99,99% 
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No Indikator Target Capaian % capaian 

2 

Kemandirian Industri Energi (bobot 45,19%)  167,85%   

a 

Persentase TKDN Barang dan Jasa 
(masing-masing sub indikator berbobot 
25%) 

Target  Realisasi  % Capaian 

- TKDN Sektor Minyak dan Gas Bumi 62% 64,75% 104,44% 

- TKDN Sektor Batubara 14% 47% 335,71% 

- TKDN Sektor Ketenagalistrikan 35% 42,43% 121,23% 

- TKDN Sektor EBT 55,45% 50,42% 90,9% 

Total Indeks Kemandirian Energi Nasional 59,95 61,04 101,81% 

 

 

3.1.2 Indeks Ketahanan Energi Nasional 

Ketahanan Energi Nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi dan akses 

masyarakat terhadap energi dengan harga yang terjangkau dalam jangka panjang 

dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk 

mengukur hal tersebut, maka ditentukan sub indeks, indikator, dan parameter yang 

merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian Indeks Ketahanan Energi. 

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan utama Kementerian ESDM 

yaitu Ketersediaan (Availability), Aksesibilitas (Accessibility), Keterjangkauan 

(Affordability), dan Penerimaan Masyarakat (Acceptability), maka ditetapkan indikator 

kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran 

tersebut. 

Sumber data untuk mengukur nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional berasal 

dari Pusdatin ESDM (Utama), Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat 

Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,  Direktorat 

Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Badan Geologi, Badan 

Penelitian dan Pengembangan ESDM dan BPH Migas. 

Indikator kedua pada Sasaran Strategis I, yaitu Indeks Ketahanan Energi 

Nasional. 

Tabel 22. Indikator Kedua Pada Sasaran Strategis I 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Renstra 
Capaian 

2020 
Capaian 

2021 
Target 
2022 

Capaian 
2022 

% Capaian 

Indeks Ketahanan 
Energi Nasional 

Indeks 72,44 69,1 79,83 72,44 78,58 108,47% 
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Indikator kinerja Indeks Ketahanan Energi Nasional terdiri dari 4 (empat) 

parameter, yaitu: 

 Indeks Ketersediaan (bobot 40,65%) 

 Indeks Aksesibilitas dan Keterjangkauan  (bobot 26,12%) 

 Indeks Pengembangan Teknologi dan Efisiensi (bobot 19,1%) 

 Indeks Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial (bobot 14,13%) 

Subbagian di bawah ini akan diberikan penjelasan tentang masing-masing 

parameter, beserta dengan realisasinya. 

1. Indeks Ketersediaan (bobot 40,65%) 

Di dalam Indeks Ketersediaan terdapat 2 (dua) sub parameter, yang terdiri dari 

beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a. Diversifikasi Energi (bobot 43,25%)  

- Diversifikasi Negara Pemasok Minyak 

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) Penyediaan Energi Primer (bobot 25%) 

HHI penyediaan energi primer merupakan ukuran keberagaman sumber 

energi (primer dan sekunder) yang dihasilkan dan digunakan oleh suatu negara 

untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis energi dengan tetap 

memperhitungkan bobot penggunaan dari setiap jenis energi tersebut. Semakin 

beragam sumber energi suatu negara serta semakin seimbangnya penggunaan 

energi yang dihasilkan tersebut dapat menggambarkan bahwa negara tidak 

bergantung hanya pada beberapa jenis energi saja, namun memiliki 

keanekaragaman energi untuk digunakan. Semakin beragam dan seimbang, 

maka nilai indeks akan mendekati angka 0. Dalam perhitungan indeks ketahanan 

energi saat ini, ditentukan nilai minimal dan maksimal dari HHI penyediaan energi 

primer yaitu: 

a. Nilai Minimal: dengan nilai 1, yaitu saat jenis sumber energi nasional hanya 

dari satu jenis energi saja sehingga nilai kerentanan jika terjadi gangguan 

dianggap sangat rentan; dan 

b. Nilai Maksimal: dengan nilai 0,067, dengan asumsi bahwa sumber energi 

nasional saat ini terdiri dari 15 jenis energi, jika ke 15 jenis energi tersebut 

penggunaannya seimbang, maka didapatkan nilai maksimal 0,067. 

Diversifikasi jenis sumber energi (primer dan sekunder), terdiri dari 15 

sumber yaitu Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara, BBM, LPG, Listrik, Hidro, Panas 
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Bumi, Bayu, Surya, Biomassa, Biogas, Biofuel, Laut, dan Energi Baru Lainnya 

(contoh : Nuklir, Hidrogen, Coal Liquefaction). 

HHI Negara Asal Impor Minyak Bumi (bobot 25%) 

HHI sumber impor minyak mentah merupakan ukuran keberagaman 

asal/sumber impor minyak bumi untuk mengurangi ketergantungan terhadap 

salah satu negara pengimpor minyak bumi. Hal ini menjadi perhatian 

dikarenakan impor minyak bumi sangat rentan terhadap kebijakan dan politik 

global, sehingga untuk dapat memberikan jaminan terhadap pemenuhan 

kebutuhan minyak bumi dari impor, maka negara tidak boleh hanya bergantung 

pada satu negara importir minyak bumi, namun dapat bekerja sama dengan 

beberapa negara lainnya. 

Dalam perhitungan ini, semakin banyak variasi negara asal impor minyak 

bumi untuk kebutuhan nasional dengan volume yang seimbang, maka dapat 

dikatakan bahwa ketahanan energi nasional tinggi. Sebaliknya, jika kebutuhan 

minyak bumi nasional yang dipenuhi dari impor hanya dari satu atau beberapa 

negara saja, maka dianggap sangat rentan terhadap gangguan global. Dalam 

perhitungan indeks ketahanan energi saat ini, maka ditentukan nilai minimal dan 

maksimal dari HHI Sumber impor minyak bumi yaitu: 

a. Nilai Minimal: dengan nilai 1, yaitu saat negara sumber impor minyak bumi 

hanya dari satu negara saja sehingga nilai kerentanan jika terjadi gangguan 

dianggap sangat rentan; dan 

b. Nilai Maksimal: dengan nilai 0,038, dengan asumsi bahwa potensi negara asal 

impor minyak bumi saat ini yang bekerja sama dengan Indonesia terdiri dari 

25 negara, jika impor minyak bumi dari 25 negara tersebut seimbang, maka 

didapatkan nilai maksimal 0,038. 

Nilai maksimal dari perhitungan ini bersifat dinamis, tergantung dari jumlah 

negara asal impor untuk kebutuhan minyak bumi tersebut. 

HHI Negara Asal Impor BBM (bobot 25%) 

HHI sumber impor BBM merupakan ukuran keberagaman asal/sumber 

impor BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap salah satu negara asal 

impor BBM. Hal ini menjadi perhatian dikarenakan impor BBM sangat rentan 

terhadap kebijakan dan politik global, sehingga untuk dapat memberikan jaminan 

terhadap pemenuhan kebutuhan BBM dari impor, maka negara tidak boleh 



 

97 
 

hanya bergantung pada satu negara asal impor BBM, namun dapat bekerjasama 

dengan beberapa negara lainnya. 

Dalam perhitungan ini, semakin banyak negara asal impor BBM untuk 

kebutuhan nasional dengan volume yang seimbang, maka dapat dikatakan 

bahwa ketahanan energi nasional tinggi. Sebaliknya, jika kebutuhan BBM 

nasional yang dipenuhi dari impor hanya dari satu atau beberapa negara saja, 

maka dianggap sangat rentan terhadap gangguan global. Dalam perhitungan 

indeks ketahanan energi saat ini, maka ditentukan nilai minimal dan maksimal 

dari HHI Sumber impor BBM yaitu: 

a. Nilai Minimal: dengan nilai 1, yaitu saat negara sumber impor BBM hanya dari 

satu negara saja sehingga nilai kerentanan jika terjadi gangguan dianggap 

sangat rentan; dan  

b. Nilai Maksimal: dengan nilai 0,031, dengan asumsi bahwa potensi negara asal 

impor BBM saat ini yang bekerjasama dengan Indonesia terdiri dari 13 negara, 

jika impor minyak bumi dari 13 negara tersebut seimbang, maka didapatkan 

nilai maksimal 0,031. 

Nilai maksimal dari perhitungan ini bersifat dinamis, bergantung dari jumlah 

negara asal impor untuk kebutuhan BBM tersebut. 

- Diversifikasi Negara Pemasok Gas 

HHI Negara Asal Impor LPG (bobot 25%) 

HHI sumber impor LPG merupakan ukuran keberagaman asal/sumber 

impor LPG untuk mengurangi ketergantungan terhadap salah satu negara asal 

impor LPG. Hal ini menjadi perhatian dikarenakan impor LPG sangat rentan 

terhadap kebijakan dan politik global, sehingga untuk dapat memberikan jaminan 

terhadap pemenuhan kebutuhan LPG dari impor, maka negara tidak boleh hanya 

bergantung pada satu negara asal impor LPG, namun dapat bekerjasama 

dengan beberapa negara lainnya. 

Dalam perhitungan ini, semakin banyak negara asal impor LPG untuk 

kebutuhan nasional dengan volume yang seimbang, maka dapat dikatakan 

bahwa ketahanan energi nasional tinggi. Sebaliknya, jika kebutuhan LPG 

nasional yang dipenuhi dari impor hanya dari satu atau beberapa negara saja, 

maka dianggap sangat rentan terhadap gangguan global. Dalam perhitungan 

indeks ketahanan energi saat ini, maka ditentukan nilai minimal dan maksimal 

dari HHI Sumber impor LPG yaitu: 



 

98 
 

a. Nilai Minimal: dengan nilai 1, yaitu saat negara sumber impor LPG hanya dari 

satu negara saja sehingga nilai kerentanan jika terjadi gangguan dianggap 

sangat rentan; dan  

b. Nilai Maksimal: dengan nilai 0,012, dengan asumsi bahwa potensi negara asal 

impor LPG saat ini yang bekerjasama dengan Indonesia terdiri dari 13 negara, 

jika impor LPG dari 13 negara tersebut seimbang, maka didapatkan nilai 

maksimal 0,012. 

Nilai maksimal dari perhitungan ini bersifat dinamis, bergantung dari jumlah 

negara asal impor untuk kebutuhan LPG tersebut.  

b. Kondisi Penyediaan Energi Fosil (bobot 16,15%) 

- Produksi Minyak Bumi dibandingkan kapasitas kilang (bobot 11,11%) 

Sub parameter produksi minyak bumi terhadap kebutuhan pasokan minyak 

bumi pada kilang merupakan perbandingan antara jumlah produksi minyak bumi 

terhadap kebutuhan minyak bumi yang dapat diproses di dalam kilang. Dengan 

dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, dapat dihitung seberapa 

besar kemampuan pemrosesan kilang dalam negeri untuk memproses hasil 

produksi minyak bumi.  

Produksi minyak mentah Indonesia telah mengalami tren penurunan 

produksi yang berkelanjutan mulai dari tahun 1990-an karena kurangnya 

eksplorasi dan investasi di sektor minyak dan gas bumi. Tidak tercapainya target-

target produksi minyak yang telah ditetapkan di RAPBN pada setiap awal 

tahunnya disebabkan karena sebagian besar produksi minyak tersebut berasal 

dari lapangan-lapangan minyak yang telah tua. Grafik berikut ini merupakan 

gambaran profil produksi minyak bumi yang dihasilkan dari tahun 1960 hingga 

tahun 2021. 
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Gambar 21. Profil produksi minyak bumi 

Produksi minyak bumi mengalami penurunan produksi seiring dengan 

penurunan reservoir performance secara alami yang mengakibatkan natural 

declined dan belum ditemukannya cadangan besar baru. Produksi migas selama 

10 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Faktor utamanya adalah karena 

kondisi lapangan-lapangan migas di Indonesia yang sudah memasuki kategori 

mature field dengan tingkat decline rate yang cukup tinggi  

Gambar 22. Produksi minyak dan gas bumi tahun 2015-2022 

Produksi rata-rata minyak bumi dan kondensat pada tahun 2022 adalah 612 

MBOPD, mengalami penurunan sebesar 47 MBOPD dari tahun 2021. Penurunan 
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produksi gas bumi ini disebabkan karena produksi dilakukan pada sumur-sumur yang 

sudah tua dan belum ditemukannya blok lapangan minyak baru. 

 

Gambar 23. Upaya Peningkatan Produksi Migas Nasional 

Pada tahun 2022, Kementerian ESDM telah dan akan terus melakukan 

usaha-usaha dalam rangka pencapaian target dan peningkatan produksi migas 

dengan cara antara lain: 

1. Optimasi lapangan-lapangan eksisting dengan melakukan program Work 

Over/ Well Services (WO/WS) & Drilling sesuai target 

2. Akselerasi transformasi Resource to Production 

3. Akselerasi proyek Waterflood & EOR 

4. Akselerasi eksplorasi untuk penemuan-penemuan baru yang besar 

5. Akselerasi pengembangan Migas Non Konvensional 

Disamping itu, telah dilakukan juga upaya-upaya perbaikan iklim investasi 

industri hulu migas melalui rumusan insentif dan fasilitas perpajakan yang lebih 

baik untuk pelaku industri. 
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Gambar 24. Perbandingan Produksi Minyak ASEAN (MBOEPD) 

  Bila dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia merupakan 

produsen minyak mentah tertinggi di ASEAN (sumber: bp statistical review). 

Namun, apabila tidak ada kegiatan eksplorasi dan tidak ditemukannya lapangan 

minyak baru, maka kemungkinan produksi mengalami penurunan terus 

menerus dari tahun ke tahun dengan declining rate 5,8% per tahun 

Pada tahun 2022, belum ada penambahan kapasitas kilang minyak 

Indonesia dengan kapasitas kilang minyak sebesar 1.151 MBSD (juta barel per 

hari), yang digunakan untuk mengolah minyak bumi produksi dalam negeri 

maupun impor untuk menghasilkan berbagai produk BBM dan Non BBM.  

Realisasi kebutuhan pasokan minyak bumi di kilang adalah 833,07 

MBOPD, sehingga realisasi rasio adalah 74%. Dalam perhitungan tersebut 

terlihat bahwa kilang dalam negeri masih sanggup untuk memproses hasil 

produksi minyak bumi dalam negeri. 
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Gambar 25. Kebutuhan Minyak Mentah untuk kebutuhan kilang minyak 

 

Gambar 26. Rasio Produksi Minyak terhadap Kapasitas Kilang Minyak  

Tabel 23. Produksi/lifting minyak bumi dibandingkan kapasitas kilang tahun 2022 

No Indikator Realisasi Persentase Capaian 

1 Produksi minyak bumi 612,7 MBOPD 

72,37% 2 Kebutuhan pasokan 
minyak bumi di kilang 

1.151 MBOPD 

- R/P (Reserve to Production) Minyak Bumi (bobot 11,11%) 

Sub parameter cadangan terbukti (proven reserve) minyak bumi terhadap 

produksi minyak bumi per tahun merupakan perbandingan antara jumlah proven 

reserve minyak bumi terhadap produksi minyak bumi. Dengan dilakukan 
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perbandingan antara kedua indikator tersebut, dapat dihitung seberapa lama 

cadangan minyak bumi yang dimiliki Indonesia dapat diproduksi dengan laju 

produksi yang berbeda-beda setiap tahunnya. 

 

Gambar 27. Persebaran Cadangan Minyak Bumi dan Kondensat 

 Rasio Reserves to Production minyak bumi merupakan indikator yang 

menunjukkan jumlah cadangan minyak bumi komersial tersedia yang dinyatakan 

dalam satuan tahun. Rasio Reserve to Production Minyak bumi juga merupakan 

suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan minyak bumi komersial yang 

tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju 

pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau 

penambahan cadangan migas. 

 

Gambar 28. Strategi Peningkatan Produksi dan Cadangan 
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Dalam upaya untuk pencapaian target cadangan minyak bumi beberapa hal 

yang dilakukan antara lain:  

¶ Melakukan pemantauan lapangan dan koordinasi/konsinyering untuk 

inventarisasi data cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan 

eksisting untuk diketahui sisa cadangan (remaining reserves); 

¶ Evaluasi data hasil kegiatan eksploitasi yang dapat meningkatkan status 

cadangan minyak dan gas bumi baik perubahan status dari cadangan harapan 

(Possible) ke mungkin (Probable) maupun dari cadangan mungkin (Probable) 

ke terbukti (Proven);  

¶ Evaluasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas bumi dari 

pengembangan lapangan baru; 

¶ Inventarisasi cadangan minyak bumi dilakukan secara rutin setiap tahun untuk 

mengetahui ada tidaknya penambahan cadangan minyak bumi baik dari hasil 

kegiatan eksplorasi maupun reassessment cadangan karena adanya kegiatan 

pemboran pengembangan; dan 

¶ Evaluasi perhitungan ulang cadangan minyak bumi sehingga diperoleh tingkat 

kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksi. 

 

Gambar 29. Potensi Migas Indonesia 

Potensi minyak dan gas bumi di Indonesia sangat besar, masih ada total 

sekitar 128 Basins diantaranya 68 basins yang belum dieksplorasi dan sisanya 

sudah tereksplorasi dan berumur sudah tua. Perlu dilakukan penemuan 
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cadangan baru dengan melakukan eksplorasi migas yang masif untuk 

meningkatkan produksi migas nasional 

 

Gambar 30. Realisasi Cadangan Minyak Bumi 2022 

Cadangan terbukti minyak bumi tahun 2022 adalah sebesar 2,27 Juta 

Barrel. Penambahan jumlah cadangan terbukti ini disebabkan karena adanya 

penemuan cadangan minyak bumi di Wilayah Kerja Mahakam.  

Untuk menemukan cadangan baru, diperlukan evaluasi perhitungan 

cadangan minyak dan gas bumi yang akurat sehingga diperoleh tingkat 

kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksikan dan digunakan sebagai 

dasar penyusunan rencana produksi yang tertuang di dalam APBN.  

Selain itu juga perlu dilakukan pengelompokan data cadangan minyak dan 

gas bumi yang siap untuk diproduksikan dan yang akan diproduksikan sehingga 

pemanfaatan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi akan lebih 

terencana dan dimanfaatkan seoptimal mungkin.  

Penawaran Wilayah Kerja Migas yang dilakukan terutama untuk Wilayah 

Kerja Eksplorasi akan menghasilkan Wilayah Kerja Migas yang akan dapat 

meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru yang 

pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi dalam peningkatan 

produksi migas nasional. 
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Gambar 31. Reserves to Production Migas tahun 2022 

Di tahun 2022 realisasi proven reserve minyak bumi sebesar 2,27 miliar 

SBM, dan mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu sebesar 2.25 miliar SBM.  

Sedangkan realisasi produksi minyak bumi adalah 224 miliar SBM, sehingga 

realisasi rasio di tahun 2022 sebesar 10,17 tahun. Sedangkan target rasio 

Produksi/lifting minyak bumi dibandingkan kapasitas kilang tahun 2022 adalah 

sebesar 6,31 tahun. Pemerintah terus berusaha untuk dapat menemukan 

cadangan-cadangan minyak bumi yang baru 

Tabel 24. Produksi/lifting minyak bumi dibandingkan kapasitas kilang tahun 2022 

No Indikator Realisasi Realisasi 
Rasio 

Persentase 
Capaian 

1 Proven reserve minyak bumi 2,27 Miliar Barrel 
10,17 
tahun 

161,17% 
2 Produksi minyak bumi 0,22 Miliar Barrel 

- Cadangan Operasional BBM (bobot 11,11%) 

Sub parameter cadangan operasional BBM merupakan indikator untuk 

mengukur kemampuan Pemerintah dalam meningkatkan cadangan operasional 

BBM. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat dihitung 

seberapa besar cadangan operasional BBM yang dimiliki Indonesia yang 

disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu setiap tahunnya.  
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Cadangan operasional BBM adalah jumlah tertentu BBM yang harus 

disediakan oleh Badan Usaha yang siap disalurkan kepada konsumen yang 

meliputi stok pada titik kilang, kapal, dan terminal/depo untuk memenuhi 

kebutuhan BBM di wilayah usahanya, sehingga dapat mencegah terjadinya 

kelangkaan BBM. Cadangan Operasional BBM sangat penting, mengingat 

pemenuhan BBM dalam negeri hingga saat ini sebagian masih bergantung dari 

impor.  

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan 

Energi Nasional, Cadangan Operasional wajib disediakan oleh Badan Usaha dan 

industri untuk menjamin kontinuitas pasokan energi. Target jumlah hari 

Cadangan Operasional BBM adalah selama 23 hari yang dikalkulasi berdasarkan 

data laporan jumlah hari Cadangan Operasional (Coverage Days) BBM Nasional 

Pertamina. 

 

Salah satu indikator ketahanan energi nasional adalah adanya cadangan 

energi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan 

Energi Nasional, cadangan operasional wajib disediakan oleh Badan Usaha dan 

industri untuk menjamin kontinuitas pasokan energi. 

Target jumlah hari cadangan operasional BBM sesuai Renstra 2020-2024 

adalah sebesar 23 hari. Data jumlah hari cadangan operasional BBM adalah 

berdasarkan data laporan jumlah hari cadangan operasional (coverage days) 

BBM Nasional Pertamina.  

Perhitungan Capaian: 

 

Cadangan Operasional BBM (ὬὥὶὭ)  =  
Volume stok operasional BBM (ὑὒ)

Rata rata penyaluran BBM harian (ὑὒὬὥὶὭϳ )
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Gambar 32. Perkembangan realisasi cadangan operasional BBM dari tahun 

2016-2022 (dalam hari) 

Kondisi naiknya harga minyak dunia dan adanya krisis energi global, maka 

hal tersebut mempengaruhi penyediaan stok operasional BBM, terutama dari 

segi cost penyediaan stok operasional BBM.  Adanya kenaikan harga minyak 

dunia tentunya berdampak pada kegiatan operasional semua sektor. Kendala 

yang masih ada adalah kondisi naiknya harga minyak dunia dan adanya krisis 

energi global sehingga mempengaruhi dalam penyediaan Cadangan 

Operasional BBM oleh Badan Usaha. Selain itu, perlu adanya peraturan teknis 

terkait kewajiban Cadangan Operasional BBM pada Badan Usaha Niaga Umum 

BBM. 

Telah dilakukan koordinasi rutin dengan Pertamina, BPH Migas dan 

Pusdatin, terkait data realisasi jumlah hari Cadangan Operasional BBM, yang 

perlu dilaporkan secara rutin dalam buku saku Kementerian ESDM.  BPH Migas 

telah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Cadangan Operasional BBM, namun perlu diterbitkan Peraturan Menteri ESDM 

terkait kewajiban Cadangan Operasional BBM pada Badan Usaha Niaga Umum 

BBM terlebih dahulu. 

Diperlukan juga sistem pelaporan secara online sehingga Badan Usaha 

dapat menginput secara mandiri laporan Cadangan Operasional BBM yang 

dimilikinya dan dapat dipantau oleh Kementerian ESDM.  
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Gambar 33. Persentase Cadangan Operasional BBM 

Tabel 25. Cadangan operasional BBM tahun 2022 

Indikator Target  Capaian  Persentase Capaian 

Cadangan 
operasional BBM 

23 hari 20,26 hari  88,09% 

 

Capaian cadangan operasional BBM pada tahun 2022 sebesar 20,26 hari 

belum mencapai target sebesar 23 hari, sehingga persentase capaian adalah 

88,09%.  

Pemerintah akan terus meningkatkan cadangan operasional BBM. Adapun 

langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mempertahankan jumlah hari 

cadangan operasional tersebut adalah pemenuhan pelayanan izin impor BBM 

melalui mekanisme neraca komoditas, monitoring pelaporan data Cadangan 

Operasional BBM secara online maupun ke lapangan, dan koordinasi dengan 

Badan Usaha untuk antisipasi kelangkaan BBM. 

- Rasio produksi gas bumi dengan kebutuhan gas bumi (bobot 11,11%) 

Sub parameter rasio produksi gas bumi terhadap kebutuhan gas bumi 

merupakan perbandingan antara jumlah produksi gas bumi terhadap kebutuhan 

gas bumi dalam negeri, untuk mengukur kemampuan produksi gas bumi nasional 

dalam memenuhi kebutuhan gas bumi nasional.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persentase Capaian Cadangan
Operasional BBM(%)

96,91% 66,87% 76,09% 73,78% 85,87% 98,43% 92,74% 88,09%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%



 

110 
 

 

Gambar 34. Perbandingan Produksi Gas ASEAN (MBOEPD) 

Bila dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia merupakan produsen 

gas bumi tertinggi di ASEAN (sumber: bp statistical review) 

Rasio produksi gas bumi mengalami penurunan, yang penyebabnya sama 

dengan penurunan rasio produksi minyak bumi. 

 

Gambar 35. Produksi gas bumi tahun 2015-2022 

Setelah tahun 2015, produksi gas bumi terus menurun dengan rata-rata 

penurunan sebesar 2,1%. Produksi gas bumi rata-rata pada tahun 2022 adalah 

1.148 MBOEPD. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Indonesia 1.427 1.403 1.346 1.372 1.278 1.178 1.178

Malaysia 1.314 1.307 1.360 1.301 1.307 1.171 1.268

Thailand 641 635 614 594 612 558 539

Vietnam 176 175 163 165 168 151 122
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Gambar 36. Perkembangan Kebutuhan Gas Bumi Domestik 

Di tahun 2022 realisasi produksi gas bumi adalah 1.148 MBOEPD dan 

kebutuhan gas bumi dalam negeri adalah 651 MBOEPD. Sehingga realisasi rasio 

produksi gas bumi terhadap kebutuhan gas bumi dalam negeri di tahun 2022 

sebesar 1,76. 

 

Gambar 37. Rasio produksi gas terhadap Kebutuhan Domestik  
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Tabel 26. Rasio produksi gas bumi terhadap kebutuhan gas bumi dalam negeri 

tahun 2022 

No Indikator Realisasi Realisasi 
Rasio 

1 Produksi gas bumi 
1.148 

MBOEPD 
176% 

2 
Kebutuhan gas 
bumi dalam negeri 

651 
MBOEPD 

- R/P (Reserve/Produksi) Gas Bumi (tahun) (bobot 11,11%) 

Sub parameter proven reserve gas bumi terhadap produksi gas bumi per 

tahun merupakan perbandingan antara jumlah proven reserve gas bumi terhadap 

produksi gas bumi. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator 

tersebut, dapat dihitung seberapa besar cadangan gas bumi yang dimiliki 

Indonesia dengan laju produksi yang berbeda-beda setiap tahunnya.  

Rasio Reserves to Production Gas Bumi merupakan indikator yang 

menunjukkan jumlah cadangan gas komersial tersedia yang dinyatakan dalam 

bentuk tahun. Rasio Reserve to Production gas juga merupakan suatu metode 

untuk mengukur jumlah cadangan gas komersial yang tersedia apabila terus 

diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi 

minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas. 

 

Gambar 38. R to P Gas Bumi 
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Reserve to Production Gas Bumi33,24 34,93 36,10 33,91 21,86 17,84 17,10 15,32

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

 35,00

 40,00

T
a

h
u

n



 

113 
 

Di tahun 2022 realisasi proven reserve gas bumi adalah 36,34 TSCF dan 

realisasi produksi gas bumi adalah 2,37 TSCF, sehingga realisasi rasio di tahun 

2022 sebesar 15,35 tahun. Sedangkan target rasio proven reserve gas bumi 

dibandingkan dengan produksi gas bumi adalah sebesar 15,32 tahun. 

 

Gambar 39. Realisasi cadangan gas bumi tahun 2015-2022 

Pemerintah akan terus berusaha untuk dapat menemukan cadangan-

cadangan gas bumi yang baru dan dapat melakukan produksi gas bumi yang 

efektif dan efisien. Dibandingkan dengan tahun 2021 proven reserve gas bumi 

mengalami penurunan sebesar 5,26 juta MMSF, hal ini disebabkan oleh karena 

belum adanya kegiatan eksplorasi migas yang berhasil menemukan cadangan 

migas baru di wilayah Indonesia. Target yang ditetapkan adalah 42 juta MMSCF, 

akan tetapi sampai saat ini baru terealisasi sebesar 36,34 juta MMSCF. 

 

Gambar 40. Persebaran Cadangan Gas Bumi 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cadangan Gas Bumi (TCF)101,22 100,37 96,06 49,74 43,57 41,62 36,34
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Untuk meningkatkan cadangan migas, perlu dilakukan strategi seperti: 

1. Melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru; 

2. Mendorong iklim investasi hulu migas dengan membuat fiscal term yang 

menarik, kemudahan pemberian perizinan dan adanya kepastian hukum;  

3. Melakukan pemantauan lapangan dan koordinasi/konsinyering untuk 

inventarisasi data cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dari 

lapangan eksisting untuk diketahui sisa cadangan (remaining reserves); 

4. Evaluasi data hasil kegiatan eksploitasi yang dapat meningkatkan status 

cadangan minyak bumi baik perubahan status dari cadangan harapan 

(Possible) ke mungkin (Probable) maupun dari cadangan mungkin (Probable) 

ke terbukti (Proven);  

5. Evaluasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas bumi dari 

pengembangan lapangan baru; 

6. Inventarisasi cadangan minyak bumi dilakukan secara rutin setiap tahun 

untuk mengetahui ada tidaknya penambahan cadangan minyak bumi baik 

dari hasil kegiatan eksplorasi maupun reassessment cadangan karena 

adanya kegiatan pemboran pengembangan; dan 

7. Evaluasi perhitungan ulang cadangan minyak bumi sehingga diperoleh 

tingkat kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksi. 

 

Tabel 27. Produksi/lifting gas bumi (dibandingkan dengan proven reserve) 

tahun 2022 

No Indikator Realisasi Realisasi 
Rasio 

Persentase 
Capaian 

1 Proven reserve gas 
bumi 

36,34 TSCF 

15,32 tahun 97,14% 

2 Produksi gas bumi 2,37 TSCF 

 

- Capaian DMO Gas Bumi (bobot 11,11%) 

Sub parameter capaian DMO gas bumi merupakan indikator untuk 

mengukur kemampuan Pemerintah dalam memenuhi domestic market obligation 

(DMO) dalam pemenuhan gas bumi dalam negeri. Dengan dilakukan 
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penghitungan indikator tersebut, dapat dihitung seberapa besar pergerakan 

realisasi DMO gas bumi setiap tahunnya.  

Pengelolaan energi diarahkan menuju energi berkeadilan melalui 

peningkatan akses energi secara merata dengan harga terjangkau dan tata 

kelola penyediaan energi yang lebih efisien. Untuk mendukung hal tersebut, 

penyediaan gas bumi harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan 

domestik dan mengurangi ekspor secara bertahap. Gas bumi tidak lagi dianggap 

sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional. 

Dalam rangka penataan tata kelola gas bumi nasional. 

.  

Gambar 41. Alokasi Pemanfaatan Gas Bumi 

Pemanfaatan Gas Domestik pada Tahun 2022 mencapai 68% dengan total 

penyaluran mencapai 5.445 BBTUD, dimana nilai ini melampaui target 

pemanfaatan gas bumi domestik tahun 2022 sebesar 66%. Secara year to date, 

apabila dibandingkan dengan tahun 2021 (realisasi s.d Desember 2021) dengan 

realisasi 64,31% dan total penyaluran mencapai 5734,43 BBTUD, maka 

penyerapan gas domestik tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun 2021. 

Secara bertahap pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau 

LNG yang pada umumnya dalam jangka panjang dialihkan ke dalam negeri 

melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan 

kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Namun kebijakan pemanfaatan gas dalam 

negeri tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kesiapan sektor pengguna gas 

dalam negeri. Terlihat dalam grafik realisasi pemanfaatan gas bumi dan kontrak, 
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pada kedua sektor pengguna gas bumi terbesar yakni industri dan kelistrikan 

tidak mampu menyerap 100% kontrak gas yang telah diberikan Pemerintah. 

 

Gambar 42. Perbandingan pasokan ekspor dan domestik gas bumi (dalam BBTUD) 

 

Gambar 43.  Pemanfaatan gas bumi Indonesia per sektor tahun 2022 (dalam BBTUD) 

Realisasi penyerapan gas untuk kelistrikan sebesar 619 BBTUD dan sektor 

Industri sebesar 1.611 BBTUD.  

Salah satu strategi yang sudah diterapkan di tahun 2022 dan telah 

diberlakukan sejak 2017 dalam peningkatan pemanfaatan gas bumi adalah 

penyesuaian harga gas bumi untuk industri tertentu. Penurunan harga gas ini 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ekspor  BBTUD 2964 2860 2736 2669 2155 2108 2047 1759

Domestik  BBTUD 3875 3997 3880 3995 3985 3593 3688 3686

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0,08%

0,20%

3,44%

12,70%

11,37%

29,58%

8,87%

1,45%

11,12%

21,19%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

BBG

City Gas

Lifting

Pupuk

Kelistrikan

Industri

Domestik LNG

Domestik LPG

Ekspor Gas Pipa

Ekspor LNG



 

117 
 

akan mendorong terciptanya multiplier effect dan pertumbuhan ekonomi, 

termasuk penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, meningkatkan daya saing 

industri untuk ekspor dan substitusi impor, serta menjaga keberlangsungan 

industri pupuk dalam rangka swasembada dan ketahanan pangan nasional. 

Di samping itu, upaya peningkatan pemanfaatan gas lainnya adalah 

pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga. 

Pembangunan jargas masih menjadi primadona bagi pemerintah sebagai proyek 

strategis nasional karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat. Wilayah yang akan dibangun jargas harus mempertimbangkan 3 hal 

yaitu dekat dengan sumber gas, dekat dengan infrastruktur gas bumi (pipa 

transmisi, distribusi maupun jargas) yang telah tersedia, serta tersedia 

infrastruktur pendukung. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, jargas dinilai 

akan lebih ekonomis bagi badan usaha, dan harganya untuk masyarakat lebih 

kompetitif dari jenis bahan bakar rumah tangga lainnya 

Tabel 28. DMO gas bumi tahun 2022 

Indikator Target  Realisasi  Persentase 
Capaian  

DMO gas bumi 67% 68%  101,49% 

 

- Produksi Batubara (dibandingkan kebutuhan) (bobot 11,11%) 

Sub parameter produksi batubara terhadap kebutuhan batubara domestik 

merupakan perbandingan antara jumlah produksi batubara terhadap kebutuhan 

batubara dalam negeri. Sehingga dapat dihitung seberapa besar kemampuan 

produksi batubara dalam memenuhi kebutuhan batubara nasional.  



 

118 
 

 

Gambar 44. Perkembangan produksi batubara  

Realisasi produksi batubara di tahun 2022 adalah 687 juta ton dan 

kebutuhan batubara dalam negeri adalah 206 juta ton. Realisasi produksi 

batubara tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan produksi sebesar 73 juta 

ton dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 614 Juta ton. 

Namun demikian, dalam laju produksi batubara tersebut, Indonesia memiliki 

kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri, sehingga 

tidak diperlukan impor batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam 

negeri. Capaian tahun 2022 ini sama seperti tahun 2021 dimana produksi 

batubara melebihi jumlah kebutuhan batubara di dalam negeri sehingga capaian 

rasio adalah 100%. 

Tabel 29. Rasio produksi batubara terhadap kebutuhan dalam negeri tahun 2022 

No Indikator Target Capaian Realisasi 
Rasio 

1 Produksi batubara 618 juta ton 687 100% 

2 Kebutuhan batubara 
dalam negeri 

165,7 juta ton 206  

- R/P (Reserve/Produksi) Batubara (tahun) (bobot 11,11%) 

Parameter rasio cadangan batubara terhadap produksi batubara per tahun 

merupakan perbandingan antara jumlah proven reserve batubara terhadap 

produksi batubara. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator 

tersebut, Kementerian ESDM dapat menghitung seberapa lama  cadangan 
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batubara yang dimiliki Indonesia dapat diproduksi dengan laju produksi yang 

berbeda-beda setiap tahunnya.  

Di tahun 2022 proven reserve batubara adalah 34,718 miliar ton dan 

realisasi produksi batubara tahun 2022 adalah 687,4 juta ton, sehingga rasio di 

tahun 2022 sebesar 50,51 tahun atau melebihi di bawah target sebesar 56,97 

tahun. Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 reserve to production 

batubara sebesar 70,6 dan 61,1 tahun, mengalami tingkat penurunan sebesar 

9,5 tahun dan 10,4 tahun. Namun demikian besar reserve to production masih di 

atas 30 tahun.  Kedepannya diharapkan Pemerintah dapat menemukan 

cadangan-cadangan batubara yang baru dan dapat melakukan produksi 

batubara yang efektif dan efisien, agar dapat terus meningkatkan tingkat reserve 

to production batubara Indonesia. 

Tabel 30. Produksi batubara (dibandingkan dengan proven reserve) tahun 2022 

No Indikator Target Capaian Realisasi 
Rasio 

1 Proven reserve 
batubara 

34,718 Miliar 
Ton 

34,718 Miliar 
Ton 

50,51 
tahun atau 

100% 2 Produksi batubara 663 Juta Ton 687,4 Juta Ton 

 

- Capaian DMO Batubara (bobot 11,11%) 

Parameter rasio realisasi pemenuhan kebutuhan kewajiban batubara dalam 

negeri untuk mengukur kemampuan Pemerintah dalam memenuhi domestic market 

obligation (DMO) dalam pemenuhan batubara dalam negeri.  

Dalam Kepmen ESDM 139.K/HK.02/MEM.B/2021 diatur bahwa Perusahaan 

pertambangan wajib memenuhi DMO sebesar 25% dari rencana produksi 

(kelistrikan umum dan non kelistrikan umum). Bagi perusahaan pertambangan dan 

trader yang tidak memenuhi DMO atau kontrak penjualan dalam negeri, akan 

dikenakan ketentuan: 

- Larangan ekspor batubara; sampai kewajiban DMO/Kontrak Penjualan Dalam 

Negeri dipenuhi, kecuali bagi yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan 

pengguna batubara dalam negeri. 

- Denda sejumlah (harga jual ekspor ï harga jual batubara untuk di dalam negeri 

(non listrik untuk kepentingan umum) x volume ekspor sebesar kewajiban 

pemenuhan batubara dalam negeri yang tidak terpenuhi. 
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- Dana kompensasi sejumlah kekurangan penjualan sesuai kewajiban DMO 

bagi perusahaan yang tidak memiliki kontrak penjualan dalam negeri atau 

spesifikasi batubaranya tidak sesuai pasar dalam negeri. 

Tahun 2022 target DMO batubara sebesar 165,7 juta ton dan realisasi DMO 

batubara tahun 2022 adalah 206 juta ton sehingga realisasi mencapai 124,3%. 

Berdasarkan hal tersebut realisasi DMO telah melebihi capaian minimum target 

DMO sampai dengan Desember 2022 sesuai dengan target yang ditentukan oleh 

pemerintah. Optimalisasi pengawasan DMO batubara dilakukan melalui aplikasi 

MOMS dan juga dengan adanya rekonsiliasi data DMO yang dilakukan per 

triwulan antara Ditjen Minerba dan Badan Usaha Pertambangan/IUP OP untuk 

melakukan verifikasi terdapat data realisasi DMO. Kolaborasi integrasi antara 

aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) yang dimiliki Ditjen Minerba 

dengan aplikasi Batubara Online milik PT PLN (Persero) dan melakukan 

penugasan kepada badan usaha pertambangan untuk pemenuhan kebutuhan 

batubara kepentingan dalam negeri serta adanya terutama di sektor 

ketenagalistrikan. Hal ini dilaksanakan demi menjamin ketersediaan batubara 

sebagai bahan bakar utama di sektor pembangkitan listrik, contoh 

implementasinya adalah menjamin ketersediaan batubara di PLTU batubara. 

 

Gambar 45. PLTU Batubara di Indonesia 

Permasalahan yang terjadi pada tahun 2022, berupa tingginya harga jual 

batubara sejak Januari 2021. Hal ini mendorong perusahaan tambang untuk 

menjual batubara ke luar negeri. Selain itu disebabkan pula dengan cuaca 
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ekstrim yang tidak menentu sehingga penambang cukup sulit untuk 

melaksanakan kegiatan produksi yang menyebabkan stok batubara juga tidak 

sebanyak saat cuaca panas. 

Potensi risiko terhadap penurunan pasokan batu bara akibat disparitas 

harga antara harga pasar ekspor dengan HBA USD70 dan penurunan pasokan 

batubara akibat cuaca ekstrim. 

Tindak Lanjut :  

Å Adanya optimalisasi pengawasan DMO batubara dilakukan melalui aplikasi 

Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan juga dengan adanya 

rekonsiliasi data DMO yang dilakukan per triwulan antara Ditjen Minerba dan 

Badan Usaha Pertambangan/IUP OP untuk melakukan verifikasi terdapat 

data realisasi DMO.  

Å Adanya kolaborasi integrasi antara aplikasi MOMS yang dimiliki Ditjen 

Minerba dengan aplikasi Batubara Online milik PT PLN (Persero). 

Å Melakukan penugasan kepada badan usaha pertambangan untuk 

pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri. 

Upaya yang akan dilakukan : 

Å Pembahasan skema pemenuhan DMO baru melalui 

pembentukan/penunjukkan lembaga/BLU DMO yang direncanakan bertugas 

untuk memungut dana kompensasi dari setiap penjualan batubara dan 

menyalurkan kepada pemasok batubara dalam negeri untuk menutupi selisih 

harga antara harga domestik dan harga pasar; 

Å Melakukan kolaborasi integrasi antara aplikasi MOMS yang dimiliki Ditjen 

Minerba dengan aplikasi Batubara Online milik PT PLN (Persero) ï sistem 

digital enforcement day by day terhadap kepatuhan ketepatan loading 

batubara;  

Å Melakukan pengawasan langsung kepada PLTU-PLTU yang dalam status 

siaga dan emergency; dan  

Å Melakukan penugasan kepada badan usaha pertambangan untuk 

pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri. 

Proses pemenuhan kebutuhan batubara ini mengalami kendala-kendala 

dalam pencapaiannya antara lain tidak semua kualitas batubara produksi dalam 

negeri dapat diserap oleh industri/pasar domestik dan harga batubara ekspor 
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yang lebih tinggi dibandingkan harga jual domestik yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah. Oleh karena itu diharapkan agar dapat melakukan optimalisasi 

potensi batubara produksi dalam negeri agar dapat terserap dan dimanfaatkan 

untuk industri dalam negeri baik dengan cara adanya proses hilirisasi terhadap 

batubara dalam negeri ataupun penyerapan langsung. 

Tabel 31. DMO batubara tahun 2022 

Indikator Target  Capaian  Persentase Capaian 

DMO batubara 165,7 juta ton  206 juta ton  124,3% 

 

b. Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) (bobot 40,61%) 

- Rasio Cadangan terhadap potensi (cadangan + sumber daya) Panas Bumi 

Sub parameter rasio cadangan panas bumi terhadap potensi panas bumi 

merupakan perbandingan antara cadangan panas bumi terhadap potensi panas 

bumi. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, dapat 

dihitung seberapa besar cadangan panas bumi yang dimiliki Indonesia, dengan 

data yang berbeda-beda setiap tahunnya.  

Di tahun 2022 realisasi cadangan panas bumi adalah 14,13 GWe dan 

realisasi potensi panas bumi adalah 23,35 GWe. Sedangkan rasio di tahun 2022 

sebesar 60,5%, detail mengenai realisasi sub parameter terkait terdapat di tabel 

di bawah ini. Dalam perhitungan tersebut Indonesia masih memiliki potensi 

panas bumi sebesar 23,35 GWe yang belum ditemukan dan belum diproduksi. 

Kedepannya diharapkan Pemerintah dapat menemukan cadangan-cadangan 

panas bumi yang baru dan dapat melakukan peningkatan infrastruktur produksi 

panas bumi. Dibandingkan dengan tahun 2021 potensi panas bumi adalah 23,76 

GWe, sehingga potensi panas bumi di tahun 2022 mengalami penurunan 

menjadi sebesar 23,35 GWe. 

Tabel 32. Rasio cadangan terhadap potensi panas bumi tahun 2022 (data June) 

No Indikator Realisasi Rasio 

1 Potensi panas bumi 23,35 GW 60,5% 

2 Cadangan panas bumi 14,13 GW 

- Rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi Hidro 
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Sub parameter rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi 

potensi hidro merupakan perbandingan antara potensi terukur (potensi teknis) 

terhadap total potensi potensi hidro. Dengan dilakukan perbandingan antara 

kedua indikator tersebut, Kementerian ESDM dapat menghitung seberapa besar 

potensi terukur hidro yang saat ini dapat dikembangkan, kemudian dapat 

dibandingkan dengan total potensi hidro.  

Realisasi total potensi hidro 2022 adalah sebesar 94,62 GW dan realisasi 

potensi terukur hidro adalah 94,62 GW, sehingga rasio di tahun 2022 mencapai 

100%. Realisasi potensi hidro dan realisasi potensi terukur hidro tidak mengalami 

peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya. 

Tabel 33. Rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi Hidro 

tahun 2022 

No Indikator Realisasi Rasio 

1 Total potensi hidro 94,62 GW 
100% 

2 Potensi terukur hidro 94,62 GW 

 

- Potensi Surya 

Sub parameter potensi surya merupakan perbandingan antara potensi 

terukur (potensi teknis) surya terhadap total potensi potensi surya. Dengan 

dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, Kementerian  ESDM 

dapat menghitung seberapa besar potensi terukur surya yang saat ini dapat 

dikembangkan, kemudian dapat dibandingkan dengan total potensi surya.  

Realisasi total potensi surya tahun 2022 adalah sebesar 3.294,4 GW dan 

realisasi potensi terukur surya adalah 3.294,4 GW, sehingga rasio mencapai 

100%. Potensi surya pada tahun 2022 tidak mengalami peningkatan 

dibandingkan pada tahun 2021. 

Tabel 34. Potensi surya tahun 2022 

No Indikator Realisasi Rasio 

1 Total potensi surya 3.294,4 GW 
100% 

2 Potensi terukur surya 3.294,4 GW 

- Potensi bayu  
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Sub parameter potensi bayu merupakan perbandingan antara potensi 

terukur (potensi teknis) bayu terhadap total potensi potensi bayu. Dengan 

dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, Kementerian  ESDM 

dapat menghitung seberapa besar potensi terukur bayu yang dapat 

dikembangkan, kemudian dapat dibandingkan dengan total potensi bayu.  

Di tahun 2022 realisasi total potensi bayu adalah 154,9 GW dan realisasi 

potensi terukur bayu adalah 154,9 GW, sehingga rasio mencapai 100%. 

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 total potensi bayu tidak mengalami 

peningkatan.  

Tabel 35. Potensi bayu tahun 2022 

No Indikator Realisasi Rasio 

1 Total potensi bayu 154,9 GW 
100% 

2 Potensi terukur bayu 154,9 GW 

 

- Potensi energi arus laut  

Sub parameter potensi energi arus laut merupakan perbandingan antara 

potensi terukur (potensi teknis) energi arus laut terhadap total potensi potensi 

energi arus laut. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator 

tersebut, Kementerian  ESDM dapat menghitung seberapa besar potensi terukur 

energi arus laut yang dapat dikembangkan, kemudian dapat dibandingkan 

dengan total potensi arus laut.  

Di tahun 2022 realisasi total potensi energi arus laut adalah 59,9 GW dan 

realisasi potensi terukur energi arus laut adalah 59,9 GW, sehingga realisasi 

rasio sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2021 total potensi energi arus 

mengalami peningkatan dari 17,9 GW menjadi 142 GW.  

Tabel 36. Potensi energi arus laut tahun 2022 

No Indikator Realisasi Rasio 

1 Total potensi energi arus laut 142 GW 
100% 

2 Potensi terukur energi arus laut 142 GW 

- Potensi bioenergi 
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Sub parameter potensi bioenergi merupakan perbandingan antara potensi 

terukur (potensi teknis) bioenergi terhadap total potensi bioenergi. Dengan 

dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, Kementerian  ESDM 

dapat menghitung seberapa besar potensi terukur bioenergi yang dapat 

dikembangkan, kemudian dapat dibandingkan dengan total potensi bioenergi.  

Di tahun 2022 realisasi total potensi bioenergi adalah 56,9 GW dan realisasi 

potensi terukur bioenergi adalah 56,9 GW, sehingga rasio sebesar 100%. 

Dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi total potensi bioenergi tidak 

mengalami peningkatan. 

Tabel 37. Potensi bioenergi tahun 2022 

No Indikator Realisasi Rasio 

1 Total potensi bioenergi 56,9 GW 
100% 

2 Potensi terukur bioenergi 56,9 GW 

2. Indeks Aksesibilitas (bobot 26,12%) 

Di dalam Indeks Aksesibilitas terdapat 6 (enam) sub parameter, sub parameter 

tersebut terdiri dari beberapa kegiatan di dalamnya. Penjelasan mengenai sub 

parameter dan kegiatannya akan dijelaskan di bawah ini: 

a. Kehandalan infrastruktur BBM (bobot 13,09%) 

- Kapasitas Kilang Minyak (dibandingkan Target RUEN 2024) (bobot 33,33%) 

Sub parameter kapasitas kilang minyak terhadap terhadap kapasitas kilang 

minyak di dalam target RUEN merupakan perbandingan antara target indikator 

yang sama terhadap target indikator tersebut di dalam RUEN. Dengan dilakukan 

perbandingan antara kedua indikator tersebut, dapat dihitung antara kesesuaian 

target yang nyata dan dibandingkan dengan di dalam dokumen perencanaan 

(RUEN).  
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Gambar 46. Perkembangan Kapasitas kilang minyak 

Pada tahun 2022 kapasitas kilang terpasang kilang minyak Indonesia 

sebesar 1.151,1 MBCD masih sama seperti tahun 2021 dan tidak mengalami 

peningkatan sejak tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya sebagaimana terlihat pada grafik di atas kapasitas kilang minyak 

menurun. Hal ini dikarenakan izin usaha pengolahan minyak bumi PT Tri Wahana 

Universal (PT TWU) telah berakhir dan PT TWU tidak mengajukan perpanjangan 

izin usaha pengolahan minyak bumi. Selain itu, sampai saat ini belum ada kilang 

baru yang terbangun dan beroperasi. Belum selesainya proyek pengembangan 

kilang minyak RDMP PT Pertamina (Persero) dan proyek pembangunan kilang 

minyak GRR PT Pertamina (Persero) menyebabkan belum bertambahnya 

kapasitas kilang minyak di Indonesia. 

 

Gambar 47. Sebaran Kilang Pengolahan MInyak Bumi 

1169,1 1169,1 1169,1

1151,1 1151,1 1151,1

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Tabel 38. Rasio kapasitas kilang minyak terhadap target RUEN tahun 2022 

No Indikator Realisasi Rasio 

1 Kapasitas kilang minyak 1.151 ribu BOPD 
54,3% 

2 Target RUEN 2.120 ribu BOPD 

 

Untuk mendukung peningkatan kapasitas terpasang kilang BBM yang 

ditargetkan di tahun 2023 sebesar 1.176,1 ribu BOPD, Ditjen Migas 

mengakselerasi program GRR dan RDMP dengan pelaksanaan fasilitasi 

beberapa hal sebagai berikut: 

o Menerbitkan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi oleh Kepala BKPM 

atas nama Menteri ESDM 

o Memantau pelaksanaan perkembangan dan pembangunan kilang dan 

melaporkan pada forum Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden (KSP) 

o Melakukan pengawasan atas pembangunan kilang terkait ditaatinya peraturan 

izin usaha dan penugasan 

o Melakukan koordinasi dengan SKK Migas terkait dengan alokasi gas untuk 

kilang 

o Melakukan evaluasi atas permohonan penyesuaian izin usaha pengolahan 

yang diajukan oleh PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya. 

 

- Utilisasi Kapasitas Kilang Minyak (bobot 33,33%)  

Sub parameter utilisasi kapasitas kilang minyak merupakan perbandingan 

antara kapasitas kilang minyak terhadap jumlah total input minyak. Dengan 

dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, dapat dihitung total 

kapasitas kilang yang ada dibandingkan dengan input minyak untuk diproses 

pada kilang tersebut.  

Di tahun 2022 realisasi kapasitas kilang minyak adalah 1.151 MBOPD dan 

input minyak pada kilang sampai dengan Desember 2022 adalah 826,63 

MBOPD, sehingga rasio sebesar 71,82%. Dalam perhitungan tersebut kapasitas 

kilang di Indonesia masih cukup untuk dapat memproses minyak. Namun dengan 

peningkatan konsumsi minyak setiap tahun, maka diperlukan peningkatan 

infrastruktur pengolahan minyak. 



 

128 
 

Tabel 39. Utilisasi kapasitas kilang minyak tahun 2022 

No Indikator Realisasi Rasio 

1 Kapasitas kilang minyak 1.151 MBOPD 
71,82% 

2 Input minyak 826,63 MBOPD 

- Rasio Produksi terhadap Total Konsumsi BBM (bobot 33,33%) 

Sub parameter produksi BBM terhadap total konsumsi BBM merupakan 

perbandingan antara jumlah produksi BBM  terhadap kebutuhan konsumsi dalam 

negeri. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, dapat 

dihitung seberapa besar kemampuan produksi BBM dalam memenuhi kebutuhan 

BBM nasional.  

 

Gambar 48. Realisasi produksi BBM Kilang 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Produksi BBM Kilang (Juta KL)39,56 42,41 42,53 44,61 44,54 39,98 40,70 41,34
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Salah satu usaha pengendalian impor BBM yang dilakukan oleh 

Kementerian  ESDM adalah dengan mendorong Badan Usaha untuk melakukan 

negosiasi atau mengecek ketersediaan BBM yang dapat diberikan oleh PT 

Pertamina. Apabila PT Pertamina tidak dapat menyediakan jenis BBM yang 

dimaksud, Kementerian  ESDM akan melanjutkan evaluasi terhadap volume 

yang direkomendasikan untuk diimpor oleh Badan Usaha. Kendala utama yang 

sering dihadapi adalah terdapat ketidakcocokan antara harga ataupun spesifikasi 

dari BBM yang diminta oleh Badan Usaha Niaga. 

Gambar 49. Realisasi total konsumsi BBM 

 

Selain itu, Kementerian ESDM turut mendukung dan mengawasi proyek 

GRR dan Refinery Development Master Plan (RDMP) PT Pertamina. Diharapkan 

proyek tersebut dapat mengurangi impor BBM dan juga meningkatkan kualitas 

BBM yang diproduksi oleh PT Pertamina. 

Di tahun 2022 realisasi konsumsi BBM domestik adalah 70,97 Juta KL dan 

realisasi produksi BBM kilang adalah 41,34 Juta KL, sehingga realisasi rasio 

sebesar 58,25%. Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan BBM dalam 

negeri sepenuhnya, sehingga masih diperlukan impor.  

Sedangkan pada tahun 2021 realisasi konsumsi BBM domestik adalah 

70,24 juta KL dan realisasi produksi BBM kilang adalah 40,7 juta KL, sehingga 

realisasi di tahun 2022 lebih tinggi.  
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Tabel 40. Rasio produksi BBM terhadap kebutuhan BBM dalam negeri tahun 2022 

No Indikator Realisasi Rasio 

1 Produksi BBM kilang 41,34 Juta KL 
68,25% 

2 Total konsumsi BBM 70,97 Juta KL 

 

b. Kehandalan infrastruktur gas (bobot 14,41%) 

- Kapasitas kilang gas bumi (LNG) (bobot 16,67%) 

Liquefied Natural Gas (LNG) dihasilkan dari kilang LNG skema hulu dan 

kilang LNG skema hilir. Kilang LNG skema hulu merupakan kegiatan usaha 

pengolahan yang termasuk pengolahan lapangan, sebagaimana dijelaskan 

dalam PP Nomor 36 Tahun 2004, pengolahan lapangan adalah kegiatan 

pengolahan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, sedangkan kilang LNG 

skema hilir adalah kegiatan usaha pengolahan gas bumi yang dilakukan oleh 

Badan Usaha setelah sebelumnya mendapatkan Izin Usaha Pengolahan dari 

Menteri. Adapun rincian kapasitas kilang LNG skema hulu dan kilang LNG skema 

hilir adalah sebagai berikut:  

 

 

Gambar 50. Rincian kapasitas kilang LNG  
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Tabel 41. Perkembangan kapasitas kilang LNG (dalam MTPA) 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Target 46,09 44,09 31,24 31,24 31,24 

Realisasi 44,09 44,09 31,24 31,24 31,24 

 

Di tahun 2022 target kapasitas kilang gas bumi sebesar 31,24 MTPA 

dengan realisasi 31,24 MTPA, sehingga persentase capaian sebesar 100%. 

Realisasi kapasitas kilang gas bumi tidak mengalami perubahan dari tahun 2020.  

 

Gambar 51. Produksi LNG  

Pada tahun 2022 realisasi produksi LNG adalah sebesar 14,99 MTPA dan 

kapasitas kilang LNG adalah 32,24 MTPA. Produksi LNG terbesar berasal dari 

Bontang (PT Badak) dengan produksi LNG sebesar 4,69 MTPA, Tangguh (BP) 

dengan produksi LNG sebesar 7,91 MTPA dan Donggi Senoro PT DSLNG) 

dengan produksi LNG sebesar 2,397 MTPA. 

Tabel 42. Utilisasi kapasitas kilang gas bumi (LNG) tahun 2022 

No Indikator Realisasi Persentase 
Capaian 

1 Produksi LNG 14,99 MTPA 47,98% 

2 Kapasitas kilang LNG 31,24 MTPA 
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Gambar 52. Peta Kilang LNG 

- Rasio Produksi LNG terhadap Total Konsumsi LNG (bobot 16,67%) 

Sub parameter rasio produksi LNG terhadap total konsumsi merupakan 

perbandingan antara produksi LNG terhadap kebutuhan LNG domestik. Dengan 

dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, Kementerian ESDM 

dapat menghitung kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan LNG 

dalam negeri. 

 

Gambar 53. Produksi LNG (MTPA)  

Pada tahun 2022 realisasi produksi LNG adalah 14,99 MTPA, sedangkan 

realisasi kebutuhan LNG domestik adalah 3,38 MTPA, sehingga realisasi rasio 
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sebesar 443,49%. Produksi LNG pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang 

disebabkan adanya penambahan produksi dari Tangguh (BP) dan Donggi 

Senoro (PT DSLNG). 

 

Gambar 54. Kebutuhan LNG Domestik 

Untuk saat ini, konsumsi LNG di Indonesia sangat kecil sekali yaitu sebesar 

3,22 MTPA sehingga sebagian besar produksi LNG di Indonesia di ekspor ke 

China, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, dan beberapa negara lainnya. 

 

Gambar 55. Rasio produksi LNG terhadap Total Konsumsi LNG 

Tabel 43. Rasio Produksi LNG terhadap Total Konsumsi LNG tahun 2022 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kebutuhan LNG Domestik
(MTPA)
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No Indikator Realisasi Realisasi 
Rasio 

Target 2022 Persentase 
Capaian 

1 Produksi LNG 14,99 MTPA 443,5% 393% 112,85% 

- Kapasitas Pipa Gas (Panjang Pipa Transmisi, Distribusi dan Jaringan Gas) 

(bobot 16,67%)  

Sub parameter capaian kapasitas pipa (transmisi dan distribusi) merupakan 

indikator untuk mengukur panjang pipa gas terbangun dengan kesesuaian target 

yang sudah direncanakan. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, 

dapat dihitung seberapa besar pergerakan realisasi panjang pipa gas yang 

dibangun setiap tahunnya.  

Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan 

Distribusi Gas Bumi merupakan salah satu Prioritas Nasional yang terdapat 

dalam RPJMN 2020-2024 yang diturunkan ke dalam Renstra Kementerian  

ESDM. Bentuk kegiatan dari Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan 

Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi adalah monitoring realisasi 

pembangunan infrastruktur pipa gas bumi yang terbangun yang dihitung dalam 

panjang pipa dengan satuan kilometer. Panjang pipa gas bumi yang dihitung 

terdiri dari pipa transmisi, pipa distribusi dan pipa jargas. 

Dasar hukum pelaksanaan Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan 

Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi adalah Peraturan Menteri ESDM 

nomor 4 tahun 2018 tentang pengusahaan gas bumi pada kegiatan usaha hilir 

minyak dan gas bumi. Tujuan pengukuran Layanan Dukungan Percepatan 

Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi adalah untuk 

mendapatkan informasi perkembangan pembangunan infrastruktur pipa gas 

bumi di Indonesia sebagai salah satu indikator perkembangan pemanfaatan gas 

bumi nasional. 

Target pembangunan infrastruktur pipa gas bumi tahun 2020-2024 telah 

mempertimbangkan realisasi panjang pipa yang terbangun hingga tahun 2019 

serta proyeksi pengembangan pipa dari Badan Usaha di tahun-tahun 

mendatang. Dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024 pembangunan infrastruktur pipa 

Gas Bumi akan bertambah sebanyak 2.000 km dengan proyeksi akumulasi 

panjang pipa di tahun 2024 mencapai 17.300 km. 
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Penghitungan realisasi capaian panjang pipa dihitung dengan 

menjumlahkan total panjang pipa pada tahun sebelumnya dengan penambahan 

panjang pipa di tahun berjalan yang diperhitungkan jika terdapat pipa baru yang 

telah terbangun.  

  
Gambar 56. Jumlah Kumulatif Pengembangan Ruas Transmisi dan Wilayah 

Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa 

Tabel 44. Kapasitas Pipa (Transmisi dan Distribusi) Gas tahun 2022 

Indikator Target  Capaian  % Capaian 

Pipa gas terbangun 16.300 km 21.414 km  131,37 % 

 

Pada tahun 2022, Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas 

Pipa Transmisi  dan Distribusi Gas Bumi telah mencatatkan realisasi akumulasi 

panjang pipa mencapai 21.414 km yang terdiri atas 5.299,36 km Pipa Transmisi; 

6.157,82 km Pipa Distribusi; dan 9.956,76 km Pipa Jargas. Capaian panjang pipa 

tersebut melampaui target sebesar 15.800 km dengan realisasi 21.414 km 

(20,54%). Akumulasi panjang pipa pada tahun 2022 mengalami peningkatan 

sebesar 12% dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 19.046 km.  

Lebih lanjut, berdasarkan realisasi akumulasi panjang pipa di tahun 2022 

dapat disimpulkan bahwa target panjang pipa jangka menengah tahun 2024 
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sepanjang 17.300 km sudah terlampaui. Capaian panjang pipa ini didominasi 

oleh peningkatan Pipa Jargas. Rincian perubahan panjang pipa tahun 2022 

tersedia pada tabel di bawah ini. 

Tabel 45. Rincian Perubahan Panjang Pipa Tahun 2022 (update menyusul) 

Jenis Pipa Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Perubahan 

Pipa Transmisi  5.254,48 5.217,39 5.299,36 81,97 

Pipa Distribusi  6.180,51 6.274,62 6.157,62 -116,8 

Pipa Jargas 4.290,07 7.553,77 9.956,8 2.402,99 

TOTAL 15.725,06 19.045,78 21.413,94 2.368,16 

Penambahan panjang Pipa Transmisi di tahun 2022 sebesar 81,97 km 

berasal dari laporan pembangunan oleh Badan Usaha yang telah tercatat pada 

Izin Usaha dan Hak Khusus. Rincian perubahan yang terjadi pada pipa transmisi 

terdapat pada tabel di bawah ini. 

 

 

Tabel 46. Rincian Perubahan Panjang Pipa Transmisi Tahun 2022 

Badan Usaha Ruas Transmisi Panjang Pipa 

(km) 

Keterangan 

PT Majuko Utama 

Indonesia 

Cilegon-Ciwandan 0,59 
 

PT Takisama Prada 

International 

Langgam - RAPP 26 
 

PT Pertamina Gas Mundu -Balongan 

(Looping) 

0,7 
 

PT Pasundan 

Resourcess 

SKG Jatinegara ï Box 

Hot Tap Kranggan KP 0 

6,436  

PT Transportasi Gas 

Indonesia 

Grissik-Singapura -2 Penyesuaian 

PT Pertamina Gas  14,375 Penyesuaian 
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Badan Usaha Ruas Transmisi Panjang Pipa 

(km) 

Keterangan 

PT Takisama Prada 

Internasional 

Seng Gas Plant 

(Langgam) - PT Riau 

Andalan Pulp and Paper 

(PT RAPP) (Looping) 

34,0245  

PT Pertamina Gas  1,45 Penyesuaian 

PT Kalimantan Jawa 

Gas 

 0,2 Penyesuaian 

PT Sinergi Patriot Maju Flensa Pagar KSO - Inlet 

Pipa Stasiun kompresor 

Gas (SKG) PT Pasundan 

Resources 

0,193  

TOTAL  81,97  

Sementara itu, akumulasi panjang Pipa Distribusi pada tahun 2022 

mengalami penurunan sebesar -116,8 km. Penurunan ini terjadi karena adanya 

perubahan cara pengukuran panjang pipa yang dilakukan oleh salah satu Badan 

Usaha, yang semula secara manual menjadi digital menggunakan aplikasi 

sehingga terdapat perbedaan hasil panjang pipa yang diperoleh. Meskipun 

secara total mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 terdapat 

penambahan panjang pipa distribusi sebesar 63,133 km dari Badan Usaha lain. 

Rincian perubahan yang terjadi pada panjang pipa distribusi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini 

Tabel 47. Rincian Perubahan Panjang Pipa Distribusi Tahun 2022 

Badan Usaha Panjang (Km) Keterangan 

PT Energasindo Heksa Karya 4,287 
 

-0,01  

PT Pertamina Gas 35,5  

PT Bayu Buana Gemilang 2,253  

PT PGN Tbk -173,921  

PT Pertagas Niaga 0,756  

PT Surya Energi Parahita 0,469  

PT Sadikun Niagamas Raya 0,806  
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PT Sarana Cepu Energi 1,468 
 

PT Pasundan Resourcess -6 
 

PT Pertagas Niaga 1,316  

PT Sadikun Niagamas Raya 0,816  

PT PGN Tbk 5,87  

PT Igas Utama 8,27  

PT Indogas Kriya Dwiguna 0,372  

PT Pertagas Niaga 0,95  

TOTAL -116,78  

Panjang Pipa Jargas di tahun 2022 meningkat 2.402,99 km atau 39,02% 

dari tahun sebelumnya. Penambahan tersebut diperoleh dari pengembangan 

jaringan di 21 Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara 

Tbk (PGN) dan PT Pertagas Niaga. Detail penambahan panjang Pipa Jargas di 

tahun 2022 tersedia pada tabel di bawah ini. 

Tabel 48. Penambahan Panjang pipa jargas di tahun 2022 

Badan Usaha Panjang (Km) Keterangan 

PT Pertagas Niaga 631,93 Kota Lhokseumawe 

Kab. Wajo 

Kab. Subang 

Kab. Sidoarjo 

Kab. Mojokerto 

PGN 1.771,06 Kab. Aceh Utara 

Kab. Aceh Timur 

Kab. Banyuasin 

Kab. Banggai 

Kab. Karawang 

Kota Cirebon 

Kab. Cirebon 

Kab. Bojonegoro 
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Badan Usaha Panjang (Km) Keterangan 

Kab. Lamongan 

Kota Surabaya 

Kota Mojokerto 

Kab. Jombang 

Kota Pasuruan 

Kab. Pasuruan 

Kota Probolinggo 

Kab. Probolinggo 

TOTAL 2.402,99  

Manfaat yang diperoleh dengan tercapainya target Indikator Kinerja 

Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan 

Distribusi Gas Bumi yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat khususnya 

rumah tangga dan pelanggan kecil terhadap gas bumi, tersedianya alternatif 

energi yang lebih bersih dan lebih murah dibandingkan BBM bagi konsumen 

industri, serta meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. 

Akumulasi panjang pipa yang dicapai pada tahun 2022 dipengaruhi oleh 

beberapa faktor pendukung, seperti: 

a. Keberhasilan program pembangunan jaringan gas bumi untuk Rumah tangga 

dan pelanggan kecil; 

b. Badan Usaha tetap melakukan perencanaan dan pembangunan pipa untuk 

memenuhi kebutuhan gas bagi konsumen maupun shipper baru; 

c. Dukungan Pemerintah dalam percepatan pembangunan pipa, salah satunya 

adalah penyelesaian permasalahan supply dan demand serta perselisihan 

dalam pembebasan lahan; 

d. Pengawasan Pemerintah dalam pembangunan pipa melalui pelaporan 

progress pembangunan setiap bulan dari Badan Usaha; 

e. Pengaturan peningkatan pemanfaatan gas Bumi di dalam negeri melalui 

penerbitan Hak Khusus; dan 

f. Terlaksananya sinkronisasi data panjang pipa transmisi dan distribusi. 

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai target 

Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan 

Distribusi Gas Bumi, yaitu: 
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a. Belum dilaksanakannya pembangunan ruas transmisi Gas Bumi Cirebon-

Semarang hasil lelang tahun 2006 yang saat ini dikembalikan ke Pemerintah; 

b. Belum adanya penetapan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi 

Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) sebagai pelaksanaan amanat Permen ESDM 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha 

Hilir yang akan dijadikan dasar untuk melakukan lelang ruas transmisi maupun 

Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi; dan 

c. Sulitnya mendapatkan kebutuhan (demand) pemanfaatan Gas Bumi sehingga 

Badan Usaha tidak memiliki rencana pengembangan jaringan pipa.  

Pemerintah juga telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka 

mencapai target akumulasi panjang pipa, antara lain: 

a. Sosialisasi kepada pelaku industri mengenai pemanfaatan gas bumi sebagai 

sumber energi pengganti bahan bakar minyak, sehingga tercipta demand yang 

lebih besar. 

b. Melaksanakan sinkronisasi data panjang pipa dengan Ditjen Migas dan Badan 

Usaha; dan 

c. Koordinasi percepatan pembangunan pipa transmisi Gas Bumi Cirebon ï 

Semarang dengan melibatkan Bappenas, SKK Migas dan Badan Usaha. 

 

 

- Jumlah Rumah Tangga Jargas (dibandingkan Target RUEN 2024) (bobot 

16,67%) 

Sub parameter jumlah rumah tangga jargas terhadap target di dalam RUEN 

merupakan perbandingan antara target jumlah rumah tangga jargas terhadap 

target di dalam RUEN. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator 

tersebut, dapat dihitung jumlah rumah tangga yang terhubung dengan jaringan 

gas dan pergerakan realisasi setiap tahunnya.  

Pengukuran indeks bertujuan untuk membantu memastikan pelaksanaan 

pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga sesuai dengan peraturan dan 

kebijakan yang berlaku khususnya pada bidang energi. Selain itu untuk 

membantu mengidentifikasi kendala atau permasalahan selama pelaksanaan 

kegiatan pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga termaksud. 

Sehingga diharapkan dapat disusun langkah-langkah penyelesaian kendala 
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permasalahan termasuk pada tahun-tahun berikutnya, sebagai upaya 

pencapaian ketahanan energi nasional. 

Menyadari ketergantungan terhadap minyak bumi yang semakin 

meningkat, Pemerintah telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk 

menekan pertumbuhan   penggunaan BBM dengan mengalihkan ke energi 

alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Langkah-langkah 

strategis Pemerintah salah satunya adalah dengan meningkatkan penggunaan 

gas bumi di sektor rumah tangga, untuk mendukung diversifikasi energi, 

tercapainya target bauran energi, dan penurunan subsidi LPG 3 kg untuk 

mewujudkan ketahanan energi nasional. Akan tetapi penggunaan gas bumi di 

sektor rumah tangga di Indonesia masih sangat terbatas, mengingat belum 

adanya infrastruktur yang memadai. Badan usaha belum tertarik melakukan bisnis 

gas  bumi sektor rumah tangga mengingat investasi pembangunan jargas 

membutuhkan biaya yang cukup besar dan return of investment yang cukup 

lama. Untuk itu Pemerintah mengambil peran dengan menyediakan infrastruktur 

jargas hingga ke rumah tangga di wilayah- wilayah yang memiliki potensi gas 

bumi yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

Kebijakan gas bumi ke depan akan difokuskan pada peningkatan 

pemanfaatan gas bumi untuk domestik dengan harga yang kompetitif agar 

tercipta multiplier effect, daya saing industri, penyerapan tenaga kerja, dan 

sebagainya. Diharapkan dengan pertumbuhan industri domestik, intensifikasi 

penggunaan jargas kota, penggunaan gas bumi untuk kelistrikan, peningkatan 

infrastruktur gas bumi khususnya jaringan pipa transmisi gas, distribusi non-pipa 

seperti LNG receiving terminal, peningkatan penggunaan BBG untuk 

transportasi, pembangunan kilang gas bumi dalam negeri, konversi pembangkit 

listrik tenaga diesel ke gas bumi, dan konversi BBM ke gas untuk Marine Vessel 

Power Plant dapat meningkatkan utilisasi penggunaan gas untuk kebutuhan 

domestik. 

Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang 

Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024, jargas masih menjadi program prioritas 

Kementerian ESDM dengan target pembangunannya mencapai 4 juta 

sambungan rumah tangga (SR) di tahun 2024. Untuk dapat merealisasikan 

pembangunan jargas dimaksud, dibutuhkan anggaran yang cukup besar 
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sehingga tidak dapat hanya mengandalkan APBN sebagai satu-satunya sumber 

pendanaan. Kedepannya skema Pembiayaan selain APBN yang disiapkan oleh 

Pemerintah untuk pembangunan jargas yaitu dengan Kerjasama Pemerintah dan 

Badan Usaha (KPBU) dan kewajiban badan usaha pemenang lelang Wilayah 

Jaringan Distribusi (WJD) untuk membangun jargas. Pengukuran indeks 

bertujuan untuk membantu memastikan pelaksanaan pembangunan Jaringan 

Gas untuk Rumah Tangga sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku 

khususnya pada bidang energi.  

Pembangunan infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga 

(Jargas) direncanakan sebanyak 40.000 SR di 12 Kabupaten/Kota yaitu: Kab. 

Siak, Kab. Pelalawan, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Musi Banyuasin, Kab. 

Muara Enim, Kab Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Indramayu, Kota Semarang, 

Kab. Wajo, Kota Probolinggo, Kab. Gresik, dan Kab. Lumajang, dengan 

mekanisme tender/lelang terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(LPSE) Kementerian ESDM (https://eproc.esdm.go.id). 

 

Gambar 57. Realisasi Jargas 2022 

Pada tahun 2022, masih di tengah pandemi dan adanya refocusing 

anggaran, Pemerintah telah berhasil membangun jaringan gas untuk rumah 

tangga sebanyak  40.877 Sambungan Rumah dengan menggunakan APBN. 

https://eproc.esdm.go.id/
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Gambar 58. Perkembangan Jargas 

Di tahun 2022 realisasi rumah tangga jargas sebesar 72.640 SR (40.877 

SR melalui APBN yang tersebar di 12 wilayah Kab/Kota dan 31.772 SR Non-

APBN). Sehingga kumulatif pembangunan Jargas total hingga 2022 sebesar 871 

Ribu SR dan target di dalam RUEN sampai dengan tahun 2024 adalah 4,1 juta 

SR, sehingga realisasi rasio terhadap target sebesar 21,26%. Peningkatan 

jumlah sambungan rumah tangga ini akan terus dilakukan oleh Kementerian 

ESDM sesuai yang tertuang dalam Renstra Kementerian ESDM 2020-2024. 

Disamping itu, peningkatan jumlah sambungan rumah tangga yang terbangun 

dan beroperasi diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penggunaan LPG 

3kg yang sebagian besar masih impor. Sehingga dengan demikian kebutuhan 

impor LPG juga dapat ditekan. Hal ini dapat berdampak positif bagi neraca 

perdagangan Indonesia. 

Adanya kebutuhan untuk mencapai target RPJMN pembangunan jaringan 

gas bumi untuk rumah tangga hingga Tahun 2024 sebanyak 4 Juta SR diperlukan 

pendanaan selain menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

yaitu melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

Tahun 2022 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendapatkan persetujuan 

Fasilitas Project Development Facility/PDF dari Kementerian Keuangan untuk 



 

144 
 

Kota Batam dan Kota Palembang dari 23 Kabupaten/Kota yang telah disusun 

Studi Pendahuluan di tahun 2020 dan 2021. Tindak lanjut dari persetujuan PDF 

tersebut, dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Induk (KI) oleh Dirjen 

Migas selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan Direktur 

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. 

Untuk melaksanakan PDF ini DJPPR menunjuk PT Penjaminan 

Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII untuk menyiapkan dokumen Outline 

Business Case/OBC dan Final Business Case/FBC. Hingga saat ini pelaksanaan 

fasilitas PDF yaitu penyusunan Kajian Hukum dan Kelembagaan serta 

pelaksanaan Real Demand Survey (RDS) di Kota Batam. 

Permasalahan umum yang sering dihadapi adalah terkait perizinan, 

sehingga diperlukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak  terkait. Selain 

itu masih terdapat dokumen perencanaan yang tidak valid, sehingga pada saat 

pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan dan perlu re-engineering serta 

penambahan anggaran. 

Dalam rangka meningkatkan performa kegiatan Pembangunan Jaringan 

Gas untuk Rumah Tangga baik dari sisi Perencanaan, Pengadaan maupun 

Pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga, Direktorat Perencanaan dan 

Pembangunan Infrastruktur Migas telah melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Sebelum ditetapkan lokasi Pembangunan Jargas, dilakukan koordinasi 

dengan Pemda setempat, PT Pertamina (Persero) Cq PT PGN untuk 

Rencana Pembangunan Jargas TA 2022; 

b. Penyusunan Risk Register Pembangunan Jargas untuk menganalisa dan 

mitigasi resiko pada saat pelaksanaan pembangunan Jargas; 

c. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan 

Pembangunan Jargas (Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan 

PT KAI, serta stakeholder terkait); 

d. Dilakukan koordinasi dengan Pemda setempat dan penandatanganan MoU 

bahwa Pemda mendukung penuh pelaksanaan pembangunan Jargas. 
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Tabel 49. Jumlah Rumah Tangga Jargas tahun 2022 

No Indikator Realisasi Persentase 
Capaian 

1 Rumah tangga jargas 871.645 SR 

21,26% 
2 

Target dalam RUEN sampai 
dengan tahun 2024 

4,1 juta SR 

 

- Utilisasi kapasitas regasifikasi unit (bobot 16,67%) 

Sub parameter utilisasi kapasitas regasifikasi unit merupakan perbandingan 

antara kapasitas regasifikasi unit terhadap penyaluran gas.  

Sejak diterbitkan Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi, maka terbuka kesempatan seluas - luasnya bagi seluruh badan 

usaha (BUMN, BUMD, swasta, koperasi) untuk ikut serta dalam kegiatan usaha 

hilir Minyak dan Gas Bumi. Seluruh badan usaha memiliki kesempatan yang 

sama untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur hilir Minyak dan Gas 

Bumi, sehingga berdampak pada fasilitas penyimpanan di Indonesia mengalami 

perkembangan dari segi kapasitas maupun lokasi. Salah satu bentuk pembinaan 

dan pengendalian dari Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha hilir 

Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan penerbitan Izin Usaha untuk kegiatan usaha 

hilir Minyak dan Gas Bumi.  

Mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang 

Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Menteri 

ESDM Nomor 52 Tahun 2018, perizinan di industri Minyak dan Gas Bumi 

disederhanakan menjadi 6 jenis perizinan yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin 

Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga, Izin Usaha Pengangkutan, Izin 

Pemanfaatan Data dan Izin Survei. Untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha 

Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha wajib memiliki Izin Usaha 

Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi. 

Dalam rangka menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi 

para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing, diterbitkan Undang - 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditindaklanjuti dengan 

penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri 
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ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM.  

Realisasi kapasitas penyimpanan dan regasifikasi LNG pada tahun 2022 

adalah sebesar 851.112 m3 dan realisasi penyaluran gas adalah 851.112 m3, 

sehingga realisasi rasio mencapai 100%. 

 

Gambar 59. Unit Penyimpanan dan Regasifikasi LNG 

Tabel 50. Utilisasi kapasitas regasifikasi unit tahun 2022 

No Indikator Realisasi Persentase Capaian 

1 Kapasitas regasifikasi unit 851.112 m3 100% 

2 Penyaluran gas 851.112 m3 

 

c. Kehandalan infrastruktur LPG (bobot 10,51%) 

- Kapasitas produksi LPG (dibandingkan Target RUEN 2024) (bobot 33,33%) 

Sub parameter kapasitas produksi LPG terhadap target di dalam RUEN 

merupakan perbandingan antara target jumlah kapasitas produksi LPG terhadap 

kesesuaian target di dalam RUEN. Dengan dilakukan perbandingan antara 

kedua indikator tersebut, dapat dihitung jumlah kapasitas produksi LPG dan 

pergerakan realisasi setiap tahunnya. 
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Tabel 51. Perkembangan kapasitas produksi LPG 
 

 

 

 

 

Liquified Petroleum Gas (LPG) dihasilkan dari kilang LPG skema hulu, 

kilang LPG skema hilir, kilang minyak PT. Pertamina dan PT. Trans Pacific 

Petrochemical Indotama (ex fasilitas kilang LPG PT. Tuban LPG Indonesia). 

Pada tahun 2020, kilang LPG skema hulu dan hilir yang tidak beroperasi, tidak 

memproduksi LPG, dan/atau tidak memiliki Izin Usaha Pengolahan tidak 

dimasukkan dalam total kapasitas kilang. 

Untuk peningkatan kapasitas produksi LPG rencananya berasal dari 

pengembangan kilang minyak RDMP dan pembangunan kilang minyak 

baru/GRR. LPG merupakan produk non BBM yang dihasilkan dari kilang minyak. 

Pengembangan kilang minyak RDMP rencananya akan dilakukan di kilang RU 

IV Cilacap, kilang RU V Balikpapan, dan kilang RU VI Balongan, sedangkan 

pembangunan kilang minyak baru GRR rencananya akan dibangun di Tuban. 

Untuk pembangunan kilang LPG baru mengalami tantangan dimana kondisi rich 

gas di Indonesia saat ini sudah sangat sulit, sehingga diperlukan koordinasi 

antara Kementerian  ESDM dan SKK Migas terkait potensi rich gas di Indonesia 

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kilang.  

Di tahun 2022 realisasi kapasitas produksi LPG 3.820.000 Mton dan target 

di dalam RUEN adalah 3.976.726 ton, sehingga  realisasi rasio sebesar 97,51%, 

Dibandingkan tahun 2021, tidak terdapat penurunan pada kapasitas produksi 

LPG sebesar 58.000 ton. 

Tabel 52. kapasitas produksi LPG (dibandingkan Target RUEN 2024) tahun 2022 

No Indikator Realisasi Persentase 
Capaian 

1 Kapasitas produksi LPG 3.820.000 ton 
97,51% 

2 Target dalam RUEN 3.976.726 ton 

 

 

 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Target 4,64 4,74 3,88 3,88 3,88 

Realisasi 4,74 4,74 3,88 3,88 3,82 
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- Utilisasi Produksi Kilang LPG (bobot 33,33%) 

Sub parameter utilisasi produksi Kilang LPG merupakan perbandingan 

antara kapasitas produksi LPG terhadap produksi LPG. Dengan dilakukan 

perbandingan antara kedua indikator tersebut, dapat dihitung kemampuan 

infrastruktur produksi LPG, dibandingkan dengan hasil aktual produksi LPG. 

 

Gambar 60. Produksi LPG 

Di tahun 2022 realisasi kapasitas produksi LPG adalah 3.820.000 ton dan 

realisasi produksi LPG adalah 1.981.344,5 ton, sehingga realisasi capaian 

sebesar 51,87%. Pada tahun 2021 utilisasi produksi kilang LPG sebesar 49,06%, 

dengan demikian terdapat peningkatan sebesar 2,81%  

Tabel 53. Utilisasi produksi Kilang LPG tahun 2022 

No Indikator Realisasi Persentase Capaian 

1 Kapasitas produksi LPG 3.820.000 ton 
51,87% 

2 Produksi LPG 1.981.344,5 ton 

 

- Rasio Produksi terhadap Total Konsumsi LPG (bobot 33,33%) 

Sub parameter rasio produksi terhadap total konsumsi LPG merupakan 

perbandingan antara produksi LPG terhadap konsumsi LPG dalam negeri. 

Dengan dilakukan perbandingan antara kedua indikator tersebut, dapat dihitung 

kemampuan produksi LPG nasional dibandingkan dengan kebutuhan LPG 

nasional. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Produksi LPG (Ribu MTon)2,31 2,23 2,01 2,00 1,94 1,92 1,90 1,98

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50
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Gambar 61. Produksi LPG 

Di tahun 2022 realisasi produksi LPG adalah 1.981.344,5 ton dan konsumsi 

LPG adalah 8.561.969,58 ton, sehingga realisasi rasio sebesar 23,14%. Produksi 

LPG tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 1.981.344,5 ton 

dibandingkan dengan produksi LPG tahun 2021 sebesar 1.902.557 ton. 

 

Gambar 62. Perkembangan Kebutuhan LPG 

Kebutuhan LPG di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 

tahun 2015. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya rumah tangga dan 

usaha mikro memakai LPG sebagai bahan bakar untuk memasak.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Produksi LPG (Ribu MTon)2,31 2,23 2,01 2,00 1,94 1,92 1,90 1,98

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kebutuhan LPG (Juta Mton)6,31 6,64 7,20 7,56 7,78 8,02 8,36 8,56

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Ju
ta

 M
T
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Gambar 63. Perkembangan Impor LPG 

 Untuk memenuhi kebutuhan LPG yang semakin meningkat dari tahunke 

tahun, pemerintah Indonesia masih melakukan impor LPG. Besarnya impor LPG 

cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, pemerintah mengimpor LPG 

untuk memenuhi kebutuhan LPG di dalam negeri sebesar 6.738.381 ton.  

Di tahun 2022 realisasi produksi LPG adalah 1.981.344,5 ton dan konsumsi 

LPG adalah 8.561.969,58 ton, sehingga realisasi rasio sebesar 23,14%. Terjadi 

penurunan realisasi rasio dari 25% pada 2021 menjadi 23,14% di tahun 2022. 

Tabel 54. Rasio Produksi terhadap Total Konsumsi LPG tahun 2022 

No Indikator Realisasi Realisasi Rasio 

1 Produksi LPG 1.981.344,5 ton 23,14% 

2 Konsumsi LPG 8.561.969,58 ton 

 

d. Kehandalan infrastruktur listrik (bobot 25,72%) 

- Rasio Elektrifikasi (RE) (bobot 12,5%) 

Sub parameter capaian Rasio Elektrifikasi merupakan indikator untuk 

mengukur akses listrik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rasio Elektrifikasi adalah 

perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total. 

Untuk pemenuhan penyediaan energi dan pemanfaatan energi, dalam KEN 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Impor LPG (Juta Mton)4,24 4,48 5,46 5,57 5,71 6,40 6,34 6,74

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00
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menyebutkan diperlukan beberapa pencapaian sasaran kebijakan energi 

nasional salah satu diantaranya, yaitu tercapainya Rasio Elektrifikasi sebesar 

85% pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020. Formulasi 

perhitungan RE adalah sebagai berikut:  

ὙὉ = ὐόάὰὥὬ ὙόάὥὬ ὝὥὲὫὫὥ (ὙὝ) ὄὩὶὰὭίὸὶὭὯ    × 100% 
          ὐόάὰὥὬ ὙόάὥὬ ὝὥὲὫὫὥ (ὙὝ) ὔὥίὭέὲὥὰ        

RE dihitung oleh Kementerian ESDM setiap triwulan (April, Juli, Oktober, 

dan Januari) dengan stakeholder terkait, PT PLN (Persero), Badan Pusat 

Statistik, Kantor Staf Presiden, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, 

Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada perhitungan Rasio Elektrifikasi tahun 2022, 

rumah tangga nasional merupakan proyeksi dari Sensus Penduduk tahun 2020 

atau kesepakatan antara PT (Persero) wilayah dengan Pemerintah Daerah 

setempat. Rumah tangga berlistrik terdiri dari: 

1. Rumah tangga yang dilistriki oleh PT PLN (Persero) 

2. Rumah tangga yang dilistriki oleh Non PT PLN (Persero). Rumah tangga ini 

bisa dilistriki oleh Pemerintah Daerah, koperasi, atau swadaya masyarakat. 

3. Rumah tangga yang dilistriki melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat 

Energi (LTSHE). Program LTSHE merupakan program Pemerintah melalui 

Kementerian ESDM untuk memberikan akses penerangan kepada 

masyarakat yang berada di wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal dan Terluar), 

khususnya masyarakat yang berada di desa yang masih gelap gulita, yang 

tak pernah memperoleh akses energi listrik. Program yang dilaksanakan pada 

tahun 2017-2019 ini diharapkan menjadi salah satu solusi penerangan dan 

energi listrik, yang difokuskan bagi pedesaan yang terisolir dan sulit dijangkau 

PT PLN (Persero). 

Berdasarkan Berita Acara penetapan Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio 

Desa Berlistrik (RD) periode Triwulan IV Tahun 2022 yang ditetapkan pada 1 

Februari 2023, realisasi Rasio Elektrifikasi Nasional pada Triwulan IV Tahun 

2022 sebesar 99,63% dengan rincian data sebagai berikut: 

1. Rumah Tangga (RT) Berlistrik PLN  : 78.328.012 RT 

2. Rumah Tangga (RT) Berlistrik Non PLN : 1.270.382 RT 

3. Rumah Tangga (RT) Berlistrik LTSHE : 339.256 RT 

4. Rumah Tangga (RT) Berlistrik  : 79.937.650 RT 



 

152 
 

5. Rumah Tangga (RT) Nasional  : 80.230.859 RT 

6. Rasio Elektrifikasi Nasional  : 99,63 % 

 

Target Rasio Elektrifikasi Nasional sebesar 100% diharapkan dapat dicapai 

pada tahun 2024 dengan memprioritaskan penyediaan tenaga listrik di wilayah 

Indonesia Timur serta daerah 3T yang kondisi listriknya masih minim dengan 

mempertimbangkan faktor keamanan. Apabila dilihat secara rinci, berikut tabel 

sebaran Rasio Elektrifikasi per provinsi tahun 2022. 

 

Tabel 55. Sebaran Rasio Elektrifikasi per Provinsi pada Triwulan IV Tahun 2022 

 

 PLN  NON PLN  LTSHE  TOTAL 

1                       99,96                         0,01                         0,03                       99,99 

2                       99,80                         0,04                         0,15                       99,99 

3                       98,81                         0,95                         0,23                       99,99 

4                       94,74                         5,21                         0,04                       99,99 

5                       99,46                         0,53                                -                       99,99 

6                       95,50                         3,95                         0,54                       99,99 

7                       98,98                         0,05                         0,96                       99,99 

8                       99,99                                -                                -                       99,99 

9                       97,83                         2,07                                -                       99,90 

10                       99,78                         0,06                         0,15                       99,99 

11                       99,97                         0,02                                -                       99,99 

12                       99,68                         0,28                                -                       99,96 

13                           100                                -                                -                           100 

14                       99,99                                -                                -                       99,99 

15                       89,33                       10,66                                -                       99,99 

16                       99,27                         0,12                                -                       99,39 

17                           100                                -                                -                           100 

18                       99,73                         0,09                         0,16                       99,98 

19                       69,06                       22,27                         1,37                       92,70 

20                       93,91                         5,23                         0,50                       99,64 

21                       94,31                         2,27                         0,78                       97,36 

22                       99,68                         0,01                         0,30                       99,99 

23                       94,80                         4,88                         0,31                       99,99 

24                       98,05                         0,69                         1,25                       99,99 

25                       99,33                         0,66                                -                       99,99 

26                       99,51                         0,09                         0,40                       99,99 

27                       98,33                         0,62                         0,59                       99,55 

28                       91,53                         6,98                         0,33                       98,85 

29                       89,48                         9,91                         0,37                       99,77 

30                       96,75                         3,19                         0,05                       99,99 

31                       91,33                         0,81                         1,32                       93,46 

32                       87,42                       10,75                         1,82                       99,99 

33                       88,35                         7,17                         4,47                       99,99 

34                       87,67                       10,56                         1,75                       99,99 

35                       89,22                         9,19                         1,34                       99,75 

36                       47,36                         7,82                       38,67                       93,85 

37                       12,09                       24,05                       57,18                       93,32 

38                       73,54                       16,17                         8,47                       98,18 

                      97,63                         1,58                         0,42                       99,63 

NO PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
 RE (%) 
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Gambar 64. Peta Sebaran Rasio Elektrifikasi pada Triwulan IV Tahun 2022 

Apabila melihat rincian tabel di atas dapat diketahui bahwa provinsi Papua 

Tengah dan Papua Pegunungan memiliki jumlah rumah tangga berlistrik Non 

PLN dan LTSHE lebih banyak dibandingkan 36 provinsi lainnya. Hal ini 

dikarenakan posisi geografis, sebaran penduduk, dan kondisi jaringan listrik 

eksisting di provinsi tersebut. 

Untuk dapat mencapai Rasio Elektrifikasi sebesar 100%, yang berarti tidak 

ada satupun rumah tangga yang belum berlistrik, Pemerintah bersama dengan 

stakeholder terkait memiliki strategi pencapaian sebagai berikut: 

1. Perluasan jaringan (grid extension) untuk desa yang dekat jaringan distribusi 

eksisting. Grid Extension menjadi pilihan utama untuk melistriki dusun belum 

berlistrik, penggantian LTSHE maupun melistriki desa berlistrik non PLN 

2. Mini Grid dilakukan melalui pembangunan pembangkit dengan 

memanfaatkan potensi EBT setempat untuk daerah yang sulit dijangkau 

perluasan jaringan listrik PLN dan masyarakatnya bermukim secara 

berkelompok (komunal). Contoh untuk daerah Kepulauan. 

3. Pembangkit EBT+SPEL+APDAL untuk melistriki desa belum berlistrik yang 

masyarakatnya bermukim tersebar (scattered) sehingga membangun 

jaringan listrik tidak dimungkinkan (membutuhkan biaya yang sangat besar). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen 

ESDM) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Energi 

Listrik dan Alat Penyalur Daya Listrik Bagi Masyarakat di Daerah Sulit 
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Dijangkau dengan Jaringan Tenaga Listrik, Alat Penyalur Daya Listrik yang 

selanjutnya disebut APDAL adalah peranti penyaluran daya listrik berbasis 

baterai yang dapat diisi ulang pada SPEL. Stasiun Pengisian Energi Listrik 

(SPEL) adalah pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi 

Terbarukan setempat sebagai sarana pengisian energi listrik untuk APDAL. 

Penyediaan SPEL, paket APDAL, dan cadangan APDAL diperuntukkan bagi 

masyarakat yang berada di daerah sulit dijangkau dengan jaringan tenaga 

listrik. Daerah sulit dijangkau tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri. Paket APDAL terdiri 

dari APDAL dan Instalasi Rumah Arus Searah (IRAS). IRAS merupakan 

instalasi listrik searah yang memperoleh pasokan listrik dari APDAL dan 

dipasang pada rumah pengguna paket APDAL termasuk bangunan fasilitas 

umum dan/atau fasilitas sosial.  Dalam implementasi Permen ESDM Nomor 

22 Tahun 2021 ini, PT PLN (Persero) bertanggung jawab atas pelaksanaan 

pengadaan, pendistribusian, dan pemasangan SPEL. Biaya pengadaan, 

pendistribusian, dan pemasangan SPEL dibebankan pada anggaran PT PLN 

(Persero). Pengadaan, pendistribusian, dan pemasangan Paket APDAL dan 

Cadangan APDAL bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

atau melalui mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pengadaan, pendistribusian, dan pemasangan Paket APDAL dan 

Cadangan APDAL dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal EBTKE 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data 

Direktorat Jenderal EBTKE yang disampaikan pada acara penetapan Rasio 

Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik periode Triwulan IV 2022 (1 Februari 

2023), tahun 2021 sudah terpasang 1.232 APDAL dan 47 SPEL di 37 Desa, 

tahun 2022 sudah terpasang 11.365 APDAL dan 216 SPEL di 178 Desa, dan 

direncanakan tahun 2023 terpasang 8.097 APDAL dan 296 SPEL di 90 Desa 

sehingga total pemasangan dari tahun 2021-2023 diharapkan mencapai 

20.694 APDAL dan 559 SPEL di 305 Desa. Namun demikian, realisasi 

penyediaan SPEL, paket APDAL, dan cadangan APDAL ini dalam 

perhitungan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Nasional baru akan 

dilaksanakan rapat sinkronisasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 

mengenai data jumlah desa dan Rumah Tangga yang dilistriki melalui 

SPEL+APDAL bersama-sama dengan Direktorat Jenderal EBTKE, PT PLN 
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(Persero), dan Pemerintah Daerah di wilayah Papua dan Papua Barat 

sebelum penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Triwulan I 

Tahun 2023. 

Data desa berlistrik berdasarkan hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi 

Lisdes Triwulan IV 2022 dan Pemutakhiran Data Desa Berlistrik PLN bersama 

PLN Direktorat Distribusi sesuai Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022, 

adalah sebagai berikut:  

1. Desa Nasional  : 83.467 Desa 

2. Desa Berlistrik PLN  : 76.048 Desa 

3. Desa Berlistrik Non PLN : 4.313 Desa 

4. Desa Berlistrik LTSHE : 2.931 Desa 

5. Desa Belum Berlistrik : 175 Desa 

6. Rasio Desa Berlistrik  : 99,79 %  

Rasio Desa Berlistrik adalah perbandingan jumlah desa berlistrik dengan 

jumlah desa total. Perhitungan Rasio Desa Berlistrik tahun 2022 dilaksanakan 

bersamaan penetapan hasil perhitungannya bersama dengan Rasio Elektrifikasi. 

Formula perhitungan Rasio Desa Berlistrik, yaitu: 

ὙὥίὭέ ὈὩίὥ ὄὩὶὰὭίὸὶὭὯ 
ὐόάὰὥὬ ὈὩίὥ ὄὩὶὰὭίὸὶὭὯ

ὐόάὰὥὬ ὈὩίὥ ὔὥίὭέὲὥὰ
ρππϷ 

Pada perhitungan tahun 2022, desa nasional adalah jumlah desa sesuai 

dengan data Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan 

Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 

2021. Desa berlistrik terdiri dari: 

1. Desa yang dilistriki oleh PT PLN (Persero). 

2. Desa yang dilistriki oleh Non PT PLN (Persero). Desa ini bisa dilistriki oleh 

Pemerintah Daerah, koperasi, atau swadaya masyarakat. 

3. Desa yang dilistriki melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi 

(LTSHE). 

Dalam melistriki desa belum berlistrik, terdapat tantangan pelaksanaan 

pekerjaan, seperti: 

1. Perencanaan yang belum akurat akibat belum dilakukan survei lokasi 

2. Aksesibilitas menuju lokasi kurang kondusif 

3. Keterbatasan mitra kerja yang berkompeten 
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4. Beberapa daerah termasuk dalam daerah rawan keamanan sehingga sulit 

untuk ditembus 

5. Lahan kerja pada beberapa lokasi merupakan tanah bebatuan keras/rawa 

6. Belum tersedia tenaga operator di beberapa lokasi yang isolated 

7. Adanya keterlambatan alokasi/pengiriman dan stock Material Distribusi 

Utama (MDU) di Gudang 

8. Adanya permasalahan lahan/isu sosial pada beberapa lokasi 

9. Kemampuan ekonomi masyarakat rendah (Pembayaran Biaya 

Penyambungan dan Biaya Pemakaian Tenaga Listrik Bulanan) 

Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan solusi yang 

multipihak, seperti: 

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian ESDM, TNI, dan  PT PLN 

(Persero), untuk pendampingan survey dan pemasangan di daerah rawan. 

2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang 

akan membantu fasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk 

penyediaan akses jalan/jembatan dalam rangka melistriki desa di Kawasan 

Transmigrasi. 

3. Permen ESDM No. 22 Tahun 2021 mengatur biaya pemakaian tenaga listrik 

dan biaya penyambungan yang dikenai pada setiap SPEL dengan aturan 

sebagai berikut: 

a. Biaya pemakaian tenaga listrik merupakan biaya pemakaian golongan 

tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah 

dengan daya sampai dengan 450 VA (R-1/TR) sesuai dengan 

ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan mengenai tarif 

tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) yang berlaku 

untuk tarif tenaga listrik prabayar. 

b. Biaya pemakaian tenaga listrik untuk tahun pertama bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara. 

c. Biaya penyambungan untuk setiap SPEL ditetapkan sebesar Rp0 (nol 

rupiah). 

Adapun secara teknis, kendala penyelesaian pekerjaan beserta solusinya, 

dalam melistriki desa belum berlistrik yang sudah dilakukan oleh PT PLN 

(Persero) di tahun 2022, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 



 

157 
 

 

Gambar 65. Kendala Penyelesaian Pekerjaan Melistriki Desa Belum 

Berlistrik 

Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah menyediakan dana untuk 

kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga 

listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah 

terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik pedesaan. Sebagai upaya 

dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan pemenuhan energi listrik bagi rumah 

tangga tidak mampu, Pemerintah memberikan akses pelayanan penyambungan 

jaringan tenaga listrik melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu, 

mendefinisikan BPBL sebagai bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah 

tangga tidak mampu yang meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya 

pemasangannya, biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan 

baru ke PT PLN (Persero), dan pengisian token listrik perdana. Calon penerima 

BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN 

(Persero) dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik 

tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan.  Selain 

itu, calon penerima BPBL harus terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, 

berdomisili di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, dan/atau berdasarkan 

validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat layak menerima BPBL. 

Pemberian BPBL secara gratis hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap 

penerima BPBL. Penerima BPBL harus memelihara dan merawat instalasi 
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tenaga listrik dan tidak memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan BPBL 

kepada pihak lain. 

Kegiatan pengadaan dan pemasangan BPBL dilaksanakan melalui 

penugasan kepada PT PLN (Persero). Pendanaan kegiatan BPBL bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian ESDM. Pada tahun 

2022, telah terealisasi 80.183 rumah tangga di 22 provinsi yang menerima BPBL. 

Pada tahun 2023 direncanakan 83.000 rumah tangga di 32 provinsi menerima 

BPBL. Gambaran umum dari BPBL dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 66. Gambaran Umum BPBL 

 

 

Gambar 67. Peta Sebaran, Kuota BPBL, Realisasi BPBL Tahun 2022 

Dalam pelaksanaan BPBL di tahun 2022, tantangan dan kendala yang 

dihadapi, yaitu: 
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1. Lokasi calon penerima BPBL yang tersebar dan berjauhan termasuk ke 

dalam daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (3T) dan pulau terluar serta 

kondisi cuaca menyebabkan distribusi material dan petugas pemasangan di 

lapangan terkendala. 

2. Beberapa lokasi tidak tersedia jaringan internet yang memadai untuk 

pelaksanaan proses BPBL Tahun 2022 yang seluruhnya menggunakan 

aplikasi seperti penerbitan Nomor Induk Data Instalasi  (NIDI), penerbitan 

SLO, dan penyambungan PLN. 

3. Data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk pemenuhan kuota 

80.000 Rumah Tangga (RT), sudah banyak yang menjadi pelanggan PLN 

saat didatangi sehingga harus digantikan dengan data cadangan yang 

tersedia sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk datang ke lokasi 

pengganti yang baru. 

4. Waktu pelaksanaan BPBL yang terbatas (efektif pelaksanaan di lapangan 

dimulai dari 1 September 2022) karena menunggu selesainya proses validasi 

data usulan calon penerima di lapangan yang membutuhkan waktu. Untuk 

pelaksanaan BPBL berikutnya diusulkan agar data calon penerima dapat 

diperoleh lebih awal untuk dapat dilakukan proses validasi. 

 

Gambar 68. Target dan Realisasi Rasio Elektrifikasi Nasional 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Target 99,90% 100% 100% 100% 100% 100%

Realisasi 98,89% 99,20% 99,45% 99,63%

Persentase Capaian 98,99% 99,20% 99,45% 99,63%
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Tabel 56. Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2022 

Indikator Target  Capaian  

Rasio Elektrifikasi 
Nasional 

100% 99,63% 

 

Rasio Elektrifikasi Nasional tahun 2022 terealisasi sebesar 99,63% tidak 

mencapai target kinerjanya sebesar 100% di tahun 2022, namun tetap 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 99,45%. 

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan pada paragraf sebelumnya 

menjadi faktor utama dalam peningkatan nilai Rasio Elektrifikasi Nasional. Selain 

karena tantangan, kendala, dan hambatan yang dijabarkan sebelumnya, kendala 

dan tantangan dari pencapaian target Rasio Elektrifikasi Nasional, yaitu: 

1. Pemerintah daerah tidak mempunyai data rumah tangga belum berlistrik yang 

termutakhir untuk daerah 3T. 

2. Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) untuk 

melaksanakan program listrik pedesaan tidak sesuai dengan rencana yang 

dibutuhkan. Berdasarkan exercise yang dilakukan Direktorat Jenderal 

Ketenagalistrikan tanggal 29 Januari 2023, setidaknya dibutuhkan total 

investasi sebesar Rp30,52Triliun untuk pencapaian Rasio Elektrifikasi 

Nasional sebesar 100% dan peningkatan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) 24 

jam/hari di tahun 2023-2026.  

Tabel 57. Kebutuhan Investasi Pencapaian Rasio Elektrifikasi 100% dan 

Peningkatan TMP 24 Jam / Hari 

NO KEGIATAN 

KEBUTUHAN INVESTASI 
(Rp Triliun)  

2023 2024 2025 2026 TOTAL 

1 
Pemenuhan Rasio 
Desa Berlistrik PLN 
(RD 100%) 

7,24 14,89 - - 22,13 

2 
Penyambungan Listrik 
PLN untuk Rumah 
Tangga (RE 100%) 

1,45 2,43 - - 3,88 

3 
Peningkatan Pasokan 
Listrik (Jam Nyala) 24 
Jam/Hari  

2,40 1,43 0,47 0,21 4,51 

 JUMLAH 11,09  18,75  0,47  0,21  30,52  
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Dalam perhitungan indeks ketahanan energi nasional, Rasio Elektrifikasi 

Nasional  ini dihitung dengan rincian sebagai berikut: 

  

Tabel 58. Rasio Elektrifikasi Nasional dalam Perhitungan Indeks Ketahanan 

Energi Nasional 

Indikator/Parameter Indeks 
Ketahanan Energi 

Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 

Rasio Elektrifikasi 100% 99,63% 

Realisasi Rasio Elektrifikasi 100% 99,63% 

Target Rasio Elektrifikasi 100% 100% 

 

- Penambahan Kapasitas Pembangkit (bobot 12,5%) 

Sub parameter capaian penambahan kapasitas pembangkit merupakan 

indikator untuk mengukur penambahan kapasitas pembangkit dengan target 

yang sudah direncanakan. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, 

dapat diketahui seberapa besar realisasi penambahan kapasitas pembangkit 

setiap tahunnya.  

Berdasarkan target RPJMN tahun 2020 s.d. 2024 total rencana 

pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 27.277 MW. Asumsi yang 

digunakan pada RPJMN adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 7% sesuai 

RUPTL PLN 2019-2028. Dengan adanya penurunan demand listrik akibat 

pandemi Covid 19, maka dilakukan penyesuaian target pembangunan 

infrastruktur tenaga listrik melalui RUPTL PLN 2021-2030 dengan asumsi 

pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. 

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa pergeseran COD 

pembangkit, yang berdasarkan kurva-S proyek sudah siap namun disesuaikan 

COD-nya karena kebijakan manajemen PLN untuk mengatasi over capacity dan 

faktor kemampuan keuangan PLN terkait Take or Pay Pembangkit. 

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian pembangunan pembangkit tahun 2020 

s.d. 2022 sebesar 9.742,53 MW dan diproyeksikan penambahan pada tahun 

2023 sebesar 4.376 MW dan tahun 2024 sebesar 3.536 MW. Dengan demikian 

capaian pembangunan pembangkit dalam RPJMN 2020 s.d. 2024 diproyeksikan 

maksimal mencapai 17.474,53 MW. 
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Gambar 69. Kapasitas Pembangkit Terpasang Nasional (GW) 

 

Gambar 70. Target dan Realisasi Penambahan Pembangkit Tenaga 

Listrik 

 

Di tahun 2022 target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 5.988,6 

MW dan realisasinya adalah 5.338,1 MW (89,14%). Dari tahun 2021 realisasi 

penambahan kapasitas pembangkit mengalami peningkatan yang signifikan. 

Dengan tambahan tersebut, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga 

listrik di Indonesia pada tahun 2022 menjadi sekitar 81,2 GW. Penambahan 

kapasitas pembangkit tenaga listrik di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat 

pertumbuhan konsumsi listrik yang sangat bergantung pada faktor pertumbuhan 

ekonomi yang sulit diprediksi. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

EBT 9,4 9,8 10,5 10,9 11,5 12,6

PLTD 4,4 4,6 4,8 4,9 5,0 5,0

PLTG/GU/MG/MGU 17,7 18,9 19,9 20,8 21,0 21,6

PLTU 30,8 32,1 35,2 37,1 37,5 42,1

Total 62,3 65,4 70,4 73,6 75,0 81,2
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Tabel 59. Penambahan kapasitas pembangkit tahun 2022 

Indikator Target  Realisasi  Persentase Capaian  

Penambahan 
kapasitas pembangkit 

5.986,6 
MW 

5.338,1 
MW  

89,14% 

 

Terkait dengan capaian pembangunan pembangkit tenaga listrik di tahun 

2022 dan kaitannya dengan progres pembangunan pembangkit tenaga listrik 

sesuai dengan RUPTL PT. PLN (Persero) Tahun 2021-2030, terdapat beberapa 

hal penting yang mempengaruhi capaian pembangkit tahun 2022 dan proyeksi 

penambahan kapasitas pembangkit beberapa tahun ke depan, antara lain: 

1. Isu Strategis Over capacity Jamali 

a. Berdasarkan Neraca Daya hasil Monev Realisasi RUPTL PLN, Sistem 

Jamali mengalami kondisi over capacity dengan cadangan operasi di atas 

40% sampai dengan tahun 2025; 

b. Penyebab terjadinya over capacity dikarenakan masuknya pembangkit 

kapasitas besar dan terjadinya bottleneck evakuasi daya di sistem 

tegangan 500 kV ke 150 kV; 

c. Adanya over capacity di Sistem Jamali menyebabkan PLN melakukan 

penyesuaian Jadwal COD pembangkit mengikuti kebutuhan demand. 

2. Isu Strategis Penyelesaian Negosiasi Amandemen PPA 48 Pembangkit EBT 

di Sumatera  

Di sistem Sumatera terdapat permasalahan penyelesaian Negosiasi 

Amandemen PPA 48 Pembangkit EBT dengan total kapasitas 342,91 MW 

yang mengalami kendala negosiasi amandemen PPA (s.d. 12 tahun), yaitu 3 

proyek sudah COD (total kapasitas 18,42 MW), 28 proyek konstruksi (total 

kapasitas 215,89 MW), 12 proyek dalam masa pendanaan (total kapasitas 

64,1 MW), 2 proyek PPA Efektif (total kapasitas 17,5 MW) dan 3 proyek proses 

terminasi/terminasi (27 MW).  

Selain itu terdapat 2 proyek sudah SLO, yaitu PLTM Aek Sisira Simande dan 

PLTM Anggoci yang tidak bisa COD karena terkendala Surat Izin Pengambilan 

dan Pemanfaatan Air (SIPPA) dari Kemen PUPR (total kapasitas 13,6 MW). 

3. Isu Strategis Program Dedieselisasi 

a. Keterlambatan program PLTS Dedieselisasi yaitu sampai dengan TW III 

2022, baru dilaksanakan pengadaan Tahap I ï Batch I Cluster Jamali dan 
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Kalseltengtimra total kapasitas 36 MW (setara dengan PLTS berkapasitas 

45 MWac). Pengadaan tahap I mengalami kendala isu negosiasi harga 

kesepakatan dengan pengembang dan relaksasi TKDN.  

b. Pengadaan Dedieselisasi Tahap I ï Batch 2 (124 MW) dan Batch 3 (50 

MW) akan dilaksanakan tahun 2023 menunggu kesiapan anggaran dan 

dukungan pengadaan. Adapun pengadaan Dedieselisasi Tahap II sebesar 

289 MW masih dalam perencanaan. Dengan demikian, proyeksi COD 

program Dedieselisasi akan mengalami kemunduran 

4. Isu Strategis Perencanaan Kelistrikan IKN 

a. Daftar proyek infrastruktur kelistrikan tahap perencanaan untuk memasok 

kebutuhan Ibukota Negara (IKN) sesuai RUPTL PLN 2021-2030, meliputi: 

1) Jangka pendek dengan pembangunan PLTS kuota tersebar 50 MW 

target COD 2025, dan PLT Bayu (70 MW) Rencana COD 2024/2025 

serta pembangunan Gardu Induk di wilayah IKN. 

2) Jangka menengah dengan pembangunan PLTA di beberapa lokasi di 

Kalimantan Utara (PLN dan IPP) dengan total 910 MW, di antaranya 

PLTA Kayan, Mentarang (IPP), PLTA Tabang & PLTA Kelai (PLN) 

dengan rencana COD 2028.     

b. Terdapat potensi keterlambatan proyek jika PLTS Kuota tersebar dan 

PLTBayu tidak segera dimulai pengadaan dan konstruksinya di tahun 

2023. 

5. Isu Strategis Relokasi PLTG/U Jawa keluar sistem 

a. Relokasi PLTG/GU dari Jawa dalam rangka memenuhi kebutuhan daya 

pelanggan besar di regional Kalimantan (684 MW, COD 2023 s.d. 2026) 

dan regional Sulawesi Maluku Papua Nusa Tenggara (850 MW, COD 

2023 dan 2024) diperkirakan mengalami kemunduran. Hanya relokasi 

PLTG Grati (2 x 100 MW) yang berjalan sesuai target. 

b. Selain untuk memenuhi kebutuhan daya pelanggan besar, ketepatan 

waktu COD relokasi PLTG/U khususnya di Sistem Sulawesi sangat 

membantu kecukupan pasokan daya setelah diputusnya kontrak operasi 

PLTGU Sengkang sebesar 315 MW. 

6. Isu Strategis Pembangkit Gas Terkendala 

a. Keterlambatan penyelesaian 26 proyek PLTG/MG (583 MW) beserta 

jaminan ketersediaan pasokan gas dan infrastruktur gasifikasinya di 
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Indonesia timur yang seharusnya COD di 2022 untuk mitigasi sistem 

defisit dan penguatan kecukupan pasokan listrik, dikarenakan belum 

adanya penganggaran dan keterlambatan konstruksi.  

b. Keterlambatan penyelesaian 8 proyek PLTMG (70 MW) terkendala 

performa kontraktor yang tidak dapat meneruskan proyek karena masalah 

kesulitan finansial kontraktor.  

c. Dampak keterlambatan proyek ini selain sistem berpotensi defisit juga 

memperpanjang penggunaan dan/atau sewa PLTD dan konsumsi BBM. 

Menanggapi isu-isu strategis dan permasalahan tersebut di atas, Ditjen Gatrik 

telah mengirimkan surat rekomendasi kepada PLN sesuai surat Nomor  

B-2673/TL.03/DJL.2/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Detail Tindak Lanjut 

Monev dan Rekomendasi Percepatan Realisasi RUPTL PLN 2021-2030 Periode TW 

III Tahun 2022, dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Manajemen percepatan realisasi pembangkit EBT 

a. Agar dalam menyusun RKAP, PLN memperhatikan dan menyesuaikan 

dengan target dalam RUPTL. Hal ini agar target dalam RUPTL dapat 

sinkron dan mengurangi deviasi realisasi terhadap target. 

b. Dengan adanya keterlambatan proyek pembangkit EBT yang cukup besar, 

agar PLN segera menghitung dengan cermat proyeksi bauran EBT tahun 

2025 dan mitigasi untuk pencapaiannya. 

c. Mempercepat penyusunan kajian KKP dan KR untuk pembangkit EBT yang 

masih tahap perencanaan dan mempercepat pelaksanaan pengadaan 

Pembangkit EBT. Diharapkan untuk pembangkit EBT yang akan COD s.d. 

5 tahun kedepan segera disiapkan KKP dan KR-nya sehingga siap untuk 

pengadaan. Selain itu perlu mempercepat penyiapan anggaran dan proses 

pengadaan. 

2. Sinkronisasi dan Percepatan Proyek infrastruktur kelistrikan IKN 

a. Agar PLN mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan IKN sesuai 

RUPTL PLN. 

b. Agar PLN berkoordinasi lebih intensif bersama Kementerian ESDM kepada 

Badan Otorita IKN untuk memperoleh legal standing pengelolaan tenaga 

listrik di IKN, serta mensinkronkan progres pembangunan infrastruktur 

kelistrikan IKN. 
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3. Pengembangan pembangkit gas dan infrastruktur gasifikasi-nya 

a. Agar PLN segera menyelesaikan proses terminasi/penunjukan kontraktor 

baru untuk melanjutkan pekerjaan konstruksi 8 PLTMG terkendala.  

b. Agar PLN mempercepat proses penganggaran dan pelaksanaan 

pengadaan 26 PLTMG di Indonesia Timur yang seharusnya sudah COD di 

tahun 2022. 

c. Terhadap proyek PLTMG yang belum mendapatkan jaminan pasokan gas 

dan infrastruktur pendukungnya agar dibuat pemetaan yang diselesaikan 

pada tahun 2023. Diharapkan PLTMG tersebut di atas dapat COD di tahun 

2024 dan 2025. 

d. Agar PLN membuat mitigasi sehingga sistem tidak defisit akibat mundurnya 

COD PLTMG tersebut. 

4. Percepatan realisasi program Dedieselisasi  

a. Agar PLN segera membuat peta jalan/roadmap target dan realisasi 

program Dedieselisasi secara lebih detail, lebih terukur dan lebih cepat. 

b. Terhadap kendala negosiasi harga dan relaksasi TKDN solar PV pada 

program Dedieselisasi agar penyelesaiannya dilakukan secara clustering 

(berkelompok) bukan secara per proyek dengan bantuan K/L terkait, 

sehingga penyelesaian permasalahan proyek lebih cepat. 

5. Penyelesaian Negosiasi Amandemen PPA pada pembangkit EBT 

a. Terkait dengan penyelesaian amandemen negosiasi PPA pada pembangkit 

EBT, diharapkan PLN berkoordinasi lebih intensif dengan Ditjen Gatrik dan 

Ditjen EBTKE agar dapat disesuaikan dengan Perpres EBT. 

b. Terhadap PLTM Aek Sisira Simande dan PLTM Anggoci yang sudah SLO 

namun belum mendapatkan SIPPA dari Kementerian PUPR sehingga 

belum dapat dioperasikan, diharapkan PLN berkoordinasi lebih intensif 

dengan Ditjen Gatrik dan Kemenkomarves. 

c. Terhadap proyek yang diterminasi agar PLN melaporkan secara resmi 

kepada Bapak Menteri terkait kronologi, dampak dan tindaklanjut 

pengembangan kuota PLT EBT selanjutnya. 

6. Percepatan realisasi relokasi pembangkit gas 
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a. Agar PLN membuat pemetaan relokasi pembangkit gas dari Jawa keluar 

Jawa secara lebih detail, lebih terukur dan lebih cepat. 

b. Agar PLN segera menyelesaikan dokumen kajian KKP dan KR serta 

penyiapan anggaran terhadap proyek relokasi pembangkit gas tersebut 

pada tahun 2023. 

7. Dalam rangka mitigasi over capacity sistem Jamali, agar PLN juga turut 

memperhatikan penguatan penyaluran tenaga listrik, terutama uprating dan 

atau penambahan unit IBT 500/150 kV yang sudah overload pembebanannya. 

8. Dalam rangka peningkatan efektivitas Monev Realisasi RUPTL PLN, Ditjen 

Gatrik bersama PLN mengembangkan Aplikasi Digitalisasi Monev Realisasi 

RUPTL ñMercusuarò berdasarkan Kepdirjen Ketenagalistrikan Nomor 

660K/TL.03/DJL.2/2022 tanggal 30 November 2022. 

 

Dalam perhitungan indeks ketahanan energi nasional, penambahan 

kapasitas pembangkit nasional ini dihitung dengan rincian sebagai berikut: 

  

Tabel 60. Penambahan Kapasitas Pembangkit dalam Perhitungan Indeks 

Ketahanan Energi Nasional 

Indikator/Parameter Indeks 
Ketahanan Energi 

Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 

Penambahan Kapasitas 
Pembangkit 

100% 89,14% 

Realisasi Kapasitas 
Pembangkit (MW) 

5.988,64 5.338,1 

Target Kapasitas Pembangkit 
tahun berjalan (MW) 

5.988,64 5.988,64 

 
 

- Konsumsi listrik per kapita (bobot 12,5%)  

Sub parameter capaian konsumsi listrik per kapita merupakan indikator 

untuk mengukur konsumsi listrik per kapita dengan kesesuaian target yang 

sudah direncanakan. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat 

diketahui seberapa besar pergerakan realisasi konsumsi listrik per kapita setiap 

tahunnya. 

Konsumsi listrik per kapita dapat didefinisikan sebagai jumlah energi listrik 

yang dikonsumsi untuk setiap orang dalam suatu wilayah tertentu, baik 
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digunakan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam jangka waktu 

satu tahun. Pemakaian energi listrik yang secara langsung dapat digunakan 

misalnya dalam bentuk penerangan kepada masyarakat umum, maupun dalam 

penggunaan peralatan rumah tangga. Pemakaian energi listrik yang secara tidak 

langsung misalnya dalam pemakaian alat-alat industri yang dapat menghasilkan 

produk-produk yang dapat bermanfaat bagi manusia sehingga menciptakan 

peningkatan ekonomi. 

Konsumsi listrik per kapita dihitung dari total energi listrik yang dikonsumsi 

dibagi dengan jumlah orang pada wilayah tertentu. Energi listrik yang dikonsumsi 

ini didapatkan dari energi listrik dari dihasilkan dari pembangkit-pembangkit 

tenaga listrik yang telah sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Untuk konsumsi listrik per kapita nasional, jumlah energi listrik didapatkan 

dari penjualan energi listrik pada perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha 

penyediaan tenaga listrik dari PT PLN (Persero) dan Private Power Utility (PPU) 

lainnya serta energi listrik dari pemakaian sendiri pemegang Izin Usaha 

Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS). Jumlah 

penduduk Indonesia menggunakan data proyeksi penduduk dari Badan Pusat 

Statistik (BPS). Secara matematis, konsumsi listrik per kapita didapatkan dengan 

perhitungan rumus sebagai berikut. 

 

Gambar 71. Formula Perhitungan Konsumsi Listrik per Kapita 
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Gambar 72. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Konsumsi 

Listrik per Kapita Nasional 

 

Gambar 73. Konsumsi Listrik per Kapita Negara-Negara ASEAN 

Keterangan: 

- Baseline RUEN tahun 2014 serta target RUEN tahun 2025 dan 2050 

berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Target 1.200 1.142 1.203 1.268 1.336 1.408

Realisasi 1.084 1.089 1.123 1.173

Usulan Target Revisi RENSTRA 1.131 1.167 1.206

Baseline RUEN Tahun 2014 787,4 787,4 787,4 787,4 787,4 787,4

Target RUEN Tahun 2025 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Target RUEN Tahun 2050 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Persentase Capaian 90,33% 95,36% 93,35% 92,51%
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- Data konsumsi listrik per kapita Indonesia sampai dengan prognosis realisasi 

tahun 2022 sedangkan negara lainnya merupakan data tahun 2021 yang 

disitasi dari https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-

generation?tab=table&region=Asia  

Pada tahun 2022, indikator kinerja konsumsi listrik per kapita nasional 

memiliki target kinerja sebesar 1.268 kWh/kapita. Berdasarkan perhitungan, 

realisasi konsumsi listrik per kapita tahun 2022 adalah sebesar 1.173 kWh/kapita 

dengan konsumsi listrik nasional sebesar 322.337 GWh dan penduduk nasional 

berdasarkan data proyeksi BPS SUPAS 2015-2045 di tahun 2022 sebesar 

274.859.100 Jiwa. Konsumsi listrik per kapita nasional tahun 2021 sebesar 1.123 

kWh/kapita. Peningkatan konsumsi listrik per kapita nasional dari tahun 2021 ke 

tahun 2022 seiring dengan adanya pertumbuhan penjualan tenaga listrik 

kumulatif sekitar sebesar 6,26% (YoY). 

Berikut adalah komposisi realisasi konsumsi listrik per kapita nasional 

berdasarkan realisasi tahun 2022. 

 

Gambar 74. Komposisi Prognosis Realisasi Konsumsi Listrik per Kapita 

Nasional Tahun 2022 

Konsumsi listrik per kapita nasional tidak mencapai target kinerja yang 

ditetapkan di tahun 2022 dan apabila dibandingkan dengan negara-negara 

ASEAN, masih lebih rendah dibandingkan konsumsi listrik per kapita rata-rata 

negara-negara ASEAN tersebut. Pada publikasi yang dikeluarkan oleh Energy 

Access Targets Working Group (2016): More Than a Lightbulb: Five 

Recommendations to Make Modern Energy Access Meaningful for People and 

Prosperity, berdasarkan data tahun 2013, tidak ada negara berpenghasilan tinggi 

yang mengkonsumsi kurang dari 5.000 kWh/kapita per tahun. Pasternak, A.D. 

https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-generation?tab=table&region=Asia
https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-generation?tab=table&region=Asia


 

171 
 

(2000) pada publikasinya Global Energy Futures an Human Development: A 

Framework for Analysis menyatakan bahwa nilai 0,9 dari Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) memberikan korelasi dengan konsumsi energi listrik sekitar 4.000 

kWh/kapita/tahun. Pada tahun 2019, Indonesia memiliki nilai IPM sebesar 0,707 

dan nilai konsumsi listrik per kapita nasional saat itu sebesar 1.084 kWh/kapita. 

IPM atau Human Development Index (HDI) merupakan gabungan dari harapan 

hidup saat lahir, rata-rata tahun pendidikan, dan Pendapatan Nasional Bruto 

(PNB) per kapita. Digunakan sejak tahun 1990, IPM secara luas dimasukkan 

dalam studi ekonomi sebagai proxy untuk pembangunan dan kesejahteraan 

manusia dan memiliki tingkat legitimasi internasional yang tinggi. 

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target konsumsi 

listrik per kapita, antara lain: 

a. Data konsumsi listrik dari stakeholder selain PT PLN (Persero) sulit didapat. 

b. Tidak adanya pertumbuhan ekonomi pada suatu lokasi yang menyebabkan 

tidak tumbuhnya kebutuhan akan listrik di lokasi tersebut. 

c. Aktivitas dari sektor bisnis dan industri masih dalam proses pemulihan akibat 

kondisi COVID-19 dan ketidakpastian kondisi perekonomian secara global. 

Adapun upaya ke depan untuk mencapai target kinerja konsumsi listrik per 

kapita nasional, yaitu: 

a. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder non PLN (IUPTLS dan 

IUPTLU); 

b. Mendorong percepatan peningkatan konsumsi listrik melalui percepatan 

perizinan; 

c. Meningkatkan program konversi BBM ke energi listrik untuk mendorong 

peningkatan konsumsi listrik. 

d. Diperlukan adanya masukan dari pemangku kepentingan ihwal program-

program peningkatan elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita 

Mendorong peningkatan konsumsi listrik melalui berbagai program tematik, 

antara lain yang mendorong peningkatan akses listrik pada masyarakat (seperti 

program Bantuan Pasang Baru Listrik/BPBL) dan program kepada masyarakat 

dalam mendorong penggunaan listrik untuk kegiatan yang produktif dan ramah 

lingkungan (seperti implementasi kendaraan listrik dan penggunaan kompor 

induksi atau e-cooking). 



 

172 
 

Tabel 61. Konsumsi listrik per kapita tahun 2022 

Indikator Target Capaian  Persentase Capaian 

Konsumsi listrik per kapita 
(termasuk captive power) 

1.268 
kWh/kapita 

1.173 
kWh/kapita  

92,51% 

 
Dalam perhitungan indeks ketahanan energi nasional, konsumsi listrik per 

kapita nasional ini dihitung dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 62. Konsumsi Listrik per Kapita Nasional dalam Perhitungan Indeks 

Ketahanan Energi Nasional 

Indikator/Parameter Indeks 
Ketahanan Energi 

Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 

Rasio Konsumsi Listrik per 
Kapita dibandingkan target 

RUEN 
28,90% 23,42% 

Konsumsi Listrik per Kapita 
(termasuk captive power) 

(kWh/kapita) 
1.268,00 1.173 

Konsumsi Listrik per Kapita 
Minimal (kWh/kapita) 

767,17 767 

Konsumsi Listrik per Kapita 
Maksimal (kWh/kapita) 

2.500,00 2.500 

 
 
 

- System Average Interruption Duration Index (SAIDI) (bobot 12,5%) dan 

System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) (bobot 12,5%) 

Sub parameter capaian SAIDI dan SAIFI merupakan indikator untuk 

mengukur kehandalan sistem tenaga listrik. Dengan dilakukan penghitungan 

indikator tersebut, dapat diketahui seberapa besar pergerakan realisasi SAIDI 

dan SAIFI setiap tahunnya. SAIDI adalah indeks durasi gangguan pelayanan 

listrik dalam satu tahun. Sehingga semakin kecil durasi gangguan listrik maka 

semakin baik nilai indeks SAIDI tersebut. SAIFI adalah indeks frekuensi 

gangguan pelayanan listrik dalam satu tahun. Sehingga semakin kecil frekuensi 

gangguan listrik maka semakin baik indeks SAIFI tersebut. 

SAIDI dan SAIFI yang diukur merupakan pemadaman di jaringan distribusi 

yang dirasakan oleh pelanggan dan termasuk diakibatkan oleh gangguan atau 

pemeliharaan di sisi pembangkitan maupun transmisi. 

Selain melihat kecukupan pasokan listrik dari pembangkit tenaga listrik dan 

andalnya jaringan transmisi tenaga listrik, untuk mencapai target SAIDI dan 

SAIFI tahun 2022, dilakukan perbaikan transformator, switch, dan circuit breaker 
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pada penyulang (feeder) di jaringan distribusi listrik. Panjang penyulang 

berbanding lurus dengan potensi terjadinya kegagalan (fault) dalam sistem yang 

semakin tinggi. Adanya kegagalan pada penyulang menyebabkan potensi 

pemadaman pada pelanggan listrik. Semakin panjangnya saluran juga dapat 

menyebabkan semakin lamanya penormalan sistem kembali setelah terjadinya 

gangguan/kegagalan. Bentuk sistem jaringan distribusi listrik, yaitu sistem radial, 

ring/loop, spindel, dan mesh, juga mempengaruhi nilai SAIDI dan SAIFI. Sistem 

radial memiliki keandalan yang paling rendah jika dibandingkan bentuk sistem 

jaringan distribusi listrik lainnya karena jika mengalami gangguan pada satu titik 

maka titik yang lain tidak akan teraliri listrik. Namun semakin kompleks dan 

andalnya sistem jaringan distribusi listrik, biaya investasi untuk membangun 

sistem jaringan listrik semakin mahal. 

 

 

Gambar 75. Target dan Realisasi SAIDI Nasional 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Target 15,00 10,00 5,00 3,00 1,00

Realisasi 18,95 12,72 9,00 7,72

ESMAP Tier 5 (Baseline
Minimum)

104 104 104 104 104 104

Persentase Capaian 115,20% 109,98% 45,60%
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Gambar 76. Target dan Realisasi SAIFI Nasional 

 

Indeks SAIDI dan SAIFI tahun 2022 pada grafik di atas merupakan 

akumulasi hingga akhir 2022 (unaudited). Indeks yang ditampilkan pada gambar 

di atas merupakan indeks nasional yang berarti SAIDI dan SAIFI pada cakupan 

sistem ketenagalistrikan setempat (area atau wilayah yang lebih kecil dari skala 

nasional) mungkin memiliki angka yang lebih baik daripada nilai SAIDI dan SAIFI 

nasional atau bahkan lebih buruk. Untuk keterkaitannya dengan tingkat mutu 

pelayanan (TMP), Kementerian ESDM memberikan rekomendasi kepada PT 

PLN (Persero), sebagai berikut:  

1. Memberikan kompensasi kepada seluruh konsumen yang mengalami 

gangguan / padam dan menerima layanan penyambungan baru dan 

perubahan daya yang melebihi penetapan TMP;  

2. Menambah regu pelayanan teknik yang disesuaikan dengan luas wilayah kerja 

dan jumlah aset unit;  

3. Memperbaiki penginputan data jam padam dan jam nyala sesuai kondisi riil 

seluruh pelanggan menyala karena data realisasi lama gangguan akan 

menjadi salah satu pertimbangan penetapan besaran TMP tahun berikutnya; 

dan  

4. Memperbaiki proses pengadaan material distribusi tenaga listrik sehingga 

tidak terjadi kekosongan material. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Target 10,00 8,00 5,00 3,00 1,00

Realisasi 11,51 9,25 6,70 5,62

ESMAP Tier 5 (Baseline
Minimum)

156 156 156 156 156 156
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Target SAIDI pada tahun 2022 sebesar 5 jam/tahun dan realisasinya adalah 

7,72 jam/tahun, sehingga capaiannya sebesar 45,6%. Dibandingkan dengan 

tahun 2021 realisasi SAIDI mengalami penurunan dari 6 menjadi 7,72 

jam/pelanggan/tahun.  

Tabel 63. SAIDI tahun 2022 

Indikator Target  Capaian  Persentase 
Capaian 

SAIDI 5 
jam/pelanggan

/tahun 

7,72 
jam/pelanggan

/tahun  

45,6% 

Pada tahun 2022, SAIFI ditargetkan sebesar 5 kali/tahun dan realisasinya 

adalah 5,62 kali/tahun, sehingga capaian sebesar 87,6%. Dibandingkan dengan 

tahun 2021 realisasi SAIFI mengalami penurunan dari 4 menjadi 5,62 

kali/pelanggan/tahun. 

Tabel 64. SAIFI tahun 2022 

Indikator Target  Capaian  Persentase 
Capaian 

SAIFI 5 kali/pelanggan/tahun 5,62 kali/pelanggan/tahun  87,6% 

Secara nasional, nilai SAIDI dan SAIFI memiliki kinerja yang sangat baik. 

Semakin rendah nilai realisasi SAIDI dan SAIFI maka kinerjanya semakin bagus.  

Namun, adanya bencana alam menyebabkan capaian SAIDI dan SAIFI di 

beberapa sistem ketenagalistrikan tidak mencapai target kinerja yang 

diharapkan. Upaya perbaikan transformator, switch, dan circuit breaker pada 

penyulang (feeder) di jaringan distribusi merupakan beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk mencapai target SAIDI dan SAIFI. 

Monitoring dan evaluasi terhadap nilai SAIDI PT PLN (Persero) 

dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan setiap tahunnya. Penyebab Realisasi SAIDI 

Nasional di atas target yang ditetapkan, karena adanya bencana alam dan 

gangguan  yang terjadi di beberapa sistem ketenagalistrikan. 

Kendala dan Tantangan yang dihadapi, yaitu perhitungan SAIDI 

dipengaruhi beberapa faktor dimana salah satunya adalah terjadinya bencana 

alam, dengan kondisi alam Indonesia terutama di akhir tahun ini, maka 

pencapaian nilai SAIDI cenderung melebihi target yang telah ditetapkan. Selain 

daripada itu, gangguan padam tidak terencana di Penyulang dan Gangguan 
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Distribusi juga menyumbang realisasi yang sangat besar. Tantangan ke depan 

lebih pada penyampaian laporan yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan 

adanya alat evaluasi pembanding yang dapat menyatakan data tersebut akurat. 

Tindak dan upaya yang dilakukan adalah PLN berusaha mencapai target 

yang telah ditetapkan dengan mendigitalisasi proses bisnis dari hulu ke hilir, 

diantaranya pengembangan PLN Mobile, Yantek Optimization, dan Digitally 

Enabled Distribution Excellence dimana Aset Transmisi dan Distribusi dikelola 

secara digital untuk mengoptimalkan pemeliharaan berdasarkan waktu dan 

mempercepat pengambilan keputusan. PT PLN juga perlu untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi dengan lebih mendetail. 

Dalam perbaikan kedepannya untuk mencapai target SAIDI dan SAIFI 

yaitu, Menambah SDM Yantek, mengembangkan digitalisasi dalam program 

transformasi dari sisi Pembangkitan, Transmisi, Distribusi retail dan supporting, 

seperti Updating PLN Mobile, program yantek optimization yang real time melalui 

Virtual Command Center (Fitur komunikasi 2 arah antara Unit PLN dengan 

Petugas Yantek, dan Implementasi Enterprise Asset Management  (mengatur 

aktivitas end to end asset/pemeliharaan aset tepat waktu. 

 

Gambar 77. Program Transformasi untuk Meningkatkan Keandalan yang Dilakukan PT 

PLN (Persero) 

Dalam perhitungan indeks ketahanan energi nasional, SAIDI dan SAIFI ini 

dihitung dengan rincian sebagai berikut:  
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Tabel 65. SAIDI dan SAIFI dalam Perhitungan Indeks Ketahanan Energi 

Nasional 

Indikator/Parameter Indeks 
Ketahanan Energi 

Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 

SAIDI 95,19% 92,58% 

SAIDI (jam/pelanggan/tahun) 5,00 7,72 

ESMAP Tier 5: minimal 2 
jam/minggu 

104,00 104 

Maksimum: 0 jam/minggu 0,00 - 

 

Indikator/Parameter Indeks 
Ketahanan Energi 

Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 

SAIFI 96,79% 96,40% 

SAIFI (kali/pelanggan/tahun) 5,00 5,62 

ESMAP Tier 5: minimal 3 
kali/minggu 

156,00 156 

Maksimum: 0 kali/minggu 0,00 - 

 

- Susut Jaringan (Losses) (bobot 12,5%) 

Sub parameter capaian losses atau susut jaringan merupakan indikator 

untuk mengukur susut jaringan dengan kesesuaian target yang sudah 

direncanakan. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat 

diketahui seberapa besar pergerakan realisasi susut jaringan setiap tahunnya. 

Susut jaringan dapat terjadi dalam kegiatan distribusi dan transmisi listrik, 

semakin kecil persentase susut jaringan sebuah negara maka semakin bagus 

sistem jaringan dan distribusi listriknya.  

Susut jaringan tenaga listrik merupakan salah satu parameter dalam 

perhitungan dan penetapan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan 

tenaga listrik dan perhitungan kebutuhan subsidi listrik. Susut jaringan adalah 

selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi 

yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk 

keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik, yang terjadi 

karena permasalahan teknis dan non teknis. 

Susut jaringan tenaga listrik pasti terjadi, yang disebabkan adanya arus di 

jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah (susut 

teknis). Maupun karena adanya pemakaian listrik secara tidak sah (susut non 

teknis). Susut jaringan secara teknis akan bertambah besar seiring dengan 

peningkatan arus beban akibat adanya peningkatan pemakaian listrik oleh 
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konsumen PT PLN (Persero) di aset jaringan yang sama. Pada pelaksanaannya 

PT PLN (Persero) akan memisahkan antara susut teknis dan susut non teknis 

dan kemudian melakukan analisis kondisi (what if analysis) sehingga dapat 

menghasilkan skenario dalam rangka mengendalikan susut jaringan.  

Susut jaringan tegangan tenaga listrik terdiri dari susut jaringan teknis yang 

merupakan susut jaringan yang dipengaruhi oleh sifat material, serta susut 

jaringan non-teknis yaitu susut jaringan yang tidak dipengaruhi oleh sifat material. 

Penurunan dan pengendalian susut jaringan baik untuk susut teknis dan 

susut non teknis harus dilakukan melalui skenario atau workplan penurunan 

susut jaringan tenaga listrik sebesar-besarnya dengan biaya yang tersedia. 

Untuk dapat menurunkan susut maka PLN diharapkan membuat workplan dan 

realisasi bagi unit induk distribusi/wilayah dan pusat pengaturan beban. 

Sedangkan untuk pengendalian pelaksanaan upaya-upaya penurunan susut 

jaringan, Kementerian  ESDM melakukan verifikasi melalui pembentukan tim 

verifikasi susut jaringan.  

Penetapan susut jaringan tenaga listrik diperlukan dalam penghitungan 

maupun audit subsidi listrik. Dalam penjualan tenaga listrik oleh PT PLN, energi 

yang terjual ke pelanggan merupakan energi terjual tanpa tambahan kWh yang 

timbul akibat perhitungan rekening minimum pelanggan. Rekening minimum 

merupakan minimal pembayaran rekening tagihan listrik pelanggan apabila 

penggunaan listriknya di bawah jam nyala terkait tarif tenaga listrik yang 

disediakan oleh PT PLN (Persero), sedangkan dalam perhitungan realisasi susut 

jaringan adalah energi yang terjual ke pelanggan dalam perhitungan besaran 

susut jaringan tenaga listrik merupakan energi terjual tanpa memperhitungkan 

rekening minimum pelanggan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 

Tahun 2020, susut jaringan tenaga listrik, meliputi:  

1. Susut jaringan transmisi tegangan tinggi (TT) yang terdiri dari susut gardu 

induk dan susut jaringan tegangan tinggi;  

2. Susut jaringan distribusi tegangan menengah (TM) yang terdiri dari susut 

gardu distribusi dan susut jaringan tegangan menengah; dan  
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3. Susut jaringan distribusi tegangan rendah (TR) yang terdiri dari susut jaringan 

tegangan rendah dan susut jaringan rumah.  

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam realisasi susut jaringan tenaga listrik 

tahun 2022 antara lain adanya pengaruh pemberian stimulus ketenagalistrikan 

dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, berupa diskon tenaga listrik bagi 

pelanggan prabayar. Pengaruh tersebut berasal dari kWh token yang 

kemungkinan tetap dibeli oleh pelanggan prabayar, walaupun telah 

mendapatkan token gratis atau diskon dari Pemerintah. Hal ini menyebabkan 

penjualan di PT PLN (Persero) lebih tinggi dari yang sebenarnya, sehingga susut 

jaringan tenaga listrik yang terhitung akan menjadi rendah.  

Untuk peningkatan upaya penurunan susut jaringan tenaga listrik selain 

melaksanakan workplan penurunan susut jaringan tenaga listrik, upaya-upaya 

lain yang perlu terus dilakukan antara lain:  

1. Penekanan susut jaringan tegangan tinggi meliputi pekerjaan rekonduktoring 

saluran transmisi, looping transmisi, perbaikan hotspot dan corona, serta 

pemasangan kapasitor untuk perbaikan tegangan.  

2. Penekanan susut jaringan tegangan menengah meliputi pekerjaan 

pemecahan beban, pembangunan gardu sisipan, serta menaikan tegangan 

menengah (20 kV) di pangkal gardu induk.  

3. Penekanan susut jaringan tegangan rendah meliputi pekerjaan penambahan 

jurusan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan pembenahan sambungan 

rumah (SR) seri banyak.  

4. Penekanan susut non teknis meliputi pekerjaan pemeriksaan pemakaian 

tenaga listrik, penertiban penggunaan listrik ilegal, perbaikan wiring meter dan 

penggantian meter periodik.  

5. Melakukan peningkatan realisasi workplan upaya penurunan susut jaringan 

tenaga listrik terutama workplan susut non investasi, melalui antara lain 

penyeimbangan beban di Gardu Distribusi JTR, perbaikan PHB di Gardu 

Distribusi, dan menaikkan tegangan di sisi hulu untuk memperbaiki tegangan 

di sisi hilir;  

6. Memastikan penyaluran dan pemanfaatan kWh token stimulus diskon tarif 

sampai ke pelanggan prabayar, dimana pelaksanaan stimulus diskon tarif 

diperpanjang pada tahun 2021;  
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7. Melakukan Online Monitoring Losses yang merupakan salah satu program 

Transformasi PLN Green-Lean-Innovative-Customer Focused yang terdiri dari 

online Monitoring Transaksi kWh Transmisi, penyusunan Library Meter 

Transaksi, Integrasi dengan aplikasi A2MRT, dan pemantauan susut 

terintegrasi Pembangkitan-Transmisi-JTM-JTR-Pelanggan. 

Susut jaringan tenaga listrik yang ditetapkan memiliki keterkaitan erat 

dengan koreksi besaran subsidi listrik. Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Pasal 16 

Ayat 3 menyebutkan bahwa besaran total target susut jaringan tenaga listrik 

tahunan digunakan sebagai batas atas penetapan realisasi susut jaringan tenaga 

listrik tahun. Oleh karena itu, prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV 

Tahun 2022 dari susut jaringan tenaga listrik adalah sebesar 8,93% sesuai 

dengan target susut jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero). 

Di tahun 2022 target susut jaringan adalah 8,93% dan prognosis 

capaiannya adalah 8,93%, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Hal ini 

dikarenakan keberhasilan peningkatan penjualan baik pada sisi jaringan 

tegangan tinggi (naik dari 5.649 GWh menjadi 5.819 GWh), maupun pada sisi 

jaringan tegangan menengah (naik dari  19.471 GWh menjadi 21.047 GWh). 

Selain keberhasilan pada peningkatan penjualan, upaya rekonektorisasi 

jumper/sambungan JTM dan SR  yang melebih target juga turut serta 

menurunkan angka susut pada tegangan menengah (TM) dan tegangan rendah 

(TR). Pada sisi non teknis terdapat keberhasilan pelaksanaan Penertiban 

Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada triwulan III Tahun 2022 dengan hasil 

sekitar Rp. 587,15 M. 
























































































































































































































































































































































































































































































